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ABSTRAK
Nama : Andia Hastriani
Program Studi : Kenotariatan
Judul . Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Pengadaan Pesawat

Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tesis ini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan
pesawat udara di Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,
dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis
kualitatif. Pesawat udara dgolongkan sebagai benda bergerak dengan kekhususan (sui
generis), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus
didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan
berlaku terhadap pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi
Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak
kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda
bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun
2009 merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape
Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut Undang-undang Nomor 15
Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga jaminan atas
pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak
menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas
pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara
yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional
berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat
atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian
yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga
membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam
perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan pesawat udara, banyak perusahaan
penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema pembiayaan sewa
guna usaha (leasing) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan
reasurans sebagai lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan
jaminan fidusia, notaris memegang peranan sentral karena dalam Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa akta pembebanan
jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

Kata kunci: Pesawat, Jaminan Kebendaan, Jaminan Fidusia, Sewa Guna Usaha,
Asuransi, Konvensi Cape Town

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



viii

ABSTRACT
Name : Andia Hastriani
Program : Notary
Title : Fiduciary Security on Aircrafts Acquisition by PT Garuda Indonesia
(Persero) Thk.

This thesis provides a review on fiduciary security on aircrafts acquisition in
Indonesia, particularly by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, by using normative
juridical research and qualitative analysis as the preferred methods. An aircraft is
categorized as movable goods with specificity (sui generis), one of its specificity is
an aircraft must be registered in a nation. Law of a nation in which the aircraft is
registered to, shall prevail to the arcraft wherever the arcraft is. Cape Town
Convention regulates general provisions on security rights that are recognized
internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts. Law
Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town
Convention and Cape Town Protocol into Indonesian laws and regulations. Law
Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law Number 15 of 1992 on Aviation
has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law Number 1
of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on
aircrafts. Law Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can
be encumbered with international interests arising from security agreements, title
reservation agreements or leasing agreements, which are utilized to finance the
aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant
agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice,
most of airlines companies, including Garuda Indonesia, use financia leasing scheme
with fiduciary security on insurance proceeds and reinsurance proceeds as security to
acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries hold the central role
given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security
deed must be drawn up in a notarial deed.

Keywords: Aircraft, Security Rights, Fiduciary Security, Leasing, Insurance, Cape
Town Convention
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, aat transportasi udara
memiliki keunggulan karena dapat menjangkau berbagai tempat yang tersedia
bandar udara, termasuk yang jauh jaraknya, dalam waktu yang relatif cepat. Bagi
negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat
dibutuhkan sebagai sarana penghubung antarwilayah karena melalui udara
perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh, perjalanan
Jakarta-Medan dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang dari dua jam melalui
udara, sedangkan melalui jalan darat bisa memakan waktu sekitar 2 hari dan 3 hari
melalui laut. Selain untuk sarana perhubungan nasional, penerbangan juga
berperan sebagai penghubung dengan negara lain (internasional). Penerbangan
juga diharapkan dapat menunjang, mendorong serta menggerakkan pembangunan
nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

Penerbangan® merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan
teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal serta memerlukan jaminan
keselamatan dan keamanan yang optimal.® Industri penerbangan komersial yang
tumbuh pesat di Indonesia memerlukan dukungan sumber daya manusia yang
terampil dan juga ketersediaan pesawat udara yang memadai. Pengadaan pesawat

udara untuk kepentingan komersil belum dapat dipenuhi oleh PT Dirgantara

YIndonesia (a), Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.15 Tahun 1992, LN No.
53, Tahun 1992, TLN 3481, konsiderans ‘menimbang’ huruf b.

“Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara,
pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan,
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

%Indonesia (b), Undang-undang tentang Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1
Tahun 2009, TLN 4956 , konsiderans ‘ menimbang’ huruf c.

Universitas Indonesia
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Indonesia yang merupakan satu-satunya perusshaan di  Indonesia yang
memproduks pesawat udara. Oleh karena itu, perusahaan penerbangan nasional
banyak mendatangkan pesawat udara dari perusahaan produsen pesawat udara
luar negeri seperti Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus dari Perancis untuk
memenuhi kebutuhannya.

Pengadaan pesawat udara tersebut memerlukan biaya yang sangat besar
karena harganya yang sangat mahal. Sebagai contoh, harga pesawat Airbus seri A-
380 yang diluncurkan pada tahun 2005 berkisar US$263 juta hingga US$283 juta,
sementara pesawat buatan pabrik Boeing dengan seri 777 harganya berkisar
US$250 juta* Dengan mahalnya harga pesawat udara, sulit bagi perusahaan
penerbangan untuk melakukan pengadaan pesawat udara dengan pembelian secara
tunai. Perusahaan penerbangan membutuhkan bank dan lembaga keuangan
lainnya sebaga pemilik dana untuk membantu pengadaan tersebut. Skema
pembiayaan yang digunakan dapat berupa pemberian kredit, sewa guna usaha
(leasing) atau sewa beli (hire purchase).

Sehubungan dengan digunakannya skema pembiayaan sebagaimana
disebut dalam paragraf di atas, jarang ditemukan bank atau lembaga keuangan
dalam negeri yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa (lessor). Selain
karena besarnya jumlah pinjaman, risikkonya pun tinggi. Akhirnya perusahaan
penerbangan di Indonesia memilih lembaga keuangan dari luar negeri yang
berkenan memberikan pinjaman dana untuk pengadaan pesawat. Biasanya
lembaga keuangan ini ditunjuk oleh produsen pesawat udara. Ha ini
menyebabkan terjadinya suatu transaksi lintas negara atau biasa dikenal dengan
istilah cross-border transaction.

Suatu transaksi lintas negara menyebabkan adanya perbedaan yurisdiksi
hukum antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Undang-
undang yang mengatur tentang penerbangan di Indonesia, menentukan bahwa
pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia harus memiliki tanda pendaftaran
dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang dibeli atau disewa dari pihak luar

negeri dan akan dioperasikan di Indonesia juga harus memiliki tanda pendaftaran

“Martinus Udin Silalahi, “Airbus versus Boeing, Persaingan Dua Raksasa’,
<http://www.si narharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html>, diakses 5 Maret 2011.

Universitas Indonesia
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dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang didaftarkan dan memiliki tanda
kebangsaan Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Keadaan ini membuat sulit
pihak kreditur dalam melakukan eksekusi dalam ha debitur cidera janji atau
terjadi hal-hal lain yang dianggap sebagai wanprestasi (default) dalam perjanjian
pembiayaan. Hal inilah yang akhirnya membuat biaya pelaksanaan skema
pembiayaan pesawat udaradi Indonesiamenjadi tinggi.’

Sebagai jalan keluar dari hal tersebut, pemerintah Republik Indonesiatelah
mengesahkan Convention on International Interests in Mobile Equipment
(Konvens tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)
(selanjutnya disebut sebagal “Konvensi Cape Town”) beserta Protocol to the
Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific
to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan
Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada
Peralatan Pesawat Udara) (selanjutnya disebut sebagai “Protokol Cape Town”).
Ratifikass Konvenss Cape Town dan Protokol Cape Town mempermudah
pelaksanaan transaksi lintas negara sehubungan dengan pembiayaan pengadaan
pesawat yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan Indonesia sebagai debitur
dan lembaga keuangan asing.

Ratifikas Konvensi Cape Town mempermudah perusahaan penerbangan
Indonesia dalam pengadaan pesawat, antara lain dengan cara leasing, karena
kreditur luar negeri mendapat jaminan dengan dasar hukum yang telah disepakati
secarainternasional. Dengan ratifikasi ini biaya penyewaan pesawat juga menjadi
lebih murah. Namun demikian, ratifikas Konvensi Cape Town juga memiliki
rissko yang sangat mengikat bagi debitur. Dalam Konvensi Cape Town diatur
bahwa kreditur atau pemilik pesawat dapat langsung menarik pesawat yang
merupakan objek leasing jika debitur yang tidak tertib dalam melakukan

pembayaran sewa pesawat kepada kreditur.’

® Inayati Noor Thahir, “Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas
Indonesia, Depok, 2010), hal. 4.

®Ratifikas “Cape Town Convention” Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat, Sinar
Harapan. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html.>, diakses tanggal 19 April
2011.

Universitas Indonesia
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Dengan diratifikasinya Konvenss Cape Town maka terhadap hukum
nasiona yang berhubungan dengan konvensi tersebut, dalam hal ini adalah hukum
penerbangan, harus dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut,
Indonesia kemudian melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Konvensi Cape Town yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 2009”). Dalam
UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan
ketentuan hukum khusus (lex spesialis).” Selain itu, penyesuaian-penyesuaian
terhadap Konvensi Cape Town dapat dilihat dalam Bab 1X UU No. 1 Tahun 2009,
yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

Segjak berlakunya UU No. 1 Tahun 2009, hipotik bukan lagi merupakan
lembaga jaminan kebendaan yang dapat diletakkan atas pesawat udara
berkebangsaan Indonesia® Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009 ditentukan
bahwa pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang
timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan
hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Namun demikian, tidak
dijelaskan lembaga jaminan apa yang dapat diletakkan atas pesawat udara.

Di dunia internasiona, terlihat bahwa pesawat udara dapat dijadikan
sebagal objek jaminan sebagal berikut.

1. Pesawat udara beserta seluruh perlengkapan dan suku-suku cadangnya.

2. Suku cadang secaraterpisah dari pesawat udara.

3. Pesawat udara yang masih daam konstruksi (in aan bouw/ in
construction).

4. Sdluruh armada pesawat udara yang dimiliki suatu perusahaan (fleet

mortgage).

" Indonesia (b), op. cit., ps. 82.

®Bandingkan dengan Pasa 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sgjak diundangkannya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan), yang menyebutkan bahwa pesawat udara
dapat dibebani dengan hipotik.

Universitas Indonesia
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5. Seduruh aset perusahaan penerbangan termasuk pesawat udara dan
peralatan lainnya (floating charge).”

Perusshaan yang bergerak di bidang industri angkutan udara niaga™ di
Indonesia saat ini terdiri dari maskapal penerbangan domestik, perintis dan luar
negeri. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, sebagian besar merupakan
maskapai yang melakukan rute penerbangan domestik. Data Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah maskapai
penerbangan domestik berjadwal terhitung April 2008 adalah 16 perusahaan
dengan jumlah armada sebanyak 500 pesawat. Beberapa maskapai tersebut adalah
Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Indonesia AirAsia, Lion Air,
Wings Air, Batavia Air, Sriwijaya Air dan lain-lain.**

Garuda Indonesia sebagal salah satu maskapal penerbangan di Indonesia
saat ini memiliki banyak armada baru guna meningkatkan kualitasnya. Saat ini
Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi yang lebih terencana, terutama
dalam pengadaan pesawat terbangnya,. Strategi tersebut antara lain dengan
mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe menjadi satu
merek utama di jgaran armadanya, yaitu menggunakan pesawat produksi
Boeing.*

Pada 2010, Garuda Indonesia membeli 24 pesawat baru untuk digunakan
dalam penerbangannya, yang terdiri dari 23 pesawat Boeing 737-800 Next
Generation dan satu pesawat Airbus 330-200."° Dalam pengadaan pesawat-
pesawat tersebut, Garuda Indonesia melakukan perjanjian sewa guna usaha

(leasing) dengan lembaga keuangan asing. Jaminan yang diberikan Garuda

®Mariam Darus Badrulzaman, Serial Hukum Perdata Buku II: Kompilas Hukum
Jaminan, cet.1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004), hal. 166.

YAngkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut
pembayaran (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

YSprinus Edi Hardum, “Penumpang Pesawat Terus Naik, Jumlah Pesawat Akan
Bertambah”, Suara Pembaruan. (10 April 2011): 2.

2 oc cit.

13« Stakeholders Annual Meeting”, Garuda Magazine. (Juni 2011): 28.
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Indonesia sebagal lessee kepada lessor berupa jaminan fidusia atas tagihan
asuransi dan tagihan reasuransi dari asuransi pesawat yang menjadi objek jaminan
tersebut, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU No. 42 Tahun 1999") yang
dapat dijadikan objek fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan. Namun demikian, dalam Pasal 3 huruf ¢ UU No.
42 Tahun 1999 ditentukan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap
hipotik atas pesawat terbang.™

Notaris adalah pgabat umum yang menjaankan jabatannya tersebut
berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut “Undang-undang Jabatan Notaris’) dan Kode Etik Notaris.
Daam UU No. 42 Tahun 1999, ditentukan bahwa akta jaminan fidusia harus
berupa akta notaris dan berbahasa Indonesia’® Oleh karena itu, notaris berperan
daam proses pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan

pesawat terbang di Indonesia.

12 Pokok Per masalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok
permasal ahan yang diangkat dalam penelitian ini adal ah:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenal pembiayaan pengadaan pesawat udara di
Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini?

2. Bagamanakah praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia
sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan
peraturan yang berlaku saat ini?

3. Bagaimanakah peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia

sehubungan dengan pengadaan pesawat udaradi Indonesia?

YIndonesia (c), Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN
No. 168 Tahun 1999, TLN 3889, ps. 3.

¥lbid., ps. 5.
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1.3  Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penditian ini berdasarkan pokok permasalahan yang
disampaikan sebelumnya adal ah:

1. Mengetahui ketentuan mengenal pembiayaan pengadaan pesawat udara di
Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

2. Mengetahui praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia
sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan
peraturan yang berlaku saat ini.

3. Mengetahui peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia

sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

14 M etode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat
yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Penelitian yuridis
normatif berarti peneliian ini menekankan pada hukum positif yang berlaku di
Indonesia terutama norma tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan lainnya serta doktrin  hukum. Alat
pengumpulan data yang dipakal dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang
dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain.*® Data
sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

a bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunya kekuatan
mengikat kepada masyarakat.'’ Bahan hukum primer yang dipergunakan
dalam penulisan tesis ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal. 21.

Y |bid., hal. 52.
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tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Convention
on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang
Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) serta Protocol to the
Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters
Soecific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvens tentang
Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-
masal ah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), Convention on International
Interests in Mobile Equipment (Konvens tentang Kepentingan Internasional
daam Peralatan Bergerak), Protocol to the Convention on International
Interests in Maobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment
(Protokol pada Konvens tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan
Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara),
dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft
Registration) dan Staff Instruction Nomor SI 47-02 tentang Prosedur
Pencatatan Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Untuk Memohon
Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor (IDERA);

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer.*® Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah
buku, rancangan undang-undang, jurna, artikel, penelusuran internet,
makalah, skripsi dan tesis,

c. bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan
ensiklopedi.™®

Daam penditian ini, untuk melengkapi studi dokumen, dipergunakan pula
alat pengumpulan data yang lain yaitu wawancara dengan informan terkait seperti

pegawai dan konsultan hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., konsultan

¥ Ibid.

¥ Ibid.
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hukum lessor, pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan dan Notaris.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang keadaan atau gejala sehingga dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna
memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disgikan dalam bentuk
kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini merupakan
bersifat kualitatif. Penelitian ini akan memberi gambaran yang jelas mengenai
praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia di Indonesia
berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dan praktek jaminan fidusia yang
dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat
udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

Tipe penelitian ini dilihat dari sudut dari sudut bentuknya, penelitian ini
termasuk penelitian evauatif perskriptif karena penelitian ini memberikan
penilaian atas permasalahan mengena pembiayaan pengadaan pesawat terbang di
Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, praktek jaminan fidusia yang
dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat
udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku serta peran notaris dalam
praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat
terbang di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

jalan keluar berupa saran untuk mengatasi permasal ahan.

15 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab. Tiap-tiap bab
akan memiliki sub-bab yang menjelaskan secaralebih rinci hal-hal yang dibahas.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang
dilakukannya penelitian ini, perumusan pokok permasalahan yang mana dari
pokok permasalahan tersebut diketahui tujuan penelitian. Setelah itu dalam bab
pertama akan dijelaskan mengenai metode penelitian dalam sub-bab keempat.
Pada akhirnya dijelaskan mengenal sistematika penulisan dalam sub-bab kelima.
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Dalam bab kedua akan dibahas mengenai pokok penelitian ini yaitu
mengenal praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara
di Indonesia. Sub-bab pertama daam bab kedua dijelaskan mengenal
penggolongan pesawat udara sebagai benda bergerak. Pada sub-bab berikutnya
akan dibahas mengena berlakunya dan hubungan antara Konvensi Cape Town,
Protokol Cape Town dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan. Sub-bab ketiga akan membahas jaminan hutang dalam pembiayaan
pengadaan pesawat udara di Indonesia dan lembaga jaminan yang digunakan
dalam pengadaan pesawat udara termasuk di dalamnya dibahas tentang lembaga
jaminan secara umum. Dalam sub-bab keempat akan diuraikan mengena praktek
skema pembiayaan leasing yang digunakan Garuda Indonesia untuk pengadaan
armadanya serta mengenai praktek jaminan fidusia, yaitu jaminan fidusia atas
tagihan asuransi dan tagihan reasuransi, sehubungan dengan leasing tersebut. Sub-
bab kelima menjelaskan mengenal peran notaris dalam praktek pembebanan
jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

Bab ketiga adalah bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan diuraikan
tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab pokok yang menjadi
permasalahan dari penelitian ini. Hal tersebut diuraikan dalam sub-bab pertama
dalam bab ketiga. Sub-bab kedua dalam bab ketiga akan memuat saran-saran
sebagal solusi dari permasalahan dari penelitian ini.
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BAB 11
PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN
PENGADAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA

21  Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Ber gerak

Dalam banyak literatur, istilah yang berkenaan dengan pesawat udara
berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut antara lain pesawat, pesawat udara dan
pesawat terbang. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “aircraft”,
yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pesawat udara.
Istilah aircraft menurut Konvensi Chicago 1994 tentang Penerbangan Sipil
(Konvensi Chicago 1944) dalam lampirannya sebagaimana telah diubah pada 8
November 1967 memiliki arti sebagai berikut.

Aircraft is any machine that can derive support in the atmosphere from the
reactions of the air other than the reactions of the air against the earth’s
surface.®

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1948 tentang Pengakuan Internasional
atas Hak-hak pada Pesawat Udara (Konvensi Jenewa 1948), pengertian “aircraft”
adalah sebagai berikut.

For the purposes of this Convention the term ‘aircraft’ includes the
airframe, engines, propellers, radio apparatus, and all other articles
intended for use in the aircraft whether installed therein or temporarily
separated therefrom.#

“nternational Civil Aviation Organization Convention, Chicago, 7 Desember 1944,
annex 6.

“'Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, Geneva, 19 Juni
1948, ps. XVI.
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Pengertian pesawat udara berdasarkan pasal tersebut dibatasi hanya pada pesawat
udara yang digunakan untuk angkutan udara sipil.%

Di Indonesia, pengertian pesawat udara dapat dilihat pada UU No. 1
Tahun 2009. “Pesawat udara adalah setiap mesin atau aat yang dapat terbang di
aimosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaks udara
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.”? Oleh karenaitu,
pesawat terbang, helikopter, pesawat ultra light termasuk dalam ruang lingkup
pengertian pesawat udara. Roket dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian
pesawat udara karena roket terbang akibat reaksi udara terhadap permukaan bumi.
Selanjutnya, dalam UU No. 1 Tahun 2009 disebutkan pengertian pesawat terbang,
yaitu “pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya
digerakkan oleh mesin.”?* Melihat dua pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa istilah pesawat udara memiliki pengertian yang lebih luas daripada pesawat
terbang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditemukan
dua istilah yang berkaitan dengan benda yaitu “benda’ (dalam bahasa Belanda
disebut “zaak”) dan “barang” (istilah bahasa Belandanya “goed”). Pada umumnya
yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasa manusia,
dapat dijadikan objek hak milik dan dapat dihaki.® Sementara barang memiliki
pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Konkrit dan
berwuijud berarti dapat dilihat dan dapat diraba seperti buku, meja dan lainnya.®®

Salah satu pembedaan benda dalam KUHPerdata adalah benda bergerak
dan benda tidak bergerak. Melihat pada sifatnya yang sering berpindah-pindah
maka pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak, sehingga ketentuan

“Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia
Ditinjau dari Hukum Udara, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 24.

| ndonesia (b), op. cit, ps. 1 angka 3.
“|bid., ps. 1 angka 4.

#Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps. 499.

®Frieda Husni Hasbullah (a), Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi
Kenikmatan Jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal. 19.
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yang mengaturnya adalah hukum perdata mengena benda bergerak. Namun
demikian, untuk berbagai aasan dan kepentingan peraturan perundang-undangan
di banyak negara di dunia memberlakukan peraturan yang lazim digunakan pada
benda tidak bergerak terhadap pesawat udara. Hal ini telah membuat pesawat
udara memiliki status yang khusus. Melihat bahwa pembedaan kebendaan dalam
benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan saat ini, banyak ahli hukum seperti Mariam Darus Badrulzaman®’
dan Mieke Komar Kantaatmadja®® berpendapat bahwa pembedaan benda perlu
ditambah kriterianya menjadi bendaterdaftar dan tidak terdaftar. Kriteriaini dapat
diterapkan baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pesawat udara di seluruh dunia termasuk di Indonesia harus didaftarkan.
Pesawat udara yang didaftarkan akan mendapatkan tanda pendaftaran
(registration mark). Pesawat udara yang didaftarkan pada suatu negara akan
mendapatkan tanda kebangsaan (nationality mark) yang ditandai dengan bendera
negara yang bersangkutan. Tanda kebangsaan ini akan menentukan hukum
nasional mana yang berlaku atas pesawat udara baik dalam lingkup hukum publik
maupun hukum perdata.

Secara internasional, periha tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan
pesawat udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Seluruh negara anggota
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation
Organization) mengakui status hukum pesawat udara sebagai benda bergerak
yang mempunyai kekhususan (sui generis). Beberapa negara termasuk Belanda,
Prancis dan Italia telah mengeluarkan hukum nasional yang mengatur pesawat
udara sebagai benda bergerak, namun diberlakukan kekhususan (sui generis)
terhadapnya.®®

Berdasarkan teori-teori dan perkembangan saat ini, para ahli hukum
berpendapat bahwa pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar

?"|_ihat Badrulzaman, op. cit., hal. 142-143.
| ihat Kantaatmadja, op. cit., hal 48-49.

#H. K. Martono (a), Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, (Jakarta: FT
Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 259-260.
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(registrable moveable property). J.P. Honig® mengemukakan alasan pesawat
udaramemiliki status yang khusus sebagai berikut.

a. Pada suatu pesawaat udara diberikan suatu tanda nasionalitas, disertai
kewajiban didaftarkan pada negara tertentu.

b. Untuk tujuan kepentingan perdata, pesawat udara tunduk pada
persyaratan dapat didaftarkan dalam suatu register umum yang bersifat
perdata.

c. Pada pesawat udara ditetapkan ketentuan khusus tentang perolehan
(acquisition) dan pengasingan (alienation) yang tidak berlaku pada
benda tidak terdaftar (benda bergerak lainnya).

d. Pesawat udara dapat dijaminkan dengan suatu hak tanggungan, seperti
hipotik atau mortgage.

e. Pesawat udara lazim tunduk pada pengaturan hukum tentang penahanan
dan penyitaan yang berlainan dengan benda bergerak lainnya.

f. Berlakunya hukum tentang bantuan (assistance) dan penyelamatan
(salvage) pesawat udara menimbulkan hak bersifat kebendaan yang
ditetapkan oleh undang-undang yang mempunyai hak mendahului hak
jaminan lain yang sudah terdaftar.*

Pendaftaran pesawat udara memiliki peran penting dalam hukum
internasional. Dengan didaftarkannya pesawat udara pada suatu negara maka
hukum negara dimana pesawat tersebut didaftarkan akan berlaku terhadap
pesawat tersebut. Dalam lingkup hukum publik internasional, dalam hal terjadi
pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam pesawat udara maka hukum
negara bendera pesawat (Flag State) akan berlaku. Selain itu, pendaftaran dan
kebangsaan pesawat udara juga mempunya peran penting berkenaan dengan
sertifikat kelalkan udara (certificate of airworthiness), sertifikat kecakapan
(certificate of competency) dan lisensi personel awak pesawat udara sebagamana
diatur dalam Konvensi Chicago 1944.* Konsekuensi hukum dari berlakunya
hukum negara bendera pesawat bagi pemegang hak atas pesawat udara dalam

konteks hukum perdata internasional teramat penting karena berkaitan dengan

%K antaatmadija, op. cit., hal. 49.
*bid.

¥ prof. DR. H. K. Martono, SH., LL.M. (b), Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI
No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hal.139-140.
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hak-hak kebendaan (rights in rem) yang melekat atau diletakkan pada suatu
pesawat udara.*

Namun demikian, dalam keadaan tertentu penerapan hukum Flag Sate
dapat dikecualikan. Keadaan-keadaan tertentu tersebut antara lain dalam hal
adanya tuntutan hukum mengenai biaya penyelamatan (rescue and salvage) dan
biaya pemeliharaan pesawat udara yang luar biasa (extraordinary maintenance).
Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum negara dimana usaha penyelamatan dan
pemeliharaan itu dilakukan. Hukum negara dimana usaha penyel amatan dilakukan
akan mengatur mengenal penetapan urutan (ranking) hak-hak tersebut dan
tuntutan yang diistimewakan (privileges). Alasan dari pengecualian tersebut
adalah untuk memberikan jaminan hukum bahwa usaha penyelamatan yang
dilakukan di dan oleh suatu negara akan diberikan kompensasi dan tuntutan-
tuntutan atas biaya penyelamatan tersebut diberikan prioritas di atas tuntutan lain
yang berkaitan dengan pesawat tersebut.*

Di Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran pesawat udara
diatur dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap
pesawat udara yang dioperaskan di Indonesia wajib mempunya tanda
pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia
atau tanda pendaftaran asing. Untuk mendapatkan tanda pendaftaran di Indonesia,
berdasarkan Pasa 25 UU No. 1 Tahun 2009, suatu pesawat udara sipil yang
didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak terdaftar di negaralain; dan

b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum
Indonesia;

c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan
oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka
waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan

suatu perjanjian;

¥ Kantaatmadja, op. cit., hal. 52.

*Ibid., hal. 55.
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d. dimiliki oleh instans pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara
tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat
udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian
yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan
penyimpanan, penyewaan dan/atau perdagangan pesawat udara.
Selanjutnya dalam Paragraf 47.5 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 47 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009)
ditambahkan bahwa untuk mendapatkan tanda pendaftaran, seluruh kewajiban
perpgjakan sehubungan dengan impor pesawat udara ke Indonesia harus sudah
lunas serta seluruh asuransi sebagaimana disyaratkan Pasal 62 ayat 1 UU No. 1
Tahun 2009 telah dipenuhi.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik pesawat udara atau
kuasanya dalam rangka pendaftaran pesawat udara adal ah:
a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara;
b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara
lain;
c. memenuhi ketentuan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan;
d. bukti asuransi pesawat udara;
e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.*

Jika persyaratan di atas telah dipenuhi maka pesawat udara akan
mendapatkan tanda pendaftaran yang akan berlaku untuk masa tiga tahun.*’
Setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran Indonesia, pesawat udara akan

% Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan:
pesawat udara yang dioperasikan;
personel pesawat udara yang dioperasikan;
tanggung jawab kerugian pihak kedua;
tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

PapoTe

*|ndonesia (b), op. cit., ps. 26 ayat 1.

|bid., ps. 26 ayat 1 dan 2.
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mendapat tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan untuk pesawat udara
yang didaftarkan di Indonesia adalah “PK”. Setiap pesawat terbang, helikopter,
bal on udara berpenumpang dan kapal udara (airship) yang telah mempunyai tanda
pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera
Indonesia® Kewajiban melengkapi bendera Indonesia pada pesawat udara yang
telah memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia menunjukkan
bahwa pesawat udara tersebut memiliki hubungan emosional dengan negara
Republik Indonesia, yang oleh hukum internasional akan menimbulkan hak dan
kewajiban dalam hal melakukan penerbangan internasional .*

Secara khusus, tata cara pendaftaran pesawat udara di Indonesia diatur
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009. Dalam
peraturan tersebut bahwa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran
pesawat udara adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum negara Indonesia Untuk dapat mengajukan pendaftaran,
pemohon harus menyertakan bukti kepemilikan pesawat udara yang dapat berupa
bukti pembelian (bill of sale) atau sertifikat/dokumen hibah (grant certificate)
atau dokumen lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Udara® Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, Sertifikat
Pendaftaran akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk
jangka waktu berlaku selamatiga tahun.

Sertifikat Pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara bukan merupakan bukti kepemilikan atas pesawat udara
sehubungan dengan setigp proses hukum yang menyangkut kepemilikan atas
pesawat udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan bukti
kepemilikan atau mensahkan setiap informasi mengenai kepemilikan pesawat
udara dalam Sertifikat Pendaftaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
menerbitkan Sertifikat Pendaftaran kepada pemohon yang merupakan pemilik

*¥Martono (b), op. cit., hal. 121.
*Ibid., hal 122.

“°Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Spil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47)
tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), Nomor KM. 49, Tahun 2009,
Lampiran par. 47.7-47.9
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pesawat udara berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Paragraf
47.9 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009, yaitu
bill of sale atau grant certificate.*

Pasa 29 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan
penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara. Dalam pasal tersebut diatur bahwa
penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara dapat digukan atas permintaan
oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa dalam hal telah berakhirnya perjanjian
sewa guna usaha (leasing), diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak,
pesawat udara akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain, pesawat udara
rusak total akibat kecelakaan, pesawat udara tidak digunakannya lagi, dengan
senggja dirusak atau dihancurkan atau terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh
penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan. Selain itu, pendaftaran pesawat
udara juga dapat dihapus jika tidak dapat mempertahankan sertifikat
kelaikudaraan secara terus menerus selama tiga tahun.

2.2  Konvens Cape Town, Protokol Cape Town dan UU No. 1
Tahun 2009

Konvensi Cape Town ditandatangani di Cape Town, Afrika Selatan pada
tanggal 16 November 2001 sebagai hasil konferensi diplomatik yang diprakarsai
oleh International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dan
International  Civil Aviation Organization (ICAO). Konvens tersebut
ditandatangani dengan menyadari adanya kebutuhan untuk memperoleh dan
menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi
yang sangat berarti serta untuk memfasilitas pendanaan atas penguasaan dan
penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.*” Konvensi tersebut bertujuan

“Ubid, par. 47.23.

“2Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 16 November
2001.
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untuk membuat suatu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam
rangka pengadaan pesawat udara.*

Selain Konvensi Cape Town, pada tanggal 16 November 2001 di Cape
Town juga ditandatangani Protocol to the Convention on International Interests
in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment. Protokol Cape
Town ini ditandatangani mengingat pentingnya penerapan Konvensi Cape Town
dikarenakan konvens tersebut berhubungan dengan peralatan pesawat udara.
Selain itu, kebutuhan untuk mengadaptass Konvensi Cape Town guna
menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan khusus sehubungan dengan
pembiayaan pesawat udara dan guna memperluas ruang lingkup penerapan
konvensi tersebut dalam perjanjian penjualan peralatan pesawat udara.

Dalam Pasal 6 Konvensi Cape Town ditentukan bahwa Konvensi Cape
Town dan Protokol Cape Town harus dibaca dan ditafsirkan sebagal suatu
kesatuan perangkat. Dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi
Cape Town dan Protokol Cape Town maka Protokol Cape Town yang berlaku.

Konvensi Cape Town merupakan suatu konvensi yang dibentuk dalam
rangka penyeragaman (standardize) secara universal transaksi pembiayaan yang
terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin pesawat. Ha
ini disebabkan dalam transaks pembiayaan dan penyewaan lintas negara kerap
ditemui masalah eksekusi (enforcement) dari objek jaminan. Dalam konteks
demikian dan untuk memfasilitasi cara pembiayaan yang didasarkan pada aset
(asset-based financing) dan leasing maka diatur ketentuan yang ada dalam
konvensi.* Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang

berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional

“Indonesia (d), Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on
International Interests in Mobile Equipment (Konvens tentang Kepentingan Internasional dalam
Peralatan Bergerak) serta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile
Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvens tentang
Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada
Peralatan Pesawat Udara), Perpres No.8 Tahun 2007, LN No. 39 Tahun 2007, konsiderans
‘menimbang’ huruf adan b.

“Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian
Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan
Dalam Cape Town Convention, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tahun 2009, hal. 51-
57.
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atas beberapa jenis benda bergerak, di antaranya pesawat udara, kereta api dan
satelit. Hal-ha lain yang diatur dalam Konvensi Cape Town adalah mengenal
prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang yang
disewagunakan dalam hal debitur atau lessee melakukan wanprestasi. Konvensi
Cape Town juga menciptakan lembaga-lembaga tertentu seperti otoritas
pendaftaran hak yang berlaku secara internasiona (international registry
authority) dan lembaga pengawas dan pencatat sebagaimana diatur dalam Bab IV
Konvensi Cape Town.

Sedangkan dalam Protokol Cape Town diatur lebih rinci mengenai
peralatan pesawat udara secara khusus. Hal-hal tersebut misalnya mengenai
rangka pesawat, mesin-mesin pesawat serta helikopter yang mana ketiga hal
tersebut disebut sebagai “objek pesawat udara’. Protokol Cape Town mengatur
mengenal penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal terjadinya
insolvens termasuk memberikan alternatif-alternatifnya, pendaftaran kepentingan
internasional atas objek pesawat udara dan yurisdiksi hukum.

Indonesia meratifikasi Konvensi Cape Town melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007. Dengan meratifikas suatu konvensi
atau perjanjian internasional, suatu negara wajib untuk menterjemahkan dan
menerapkan perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-
undangan nasionalnya. Sehubungan dengan ratifikas Konvensi Cape Town, UU
No. 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape
Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU No. 1
Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan ketentuan
hukum khusus (lex spesialis).”® Hal ini berarti dalam hal terjadi pertentangan atau
perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi
dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan
dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi yang berlaku.*

Ruang lingkup berlakunya Konvensi Cape Town adalah terhadap debitur
yang berkedudukan di negara peserta Konvensi Cape Town pada saat

“Indonesia (b), op. cit., ps. 82.

“6Thahir, op. cit., hal. 24.
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disepakatinya perjanjian yang menciptakan atau memberikan kepentingan
internasional. Dalam hal kreditur secara faktual tidak berkedudukan di negara
bukan peserta Konvensi Cape Town maka hal tersebut tidak mempengaruhi
keberlakuan Konvensi Cape Town.*’

Berdasarkan Pasal 11 Konvens Cape Town, debitur dan kreditur
dibebaskan untuk menentukan pengertian mengenai terjadinya wanprestasi atau
peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya hak dan untuk
melakukan upaya pemulihan dalam hal terjadinya wanprestasi. Namun demikian,
apabila debitur dan kreditur tidak dapat menyepakati pengertian wanprestasi maka
wanprestas diartikan sebagai peristiwa yang pada pokoknya menghilangkan hak-
hak kreditur yang sepatutnya didapat berdasarkan perjanjian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, para pihak dapat melakukan upaya
pemulihan (remedies) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10
Konvenss Cape Town. Untuk pemberian hak jaminan kebendaan (security
agreement), penerima hak tagih (charge) sebagai kreditur, dengan persetujuan
pemberi hak tagih (chargor) selaku debitur dan dengan memperhatikan
pernyataan yang dibuat negara peserta, jika terjadi wanprestasi dapat melakukan
upaya pemulihan sebagai berikut:

a Menguasar atau mengendalikan objek yang dibebani kepentingan
internasional;

b. Menjua atau menyewagunausahakan objek yang dibebani kepentingan
internasional;

c. Menerima pembayaran atau keuntungan dari pengelolaan objek yang
dibebani kepentingan internasional .*®

Sedangkan untuk penjual bersyarat (conditional seller) dalam perjanjian

pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement) atau pemberi sewa guna

usaha (lessor) dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) apabila

terjadi wanprestasi maka upaya pemulihan yang dapat dilakukan adal ah:

4" Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 16 November
2001, ps. 3.

“Ibid., ps. 8.
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a.  Mengakhiri perjanjian dan menguasai atau mengendalikan objek yang
dibebani kepentingan internasiona yang terkait; atau

b. Meminta pengadilan memberi penetapan untuk memberi kewenangan atau
perintah kepada penjual atau lessor untuk melaksanakan salah satu tindakan
tersebut.*

Berdasarkan pernyataan (declaration) yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 bahwa semua upaya
pemulihan yang tersedia bagi kreditor berdasarkan Konvensi Cape Town tersebut
dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa perlu
memberitahukan pengadilan. Selain upaya-upaya pemulihan tersebut, dalam
Konvenss Cape Town ditentukan bahwa kreditur dapat menetapkan upaya
pemulihan lainnya dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum nasional
yang dipilih para pihak dalam perjanjian sepanjang hal tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan yang memaksa dari Konvens Cape Town sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 15 Konvensi Cape Town. Ketentuan-ketentuan yang
memaksa dimaksud adalah sebagai berikut:*°
a Kewajiban untuk melaksanakan pemulihan dengan cara bisinis yang layak;

b. Kewgiban untuk memberitahukan sebelumnya kepada orang-orang yang
berkepentingan sebelum melaksanakan pemulihan;

c. Setiap jumlah yang diterima sebagai hasil pelaksanaan upaya pemulihan akan
mengurangi kewajiban debitur kepada kreditur;

d. Apabilajumlah yang diterima kreditur melebihi kewajiban debitur dan biaya-
biaya yang layak, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada orang-
orang yang berkepentingan dan membayar sisanya (jika ada) kepada debitur;

e. Pengadilan dalam  mengabulkan  permohonan  kreditur  wajib
mempertimbangkan apakah jumlah tagihan seimbang dengan nilai objek yang
dibebani kepentingan internasional;

f. Setiap saat setelah terjadi wanprestasi dan sebelum objek yang dibebani
kepentingan internasional dijual atau disewagunakan, maka dapat dilakukan

“Ibid., ps. 10.

**Thahir, op. cit., hal 32-33.
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pelunasan baik oleh debitur atau pihak lain. Apabila pelunasan dilakukan oleh

pihak lain selain debitur, maka pihak yang melakukan pelunasan tersebut

menggantikan hak-hak kreditur.

Hubungan antara Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan
UU No. 1 Tahun 2009 dapat dilihat dalam BAB IX UU No. 1 Tahun 2009, yaitu
Pasal 71 sampai dengan Pasal 82. Bab tersebut mengatur mengenai kepentingan
internasional atas objek pesawat udara. Bab ini mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town.
Secara gamblang dapat dilihat dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2009 yang
menyatakan bahwa ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan
internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah
khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak
mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum
khusus (lex spesidlis).

Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa objek pesawat
udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat
perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat
dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam penjelasan pasal tersebut, kita dapat
melihat pengertian masing-masing istilah yang digunakan, yaitu: >*

1. Objek pesawat udara.

Objek pesawat udara adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat
udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka
pesawat udara disebut pesawat terbang.

a. Rangka pesawat udara adalah rangka pesawat udara (selain rangka
pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau
kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang
sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikas oleh lembaga
penerbang yang berwenang untuk mengangkut:

(i) paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
(i) barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

*!| jhat penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
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beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang
dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data
buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

b. Mesin pesawat udara adalah mesin pesawat udara (selain mesin pesawat
udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau
kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propuls jet atau turbin atau
teknologi piston dan:

(i) dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai
paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 |bs atau yang setara; dan

(i) dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh
turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang
digunakan untuk |epas |andas rata-rata atau yang setara,

beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain

yang terpasang, dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk

dan catatan yang berhubungan dengan itu.

c. Helikopter adalah helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-
dinas militer, bea cukai, atau kepolisian) yang disertifikasi oleh lembaga
penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:

(i) paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau

(i) barang yang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang,
dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku
petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Pengertian objek pesawat udara yang dapat dibebani kepentingan
internasional yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 merupakan bagian dari
pengertian objek kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam
Konvensi Cape Town. Menurut Pasal 2 ayat 3 Konvensi Cape Town, objek
kepentingan internasional adal ah:

a. rangka pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter;

b. lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian; dan

c. harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa.
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2. Kepentingan internasional .

Kepentingan internasional adalah suatu kepentingan yang diperoleh
kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan,
perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha
yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam
peralatan bergerak dan protokol mengena masalah-masalah khusus pada
peralatan udara.

Daam Konvensi Cape Town, kepentingan internasional adalah suatu
kepentingan menurut Pasal 7°% dengan objek yang khas dapat diidentifikas
sebagal objek seperti tercantum dalam ayat 3 dan ditetapkan dalam Protokol
yang:

a. diberikan oleh pihak pemberi hak tagih (chargor) berdasarkan suatu
pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement);

b. dilekatkan pada seseorang yang merupakan penjua bersyarat
(conditional seller) berdasarkan suatu perjanjian pengikatan hak
bersyarat (title reservation agreement);

c. dilekatkan pada seseorang yang merupakan pemberi sewa guna usaha
(lessor) berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing
agreement).*

*’Suatu  kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut

Konvensi ini apabila perjanjian yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan tersebut:

a

b.

dibuat secaratertulis;

berkaitan dengan objek dimana pemberi hak tagih (chargor), penjua bersyarat (conditional
seller) atau pemberi sewa guna usaha (lessor) memiliki kekuasaan penuh untuk
mengalihkannya;

memungkinkan suatu objek yang diidentifikasikan sejalan dengan Protokol Cape Town;

dalam ha pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement), memungkinkan
ditentukannya kewajiban yang dijamin tanpa perlu menentukan jumlah atau nilai maksimum
yang dijamin (Pasal 7 Convention on International Interestsin Maobile Equipment, Cape Town,
16 November 2001).

%3 Convention on International Interestsin Mobile Equipment, Cape Town, 16 November

2001, ps. 2.

Universitas Indonesia

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



26

Agar tidak menimbulkan kerancuan maka Konvens Cape Town memberikan
penegasan bahwa suatu kepentingan yang tergolong dalam ketentuan huruf a
tidak tergolong ketentuan huruf b dan ¢.>*

Pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement).

Pemberian hak jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian dimana
pemberi hak jaminan kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui
untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu
kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara
untuk menjamin pemenuhan kewagjiban yang terjadi atau yang akan terjadi
dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

Perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement).

Perjanjian pengikatan hak bersyarat adalah suatu perjanjian penjualan
objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih
sampal terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).

Perjanjian sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dimana seseorang
(pemberi sewa guna usahallessor) memberikan hak kepada orang lain
(penerima sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat
udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa

uang sewa atau pembayaran lainnya.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, yaitu perjanjian hak

jaminan kebendaan (security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat

(title reservation agreement) dan perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement)

dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak yang turut serta

dalam perjanjian tersebut. Hal ini berarti para pihak dapat memilih hukum yang

akan mengatur hak dan kewagjiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian

tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan

sadlah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban

berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga

diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari negara peserta

*Thahir, op. cit., hal.29.
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Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan atau tanpa adanya titik
taut antara pengadilan yang dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang
timbul dari perjanjian tersebut. >

Selanjutnya diatur dalam Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal
perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan
perjanjian sewa guna usaha dibuat dengan tunduk pada hukum Indonesia maka
perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik®® yang paling sedikit memuat
() identitas para pihak, (ii) identitas dari objek pesawat udara dan (iii) hak dan
kewajiban para pihak.

Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur masalah IDERA (irrevocable
deregistration and export request authorization) atau kuasa yang tidak dapat
dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor. Kuasa ini
adalah sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape
Town. Berdasarkan pasal ini, debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur
atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memiliki tanda pendaftaran dan
tanda kebangsaan Indonesia. Kuasa atau IDERA tersebut harus dicatat oleh
Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini berarti
bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menetri Perhubungan
untuk melakukan penghapusan pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal debitur
cidera janji.>" Lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal
kreditur cidera janji, kreditur dapat meminta penetapan pengadilan negeri untuk
memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan
(security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation
agreement) atau perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) tanpa didahului

penggjuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutannya di

** Indonesia (b), op. cit., ps. 72.

%Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan
undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan dibuat di tempat di mana
dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

*"Indonesia (b), op. cit., ps. 75.
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Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh
pengadilan.®

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 mengatur adanya tagihan-tagihan
tertentu yang memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan
internasional atas objek pesawat udara. Hal ini adalah sgaan dengan pernyataan

(declarataion) pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Cape Town dan Protokol

Cape Town sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2007. Tagihan-tagihan dimaksud adalah:

a. hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum dibayar yang
timbul sgak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian pembiayaan atau
sewa guna usaha atas objek pesawat udara;

b. hak dari otoritas di Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan lainnya yang
belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan objek
pesawat udara, dan timbul sgak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian
pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara tersebut; dan

c. hak lainnya dari pihak yang memperbaiki objek pesawat udara yang berada
dalam penguasaannya sepanjang perbaikan tersebut mempunyai nilai tambah
bagi objek pesawat udara tersebut.*

2.3  Lembaga Jaminan dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

2.3.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

Daam kehidupan ekonomi dan perdagangan sekarang ini, sulit
dibayangkan bahwa para pelaku usaha, seperti pemerintah, swasta bak
perorangan maupun badan hukum memiliki modal usaha yang cukup untuk
menjalankan usahanya. Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut memerlukan
bantuan modal atau dana dari pihak lain. Bantuan modal atau dana, pada
umumnya dapat diperolen melaui lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga

*®bid., ps. 79.

*Ipid., ps. 81.
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pembiayaan. Bank atau lembaga pembiayaan akan memberikan bantuan modal
atau dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam praktek perbankan saat ini, salah
satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan,
dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada bank apabila
debitur wanprestasi.®

Jaminan diatur dalam dalam Buku Il KUHPerdata karena jaminan
berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Pada asasnya, Buku 1
bermaksud mengatur mengenai benda dan hak kebendaan. Buku Il KUHPerdata
bersifat tertutup dalam arti orang tidak bisa atas kehendaknya sendiri meniadakan,
mengurangi, menambah atau mengubah ketentuan yang mengatur mengenai
benda ini karena aturan mengenai benda dan hak kebendaan sudah pasti sehingga
tidak dapat disimpangi.*

Dalam Buku Il KUHPerdata tidak diberikan suatu definis tertentu
mengenal apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyinggung masalah jaminan sebagai berikut.

Segala kebendaan s berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perikatan perseorangan.®®

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh
seseorang dalam bidang harta kekayaan pasti akan membawa akibat terhadap
harta kekayaannya. Akibat yang dimaksud dapat berupa penambahan jumlah harta
kekayaan, atau bisa berupa pengurangan harta kekayaannya. Harta kekayaan
seseorang yang sudah ada dan yang baru akan ada akan selalu menjadi jaminan
bagi perikatan yang dilakukan orang tersebut.

Selanjutnya K UHPerdata menyatakan bahwa:

®Andia Hastriani, “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Menurut Rancangan
Undang-undang Tahun 2005 Tentang Hipotik Atas Pesawat Udara (Suatu Tunjauan Y uridis),”
(Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 17.

S artini Muljadi dan Gunawan Widjagja (a), Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan
Pada Umumnya, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22.

62 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1131.
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kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.®

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, setiap kreditur yang berhak atas
pemenuhan kewagjiban dari perikatan yang terjadi, harus mendapatkan pemenuhan
kewajiban tersebut dari harta milik debitur secara bersama-sama tanpa ada yang
didahulukan atau secara proporsional yang dihitung berdasarkan besar piutang
masing-masing kreditur dibandingkan dengan piutang semua kreditur terhadap
harta debitur. Kreditur ini disebut kreditur konkuren.

Selain kreditur konkuren, ada dua macam kreditur yang lain yaitu kreditur
preferen dan kreditur pemegang hak kebendaan. Kreditur preferen merupakan
jenis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1138 KUHPerdata, yakni kreditur
yang oleh undang-undang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata
karena sifat piutangnya. Piutang-piutang istimewa tersebut diatur dalam Pasal
1139 KUHPerdata. Sedangkan kreditur pemegang hak kebendaan adalah kreditur
pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

Dari uraian di atas bisa disarikan bahwa jaminan merupakan lembaga yang
mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan masal ah perjanjian hutang-
piutang, di mana ada benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
digunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur apabila ia tidak
sanggup membayarnya. Jadi, hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang
seseorang.®

Jaminan dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus.
Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan
umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan

menyangkut seluruh harta kekayaan debitur.° Hal ini berarti dalam jaminan

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1132.

6 J. Satrio (a), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet. 1V, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), hal.3.

® Frieda Husni Hasbullah (b), Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan
Jaminan Jilid 2, cet.1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal .8.
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umum benda yang menjadi jaminan tidak ditunjuk secara khusus, jaminan ini
tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan apabila terjadi wanprestasi maka
hasil penjualan seluruh benda jaminan dibagi secara seimbang di antara para
kreditur sesuai dengan besar piutang masing-masing. Jaminan khusus merupakan
jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus,
sebagal jaminan atas pelunasan kewagjiban atau hutang debitur kepada kreditur
tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu tersebut, baik secara
kebendaan maupun perorangan.®® Jaminan khusus yang timbul karena
diperjanjikan oleh debitur dan kreditur bisa berupa jaminan perorangan atau
jaminan kebendaan.

Pengertian jaminan perorangan menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, S.H. adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang
tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap
harta kekayaan debitur secara umum.®” Ciri-ciri dari jaminan perorangan antara
lain:

a.  mempunya hubungan langsung dengan orang tertentu;

b. hanya bisa dipertahankan terhadap debitur tertentu,

c. seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, seperti
dalam perjanjian penanggungan;

d. menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas keseimbangan
(konkuren);

e. Jika terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda jaminan dibagi secara

seimbang di antara para kreditur sesuai besar piutangnya.®®

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu
benda.® Jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata adalah gadai

%K artini Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak | stimewa,
Gadai dan Hipotik, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 65.

%" Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan Dan Jaminan Perorangan, cet.3, (Y ogyakarta: Liberty Offset, 2003), hal.47.

% Hasbullah (b), op. cit., hal .16.

% Sofwan, op. cit., hal. 46.
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dan hipotik, sedangkan di luar KUHPerdata adalah jaminan fidusia dan Hak
Tanggungan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antaralain adalah:

a
b.

C.

kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda jaminan;

merupakan hak yang mutlak atas suatu benda;

accessoir, yang berarti ada atau tidaknya dan sah atau tidaknya perjanjian
jaminan kebendaan tergantung pada perjanjian pokoknya;

selalu mengikuti benda jaminannya (droit de suite);

memberikan hak terdahulu kepada pemegangnya (droit de preference);

dapat dipindahtangankan;

dapat dipertahankan terhadap siapapun.”

Gadai diatur mula dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160

KUHPerdata. Perumusan gadai menurut KUH Perdata adal ah:

suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada S berpiutang untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang terscbut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyel amatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan.”™

Gadai memiliki ciri-ciri dari jaminan kebendaan pada umumnya. Namun

demikian, gadai juga memiliki sifat khusus yang di antaranya adalah:

a

tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), maksudnya dengan telah dilunasinya
sebagian hutang bukan berarti hapusnya sebagian hak gadai. Hal ini
ditentukan oleh Pasal 1160 KUH Perdata;

objek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan
kreditur. Hal ini merupakan syarat terpenting dari perjanjian gadai yaitu
inbezitstelling, yaitu melepaskan objek gada dari kekuasaan debitur

7 Hasbullah (b), op. cit., hal.17.

™ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1150.
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(pemberi gadal) untuk diserahkan pada kreditur (penerima gadai),
sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata;

c. benda yang digadaikan merupakan jaminan pelunasan hutang, sehingga
kreditur hanya boleh menyimpan objek gadai, ia tidak boleh menggunakan,
menikmati atau memiliki objek gadal tersebut.

Lembaga jaminan lainnya yang dikenal dan diatur dalam KUHPerdata
adalah hipotik. Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam Pasa 1162
KUHPerdata. Pasal tersebut mendefinisikan hipotik sebagai suatu hak kebendaan
atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi
pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotik terdapat asas-asas dan sifat-sifat dari
hukum kebendaan sebagai berikut.”

a.  Hipotik bersifat memaksa.

Sifat memaksa ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa
hipotik hanya dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak, karena
terhadap benda bergerak dibebani dengan gadai atau fidusia. Hal ini diatur
dalam Pasal 1162 KUHPerdata. Ketentuan lain yang menunjukkan hipotik
bersifat memaksa adalah Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, yang
menentukan bahwa pembebanan hipotik harus dilakukan dengan bentuk akta
otentik. Apabila pembebanan hipotik tidak dengan akta otentik maka hipotik
menjadi tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat kuasa
pemberian hipotik yang harus dibuat dengan akta otentik.

b. Hipotik Mengikuti Bendanya (Droit De Suite).

Pengaturan mengenai sifat droit de suite yang merupakan konsekuensi
dari sifat accesoir dari hipotik dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdata
yang menyatakan bahwa “benda-benda itu tetap dibebani dengan hak
tersebut, di dalam tangannya siapapun ia berpindah.””® Dengan adanya sifat
droit de suite maka pemegang hipotik dilindungi oleh undang-undang, karena

ke mana pun hak hipotik itu beralih maka pemegang hak kebendaan tersebut

72 Muljadi dan Gunawan Widjgja (b), hal. 207.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1163 ayat (2).
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berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti
rugi.”
Hipotik Memiliki Sifat Mendahulu (Droit de Preference)

Sifaa mendahulu merupakan sifat khas dari hak kebendaan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Secara lebih khusus,
KUHPerdata menentukan bahwa (i) hak untuk didahulukan di antara para
kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik;” (ii) gadai dan
hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di
mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”® Yang dimaksud dengan
hak didahulukan dalam hal ini adalah hak bagi kreditur pemegang hipotik
untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam mendapatkan uang
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dihipotikkan.

Hipotik Dapat Beralih (Dipindahtangankan).

Perjanjian hipotik merupakan pganjian yang bersifat accessoir yang
berarti perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Dari sifat ini berarti
selama dan sepanjang perjanjian pokoknya memungkinkan untuk dialihkan
maka hipotik yang mengikuti perjanjian pokok tersebut ikut beralih.
Ketentuan pada KUHPerdata yang secara khusus mengatur tentang
pengalihan perikatan atau piutang yang dijamin adalah dalam Pasal 1172
yang merupakan ketentuan yang sifatnya khusus karena berbeda dari
ketentuan tentang pengalihan piutang pada umumnya. Sebagai contoh, dalam
piutang yang dibebani gadai tidak ditemukan ketentuan khusus yang
mengharuskan pengalihannya dibuat dalam suatu akta otentik.

Hipotik Bersifat Individual.

Pengertian dari asas individualiteit ialah bahwa yang bisa dimiliki

sebagal kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat

™ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hal. 220.
" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1133.

® |bid., ps. 1134 ayat (2).
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ditentukan terpisah.”” Hipotik tidak hapus dengan dibayarnya sebagian hutang
oleh debitur, hipotik hanya hapus apabila seluruh hutang telah dibayar lunas.
f. Hipotik Bersifat Menyeluruh.

Maksud dari hipotik bersifat menyeluruh adalah bahwa hipotik tidak
bisa diberikan dengan cara bagian per bagian karena perlekatan yang terjadi
atas benda yang dihipotikkan merupakan bagian dari pembebanan hipotik
sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1165 KUHPerdata.

g. Hipotik Tidak Bisa Dipisah-pisahkan.

Sifat ini juga dikenal dengan istilah onsplitbaarheid, yang berkaitan
dengan sifat menyeluruh hipotik sebagaimana diatur Pasal 1163 KUHPerdata.
Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa terhadap suatu hutang yang
dibebankan hipotik atas beberapa benda yang berdiri sendiri, hipotik akan
tetap melekat pada seluruh objek tersebut termasuk setiap bagiannya, selama
dan sepanjang hutang tersebut belum dilunasi seluruhnya.

h. Asas Publisitas dalam Hipotik.

Hipotik lahir setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman
pembebanan hipotik atas suatu benda dalam register-register umum, yang
mana jika hal tersebut tidak dilakukan maka suatu hipotik tidaklah
mempunyai sesuatu kekuatan apapun, bahkan terhadap kreditur-kreditur yang
tidak mempunyai ikatan hipotik.” Melalui pendaftaran yang wajib dilakukan
ini, pemegang hipotik akan mendapatkan Grosse Akta’® sebagai tanda bukti
telah dilakukan pendaftaran. Akta hipotik tersebut memuat data-data yuridis
yang diperlukan sehubungan dengan pembebanan hipotik.

i. AsasPrioritas dalam Hipotik.

Asas prioritas merupakan akibat dari adanya asas publisitas. Maksud

dari asas prioritas dalam hipotik adalah bahwa hipotik memberikan pelunasan

" Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hal .214.
"8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.,, ps. 1179.

™ Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai
kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris).
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mendahulu secara berjenjang antara para pemegang hipotik (kreditur) sesuai
dengan urutan pencatatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1181
KUHPerdata.

j. Asas Spesialitas dalam Hipotik.

Daam akta hipotik harus disebutkan secara rinci mengenai benda yang
dibebani hipotik termasuk wujudnya, ukuran, letak dan jenisnya. Maksud asas
ini adalah hipotik hanya bisa dilakukan atas benda yang ditunjuk secara
khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 1174 KUH Perdata.

k. Hipotik Bersifat Terbatas

Hipotik adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas sehingga tidak
memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegangnya. Hipotik hanya
memberikan hak pelunasan mendahulu bagi pemegangnya. Hal-hal yang
dapat dilakukan untuk mendapat pelunasan adalah dengan cara menjual
sendiri atau melalui pelelangan berdasarkan perintah pengadilan. Dari hasil
penjualan atau pelelangan benda yang dijadikan objek hipotik maka hutang
dapat dilunasi. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau
pelelangan tersebut maka pemegang hipotik tidak berhak menerima sisa hasil
itu. Sisa hasil penjualan dan pelelangan harus dikembalikan kepada pemberi
hipotik sebagai pemilik barang.

Di bidang hukum tanah, lembaga penjaminan yang berlaku adalah
lembaga Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adal ah:

hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.%°

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), yang merupakan pelaksanaan amanat dari

¥ndonesia (€), Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.
3632, ps. 1 angka 1.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 maka

peraturan hipotik atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

daam KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi. Namun demikian, ketentuan
tentang hipotik masih berlaku atas kapal laut yang berukuran minimal dua puluh
meter kubik.

Objek dari Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah, yaitu Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Selain

itu, objek Hak Tanggungan adalah rumah susun yang bangunannya berada di atas

tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berada di atas tanah Hak

Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara.® Selain memiliki

ciri-ciri jaminan kebendaan pada umumnya, Hak Tanggungan juga memiliki ciri-

ciri khusus yang dapat dilihat di bawah ini.

a. Tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), akan tetapi ada pengecualian dari hal
ini yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU No. 16 Tahun
1985). Pengecualian ini adalah apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) bahwa pelunasan hutang bisa dibayar secara
angsuran, sehingga dilakukan apa yang dinamakan roya partial.

b. Pembebanan objek bisa dilakukan lebih dari satu kali, sebagaimana diatur
pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996.

Asas spesidlitas, diatur pada Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1996.

d. Asas publisitas, bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor
Pertanahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996.

e. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara yang
dimungkinkan oleh undang-undang:

- parate executie, yaitu eksekusi atas kekuasaan sendiri yang dimiliki
pemegang Hak Tanggungan (kreditur) melalui pelelangan umum yang
diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU No. 4 Tahun 1996;

8 Hasbullah (b), op. cit., hal. 150
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- eksekus berdasarkan titel eksekutorial, seperti yang ditentukan dalam
Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996;

- eksekusi dengan menjual objek Hak Tanggungan di bawah tangan,
sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996.

Selain gadai, dalam praktek muncul pula jenis jaminan lain yaitu fiduciarie
eigendoms overdracht atau lebih dikenal dengan istilah “fidusia”. Fidusia muncul
karena adanya kebutuhan masyarakat akan suatu lembaga jaminan yang benda
jaminannya masih dapat dikuasa oleh pemiliknya karena benda tersebut
dibutunkan untuk menjalankan usaha. Pembahasan mengenai jaminan fidusia
akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

2.3.2 Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia pada awanya berkembang melalui yurisprudensi karena
daam KUHPerdata tidak terdapat ketentuan mengenai jaminan fidusia
Yurisprudenss memegang peranan penting dalam mengembangkan |embaga
fidusia, yaitu dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan
kebutuhan hukum dari masyarakat. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan
secara constitutum possessorium ternyata telah mampu menutupi  kekurangan
lembaga gadai selamaini.®

Perkembangan lembaga fidusia di Indonesia memang diawali melalui
yurisprudensi. Akan tetapi sgjak 1999, telah diundangkan Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia menurut UU No. 42
Tahun 1999 adal ah:

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda.®®

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah:

#Munir Fuady, SH., M.H., LL.M., Jaminan Fidusia, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003), hal. 16.

% |ndonesia (c), op. cit., ps. 1 angka 1.
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hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
pengusaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima
Fidusia terhadap kreditur lainnya.®

Seperti halnya perjanjian gadai, jaminan fidusia juga mempunyai Ciri-ciri

umum dari jaminan kebendaan. Selain itu jaminan fidusia juga memiliki ciri-ciri

khusus, yaitu:

a. penyerahan benda dilakukan atas dasar kepercayaan, yang berarti bahwa

debitur menyerahkan hak milik atas benda yang difidusiakan tidak
dimaksudkan untuk menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut.®® Akan
tetapi, benda bersangkutan hanyalah merupakan jaminan pelunasan hutang
sehingga apabila hutang telah lunas seluruhnya maka benda yang difidusiakan
akan kembali menjadi milik debitur;

constitutum possessoriun®®, hal ini merupakan syarat penting dari jaminan
fidusia yang berarti pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan
kekuasaan atas benda tersebut. Hal ini dilakukan dengan janji bahwa benda
yang dibebani fidusia secara fisik tetap dikuasal oleh debitur, sehingga yang
diserahkan kepada kreditur adalah hak yuridis dari benda tersebut;

asas publisitas, yang berarti bahwa benda yang dibebani fidusia wajib
didaftarkan;

asas spesiditas, bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia harus dibuat
dengan akta notaris;

e. dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerimafidusia;

f.

tidak boleh ada fidusia ulang.

1bid., ps. 1 angka 2.
8 satrio (a), op. cit., hal. 160.

¥Bandingkan pendapat J. Satrio dalam Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan

hal.160 dengan Munir Fuady dalam Jaminan Fidusia hal. 5.

Universitas Indonesia

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



40

Daam UU No. 42 Tahun 1999, terdapat asas-asas hukum jaminan fidusia
sebagai berikut:®’

a.  Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang
diutamakan (droit de preference). Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat
2 dan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999. Memang dalam UU No. 42 Tahun
1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian “kreditur yang diutamakan”,
namun dalam Pasal 27 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak yang
didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya, yang berarti penerima fidusia
berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekus objek
fidusa

b. Asasdroit de suite, yang berarti jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,
sebagaimana diatur Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan
bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan, sehingga jaminan fidusia
dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan jaminan fidusia
baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia
Daam hal jaminan fidusia tidak dicatatkan pada buku daftar fidusia maka
jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan dan akan memiliki karakter
hak perorangan.

c. Asas accessoir, yang berarti keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh
perjanjian utamanya. Mengenai sifat accessoir ini secara tegas disebutkan
daam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999. Dengan sifat ini, berarti hapusnya
jaminan fidusia juga bergantung dengan hapusnya hutang atau karena
pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerimajaminan fidusia.®®

d. Asas bahwajaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada
atau kontinjen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU No. 42 Tahun
1999, bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa hutang yang akan timbul di

kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Jaminan atas

¥Dr. H. Tan Kamelo, SH., M.S., Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang
Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan
Pengadilan, cet.1, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal.157-170.

¥ ndonesia (c), op. cit., ps. 25.
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hutang yang akan ada berarti pada saat dibuatnya perjanjian jaminan fidusia,
hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam
jumlah tertentu.®

Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru akan
ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999. Selain
terhadap benda yang baru akan ada, UU No. 42 Tahun 1999 juga
mengakomodas pembebanan jaminan fidusia atas piutang yang baru akan
ada. Pengaturan ini dibuat untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis
dan untuk menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku
pada benda yang sudah ada.*

Asas spesiditas, yang ditemui dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 199. Hal ini
mengatur bahwa dalam pemberian jaminan fidusia harus diuraikan secara
detil dan jelas mengenai subjek dan objek fidusia termasuk menguraikan
tentang nilai penjaminan, nilai objek fidusiadan nilai hutang.

Asas publisitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 42
Tahun 1999, pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki
oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan. Hal ini
sesuai dengan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999.

Asas prioritas yang berarti bahwa jaminan fidusia memberikan hak yang
mendahulu kepada penerima fidusa yang lebih dahulu mendaftarkan
pembebanan jaminan fidusia daripada kreditur yang mendaftarkannya
kemudian. Asas prioritas diatur dalam Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999.

Asas itikad baik (in good faith) yang diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU
No. 42 Tahun 1999, yaitu bahwa pemberi fidusia dengan itikad baik tetap
menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya asas
ini, diharapkan pemberi fidusa akan memelihara obyek jaminan, tidak

mengalihkan, menyewakan dan menggadai kannya kepada pihak lain.

¥K amelo, op. cit., hal. 165.

Obid., hal. 167.
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k. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 dan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Sertifikat fidusia memiliki titel
eksekutorial yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’ sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis
bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunya kekuatan yang sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia hanya dapat dijaminkan atas benda-benda bergerak dan
benda bukan tanah, seperti rumah sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak
Tanggungan.” Untuk mengetahui benda apa sgja yang dapat dijadikan objek
jaminan fidusia, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 4, Pasal 9, Pasa 10 dan
Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan
fidusia adalah:*

a. bendatersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

b. bendaberwujud;

c. bendatidak berwujud, termasuk piutang;

d. bendabergerak;

e. benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan
dan/atau hipotik;

f. bendayang terdaftar atau tidak terdaftar;
g. bendayang sudah ada atau benda yang baru akan ada;
h. hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;

hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

j.  bendapersediaan.

Pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa
Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999. Akta

notaris dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya: %

*"Hasbullah (b), op. cit., hal 56.
*2Fuady, op. cit., hal. 23.

®Indonesia (c), op. cit., ps. 6.
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identitas pihak pemberi dan penerimafidusia;
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

nilai penjaminan; dan

© 2 o0 T ®

nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam akta jaminan fidusia
harus menyebutkan tiga nilai, yaitu (i) nilai hutang, (ii) nilai penjaminan dan (iii)
nila benda yang menjadi objek jaminan fidusa. Mengenai penyebutan nilai
hutang memang tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun
1999. Namun demikian, jika kita melihat Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999
beserta penjelasannya, bisa dismpulkan bahwa data perjanjian pokok yang
biasanya merupakan perjanjian hutang-piutang akan menyebutkan nilai
hutangnya. Hal ini akan memperjelas dan menegaskan jumlah hutang yang
dijamin dengan pembebanan fidusia tersebut. Selain itu, dalam contoh akta
jaminan fidusia dari Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan pula besarnya nilal
hutang pokok. Penyebutan nilai hutang ini adalah untuk menyesuaikan dengan
blangko format pernyataan pendaftaran jaminan fidusa yang dikeluarkan
Direktorat Administrass Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asas
Manusia® Nilai penjaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan
atas benda yang menjadi objek jaminan. Penyebutan nilai penjaminan diperlukan
untuk menentukan sampa seberapa besar kreditur penerima fidusia menjadi
kreditur preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan
fidusia®™ Pencantuman nilai benda objek jaminan fidusia memang diperlukan
namun hal ini menjadi pertanyaan karena tidak dijelaskan dan ditentukan siapa
yang berhak memberi penilaian atas nila benda tersebut. Masing-masing pemberi
fidusia sebaga debitur dan penerima fidusia sebagal kreditur dapat memberi
penilaian atas objek jaminan dan hal tersebut akan menjadi masalah apabila
terdapat perbedaan hasil penilaian. Hal lain yang dapat menjadi perdebatan adalah

%), Satrio (b), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet. |1, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 207.

*Ibid., hal. 209.
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saat mana yang digunakan untuk menjadi patokan penilaian objek jaminan.
Namun demikian, hal ini dapat diatasi jika para pihak dalam pembebanan jaminan
fidusia sepakat untuk menentukan besar nilai objek dan pada saat mana nilai
tersebut dibuat. Hal-hal tersebut harus diuraikan dalam akta jaminan fidusia agar
tidak terjadi kerancuan pemahaman di kemudian hari.

Asas publisitas merupakan salah satu asas dari jaminan fidusa. Maksud
dari Pasa 11 UU No. 42 Tahun 1999 adalah agar pihak ketiga mempunyal
kesempatan untuk mengetahui bahwa bends-benda tertentu terikat sebagai
jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu dan
dengan janji-janji tertentu.®® Dapat disimpulkan, bahwa pendaftaran jaminan
fidusia selain untuk kepastian hukum bagi kreditur, juga dimaksudkan agar
mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini dilakukan di tempat
kedudukan pemberi fidusia dan berlaku terhadap seluruh benda yang menjadi
objek jaminan fidusia dimanapun bendaitu berada, termasuk di luar Indonesia.®’

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia™
yang terletak di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan oleh penerima
fidusia atau kuasanya yang sah dengan menyertakan pernyataan pendaftaran
jaminan fidusia yang memuat;*

a. Identitas pihak pemberi dan penerimafidusia;

b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nhama dan tempat kedudukan notaris
yang membuat akta jaminan fidusia;

data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

nilai penjaminan; dan

- 0o o 0

nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

*Ipid., hal. 245.
Indonesia (c), op. cit., ps. 11.
®|pid., ps. 12

“Ipid., ps. 13.
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Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam Buku Daftar
Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran fidusia'®

Selanjutnya, Kantor Pendaftaran
Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki tangga yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Sertifikat Fidusia
yang memiliki titel eksekutoriad®® ini merupakan salinan dari Buku Daftar
Fidusia yang memuat catatan dan keterangan yang sama sebagaimana terdapat
dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia merupakan perbuatan
konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia, "% sebagaimana ditentukan Pasal 14
ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999.

Dengan Sertifikat Fidusia, yang dipegang oleh penerima fidusia, memiliki
titel eksekutorial maka dalam hal terjadinya wanprestasi, penerima fidusia dapat
melaksanakan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 15 ayat
3 UU No. 42 Tahun 1999 membatasi kewenangan penerima fidusia untuk
mel aksanakan eksekusi tersebut, yaitu penjualan objek jaminan fidusia, hanya jika
pemberi fidusia melakukan ciderajanji.

Pasal 25 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa jaminan fidusia
hapus karena:

a.  Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
Dengan hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia akan secara
otomatis menghapus jaminan fidusianya. Hal ini sebagai perwujudan asas

accessoir dari jaminan fidusia.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
Ketentuan ini merupakan penjabaran prinsip hukum perdata yaitu dalam

hal undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu hak atau

%bid., ps. 14 ayat 1.
% bid., ps. 15.

%Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis. Jaminan Fidusia, cet.3,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 148.
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perlindungan untuk kepentingannya maka yang bersangkutan bebas untuk
memanfaatkannya atau tidak.'%
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan ini sesua dengan Pasal 1381 KUHPerdata. Untuk
melindungi  kepentingan penerima fidusia, pembuat undang-undang
merumuskan Pasal 25 ayat 2 juncto Pasal 10 huruf b UU No. 42 Tahun 1999.
Ditentukan dalam Pasal 25 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999, bahwa musnahnya
benda objek jaminan fidusia tidak menghapus hak penerima fidusia untuk

menerima hasil klaim asuransi atas bendatersebut.

2.3.3 Hipotik dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Pesawat Udara di

Indonesia

Sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 maka lembaga jaminan
yang berlaku untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia adalah lembaga
hipotik. Hal ini sesua dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992
tentang Penerbangan (UU No. 15 Tahun 1992) yang mengatur bahwa pesawat
terbang dan helikopter yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dapat
dibebankan dengan hipotik dan pengaturan mengenai hipotik tersebut akan diatur
melalui Peraturan Pemerintah. Namun demikian, sampai dengan diundangkannya
UU No. 1 Tahun 2009 yang mencabut UU No. 15 Tahun 1992, Peraturan
Pemerintah tersebut tidak pernah dibentuk sehingga pada waktu tersebut atas
hipotik pesawat udara di Indonesia masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan
hipotik dalam KUHPerdata.

Selama UU No. 15 Tahun 1992 mash berlaku, praktek pembebanan
hipotik atas pesawat udara di Indonesia jarang dilakukan karena banyak
mengalami kendala. Kendala yang dihadapi lembaga hipotik yang diterapkan pada
pesawat udara sebagai jaminan hutang adalah mengenai penggolongan pesawat
udara sebaga benda tidak bergerak, sebab pesawat udara berdasarkan sifatnya
yang dapat dipindahkan bisa dikategorikan sebagal benda bergerak. Berdasarkan

1%satrio (a), op. cit., hal. 179.
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sifatnya yang dapat dipindahkan, pesawat udara memang merupakan benda
bergerak. Namun demikian, pesawat udara juga mempunya sifat khusus (sui
generis) yaitu harus didaftarkan. Hal ini membuat tidak semua ketentuan benda
bergerak berlaku terhadap pesawat udara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada saat itu, yaitu UU No. 15 Tahun 1992,
pesawat udara dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Pengategorian
pesawat udara sebagai bendatidak bergerak sebagaimanaterjadi di Indonesiajuga
terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang
menyebabkan pesawat udara dapat dibebani hipotik.

Kendala lainnya adalah mengena pendaftaran hipotik guna memenuhi
asas publisitas. Sebagaimana disyaratkan Pasal 1179 KUHPerdata, perjanjian
hipotik harus didaftarkan dalam daftar umum yang disediakan untuk maksud
tersebut, apabila pendaftaran tidak dilakukan maka hipotik yang dibuat tidak
mengikat para pihak yang terlibat. Di Indonesia tidak ada tempat yang secara
tegas ditunjuk baik olen UU No. 15 Tahun 1992 maupun oleh peraturan-peraturan
lain sebagal tempat pendaftaran hipotik pesawat udara. Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara RI selama ini hanya melakukan pencatatan atas suatu
perjanjian hipotik pesawat udara. Pencatatan hipotik ini berbeda dengan
pendaftaran hipotik sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Pasal 1186
KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu pendaftaran pihak
berpiutang (kreditur) atau pihak ketiga yang ditunjuk harus menyerahkan suatu
salinan akta (grosse akta) hipotik, akan tetapi dalam pencatatan hipotik pesawat
yang pernah dilakukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI  tidak
memberikan grosse akta. Hal ini membuat hipotik tidak memiliki kekuatan
eksekutorial dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak kreditur'®
khususnya dalam masal ah pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi.'®

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa selama ini pelaku usaha di bidang
industri penerbangan kurang berminat menggunakan lembaga hipotik atas

pesawat udara. Mereka lebih memilih cara leasing dan juga sewa-beli dalam

104 ihat Pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1%Hastriani, op. cit., hal. 79.

Universitas Indonesia

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



48

rangka pengadaan armada pesawat udara. Ketidaksempurnaan mengena hal-hal
yang berkaitan dengan aturan hipotik pesawat udara menyebabkan praktek hipotik
pesawat udara di Indonesia tidak berjalan dengan sempurna dan kurang efektif.
Ha ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hipotik pesawat udara di Indonesia
belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No. 15 Tahun 1992.'%

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1999 yang mencabut UU No.
15 Tahun 1992 maka hipotik bukan lagi merupakan lembaga jaminan atas pesawat
udara di Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tidak diatur mengenai lembaga
jaminan yang dapat digunakan untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Di
dalam undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan mengena kepentingan
internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat udara dapat
dibebani kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian hak jaminan
kebendaan (security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat (title
reservation agreement) atau perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara yang
didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional
berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, dan membebaskan para pihak di
dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut.*”’
Dapat disimpulkan bahwa atas pesawat udara Indonesia bisa dibebankan jaminan
berdasarkan hukum negara manapun. Hal ini mempermudah perusahaan
penerbangan di Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya
karena untuk mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya
merupakan lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan
hukum mana yang berlaku dalam perjanjian dengan perusahaan penerbangan
Indonesia.

Melihat pada Pasal 72 dan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009, yang
memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian hak jaminan kebendaan

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, timbul pertanyaan mengenai

1%|hid., hal. 83.

1% ndonesia (b), op. cit., ps. 72.
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bentuk lembaga jaminan apakah yang dapat diletakkan pada objek pesawat udara
berdasarkan hukum negara Indonesia? Dengan melihat pembahasan dalam sub-
bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada empat jenis jaminan kebendaan yang
dikenal di Indonesia, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah dan jaminan
fidusia. Gadai tentu sga tidak cocok untuk pembebanan hak jaminan dengan
objek pesawat udara, mengingat dalam gada obyek gadai yang berupa benda
bergerak berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak Tanggungan juga hanya
berlaku terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 4
Tahun 1996. Pasal 3 huruf ¢ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap hipotik pesawat udara, dan
karenanya jaminan fidusia tidak bisa digunakan sebagal lembaga jaminan yang
dapat diletakkan pada objek pesawat udara. Selanjutnya, mengenai hipotik
pesawat udara sebelumnya diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 namun undang-
undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 1 Tahun
2009. Oleh karenanya, dapat dissmpulkan bahwa saat ini belum ada lembaga
jaminan di Indonesia untuk objek pesawat udara.

Daam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan
penerbangan yang menggunakan cara sewa guna usaha (leasing). Perjanjian sewa
guna usaha tersebut tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak dan biasanya
hukum tersebut adalah bukan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya
peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian sewa guna usaha atas
pesawat udara. Dalam perjanjian sewa guna usaha itu pada umumnya disepakati
bahwa sebagal jaminan atas pembayaran sewa guna usaha dan/atau jaminan dalam
hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau musnahnya pesawat maka pihak
lessor mensyaratkan lessee untuk menjaminkan tagihan asuransi dan tagihan
reasurans atas pesawat bersangkutan.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan asuransi dan
tagihan reasuransi atas pesawat udara di Indonesia adalah jaminan fidusia
Jaminan fidusia yang dibuat adalah berdasarkan hukum Indonesia karena debitur
adalah orang atau badan hukum Indonesia. Alasan lainnya adalah karena pada
umumnya asurans dan reasuransi atas pesawat tersebut dilakukan dengan
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perusahaan asuransi di Indonesia. Alasan yang lebih penting adalah karena hal
tersebut disepakati oleh para pihak.

24  Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan

Armada Pesawat Udara Garuda Indonesia

Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan milik pemerintah
Indonesia dan merupakan maskapal penerbangan terbesar di Indonesia. Garuda
Indonesia saat ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional, yang
mana rute domestik Garuda Indonesia mencakup seluruh pulau besar di Indonesia
sedangkan rute internasionalnya sampal ke benua Eropa. Sebagai pemegang izin
usaha angkutan udara niaga'® berjadwal (scheduled airline), Garuda Indonesia
harus memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2009 vyaitu
menguasali sekurangnya 10 (sepuluh pesawat) yang terdiri dari sekurangnya 5
(lima) pesawat yang dimiliki dan menguasai paling sedikit 5 (lima) pesawat
dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang
dilayani.

Di antara maskapai penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia masih
menjadi pemain utama industri penerbangan di Indonesia. Selain memiliki jumlah
armada paling banyak, Garuda Indonesia memiliki fasilitas perawatan dan latihan
paling lengkap ditambah kesigpan sumber daya manusia yang lebih tinggi
dibanding maskapai lain. Saat ini Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi
yang lebih terencana, terutama dalam pengadaan pesawat terbangnya. Strategi
tersebut antara lain dengan mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai
jenis dan tipe menjadi satu merek utama di jgaran armadanya, yaitu

menggunakan pesawat produksi Boeing. **®

198 A ngkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran

1% ardum, loc. cit.
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Penggantian pesawat-pesawat oleh Garuda Indonesia tersebut dilakukan
dengan cara sewa guna usaha dias leasing. Ahli hukum Mariam Darus

Badrulzaman mendefinisikan leasing sebagai berikut.

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala
diserta dengan hak pilih (optie) bagi yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
disepakati bersama.**’

Dalam perjanjian sewa guna usaha pesawat udara, yang menjadi para pihak adalah
perusahaan leasing sebagal pemberi sewa guna usaha (lessor), perusahaan
penerbangan sebaga penerima  sewa guna usaha @ (lessee) serta
perusahaan/lembaga keuangan yang memiliki dana, misalnya bank atau pemodal
lainnya, sebagai pemberi pinjaman (lender). Selain daripada itu, perjanjian sewa
guna usaha dapat dilakukan secara langsung antara lessor dan lessee.

ISl perjanjian leasing pesawat udara memuat ketentuan-ketentuan tentang
hak milik, besarnya pembayaran sewa guna usaha, jangka waktu, pemeliharaan,
asuransi serta ketentuan lainnya yang diperlukan para pihak seperti hak lessee

untuk mengoperasikan pesawat udara™

Dalam leasing pesawat udara dikenal
macam-macam leasing yaitu dry lease, wet lease dan juga damp lease. Dry lease
adalah leasing tanpa awak pesawat udara, jadi perusahaan leasing sebagai lessor
hanya menyediakan armada pesawat udara sebaga obyek leasing. Sementara
daam wet lease, di samping menyediakan armada pesawat lessor juga
menyediakan awak yang nantinya digunakan lessee dalam mengoperasionalkan
pesawat udaranya, mengurus perawatan pesawat dan asuransinya. Dalam dunia
penerbangan, hal ini dikenal dengan istilah “ACMI” (aircraft, complete crew,
maintenance and insurance). Damp lease merupakan kombinasi antara wet |ease
dan dry lease.

Harga pesawat yang mahal membuat Garuda Indonesia menggunakan

skema pembiayaan leasing dalam pengadaan armadanya. Garuda Indonesia

1198 adrulzaman, op. cit., hal. 151.

11 K antaatmadija, op. cit., hal. 132.
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melakukan kerjasama dengan perusahaan leasing melalui perjanjian sewa guna
usaha. Perusahaan leasing akan membiayai pembelian pesawat tersebut dan
Garuda Indonesia selanjutnya akan mencicil kepada perusahaan leasing dalam
perolehan pesawat. Garuda Indonesia selaku penerima sewa guna usaha atau
lessee bekerja sama dengan perusahaan internasional yang bergerak di bidang
sewa guna usaha, yang akan bertindak sebagai pemberi sewa guna usaha atau
lessor, untuk memperoleh pesawat produks Boeing.

Dalam skema pembiayaan leasing, pertama-tama Garuda Indonesia
melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan Boeing selaku produsen
pesawat, yang kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda
Indonesia ke induk perusahaan sewa (leasing), sehingga induk perusahaan sewa
menjadi pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipas
(participation agreement), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa,
perusahaan sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara
bersama-sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau lessor party) dan
pihak pemberi dana (finance party) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan
maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat
(owner). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (head lease
agreement) dengan anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa.
Selanjutnya dibuat perjanjian sewa intermediate (intermediate lease agreement)
antara anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa dengan
perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan
sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa (lease agreement) antara
perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Pembelian pesawat ini dibiayai oleh
pihak pemberi dana.

Berikut adalah gambar skema dari penjabaran di atas.
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Lembaga K euangan 1 (kreditur utama)
Lembaga K euangan 2 (kreditur
pengganti dan agen untuk pinjaman yang
dijamin)
L embaga K euangan 6 (sebagai L embaga K euangan 3 (agen
Security Trustee) administrasi untuk kreditur utama)
Lembaga K euangan 4 (sebagai
indenture trustee)
:""““"J """"" ™ L embaga K euangan 5 (Financing
! Perjanjian Partisipasi i Party )
! (Participation agreement) '
Boeing Induk Perusahaan Sewa | =————>p| Pemilik pesawat
- 3. penunjukkan
2. Perjanjian P pemilik
pengalihan :
—_ pembeli ' I .
1. Perjanji i 4. Perjanjian sewainduk
pembelian (head lease agreement)
pesawat
: .
Garuda P Perusahaan | Anak perusahaan
Indonesia - - Sewa D . (subsidiary) induk
6. Pﬁlﬂw 5 Pajmjlm sewa Perusahaan Sewa
guna usaha (lease intermediate
agreement) (intermediate lease
agreement)
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Dalam perjanjian sewa guna usaha— yang dibuat oleh Garuda Indonesia

dan perusahaan sewa, diatur mengenai hal-hal sehubungan dengan sewa guna

usaha tersebut seperti:

1. Déefinisi daninterpretasi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian sewa guna usaha
yang dibuat oleh Garuda Indonesia dengan perusahaan leasing juga memuat
definisi-definis dan penggunaan dari istilah-istilah yang digunakan dalam
perjanjian.

Pernyataan dan jaminan dari penerima sewa guna usaha

Daam pengaturan ini, Garuda Indonesia sebagai |lessee memberikan
pernyataan dan jaminan berkenaan dengan, antara lain, statusnya sebagai
badan hukum, kewagjiban-kewagjibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya
dokumen-dokumen yang diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan
perjanjian, pilihan hukum yang disepakati, perpajakan, Konvensi Cape Town
dan lain-lain.

Pernyataan dan jaminan dari pemberi sewa guna usaha.

Beris pernyataan dan jaminan perusahaan leasing sebagai |essor
sehubungan dengan statusnya sebagai badan hukum, kewajiban-
kewgjibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya dokumen-dokumen yang
diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan perjanjian dan Konvensi Cape
Town.

Persyaratan.

Mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya
(conditions precedent), persyaratan yang harus dipenuhi setelahnya
(conditions subsequent) oleh lessee dan hak lessor untuk mengesampingkan
persyaratan.

Sewa guna usaha.
Mengatur bahwa lessor akan menyewakan pesawat kepada lessee dan

lessee akan menyewa pesawat dalam jangka waktu sewa guna usaha, dengan

Wpjrcraft Lease Agreement, dated 6 January 2009 between MSN 30143 Leasing

(France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero).
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memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa guna
usaha.
Penerimaan dan penyerahan.

Di sini diatur mengenai (i) bahwa lessee akan memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian pembelian pesawat dan tidak akan membuat
perubahan apapun terhadap perjanjian tersebut, (ii) pemeriksaan pesawat
sebelum dilakukannya penyerahan pesawat, (iii) sertifikat penerimaan, (iv)
pengiriman dan penyerahan pesawat, (v) pengiriman yang terlambat, (vi)
pembatalan perjanjian akibat pengiriman yang terlambat serta (vii) perizinan
yang diperlukan sehubungan dengan penyerahan pesawat.

Tanggung jawab penerima sewa guna usaha.

Mengatur mengenai tanggung jawab sewa guna usaha sehubungan
dengan pel aksanaan perjanjian.
Penggunaan secara diam-diam

Larangan mengena penggunaan secara diam-diam pesawat udara yang
menjadi objek perjanjian dan tidak berlakunya Pasal 18 Konvensi Cape Town
diatur dalam pasdl ini.

Biaya Sewa dan pembayaran lainnya.

Mengatur mengenai pembayaran biaya sewa dan biaya-biaya lainnya
yang harus dibayar |essee kepada lessor beserta tata cara pembayarannya.
Biaya pengeluaran dan indemnifikasi.

Mengatur mengenal biaya pengeluaran dan indemnifikas sehubungan
dengan pelaksanaan perjanjian.

Perpajakan.

Mengatur tentang biaya-biaya pajak yang harus ditanggung masing-
masing pihak sehubungan dengan sewa guna usaha pesawat.
Tata cara pembayaran.

Mengatur mengenai tata cara pembayaran biaya sewa pesawat selama
jangka waktu sewa dan perhitungan biaya keterlambatan pembayaran.
Pernyataan umum.

Ditentukan mengenai pernyataan-pernyataan secara umum dari pihak

penerima sewa guna usaha sehubungan dengan pemberitahuan mengenai
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terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, informasi, pemeriksaan dan
penyimpanan pesawat, kepemilikan dan keamanan pesawat serta berlakunya
Konvensi Cape Town.

Pernyataan sehubungan dengan operasional.

Ditentukan mengena pernyataan-pernyataan dari pihak penerima sewa
guna usaha sehubungan dengan operasional penggunaan pesawat selama
masa sewa berlangsung.

Pemeliharaan dan perbaikan.

Diatur tentang pemeliharaan dan perbaikan pesawat selama masa sewa

yang ditanggung ol eh lessee.
Hak dan pendaftaran.

Dalam pasal ini diatur tentang pendaftaran pesawat udara.
Jaminan supplier.

Jaminan dari supplier atau produsen badan pesawat (airframe) dan
mesin pesawat akan melekat pada lessee, pihak lessor dan pihak pemilik dana
sesual perjanjian pemberian jaminan yang telah disepakati.

Asuransi

Diatur mengenai kewajiban lessee untuk mengasuransikan pesawat
udara'™® yang dijadikan objek, termasuk reasuransinya dan broker asurans
yang dipilih serta tata cara pembebanan asuransi dan pembayaran asuransi.
Kerugian seluruhnya.

Diatur mengena hal-hal yang dilakukan dalam hal terjadinya kerugian
seluruhnya atas pesawat udara yang menjadi objek perjanjian.

Permintaan untuk penyewaan.

Dalam pasal ini diatur mengena ketentuan-ketentuan apabila dilakukan
permintaan untuk menggunakan pesawat yang dijadikan objek perjanjian oleh
badan atau instansi pemerintah selama masa sewa maka tagihan requisition

perusahaan asuransi dapat menawarkan berbagai jenis asuransi penerbangan misalnya

all risk hull insurance, war risk hull insurance, all risk property insurance, spares and war risk
insurance, loss of use insurance, total loss insurance, passengers liability insurance, third party
legal liability insurance, aircrew insurance dan lain-lain. (Lihat Martono (b), op. cit., hal. 178-

179).
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tersebut menjadi hak lessee namun apabila terjadi perubahan struktur atas
badan pesawat maka tagihan requisition akan menjadi hak lessor.
Hak opsi dan penyerahan kembali.

Pada saat berakhirnya masa sewa, lessee diberi hak opsi oleh lessor
untuk membeli pesawat. Dalam hal lessee tidak menggunakan hak opsinya
maka objek perjanjian, yaitu pesawat, akan diserahakan kembali oleh lessee
kepada lessor.

Pengakhiran lebih awal.

Diatur mengenai ha-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran
perjanjian lebih awal dan akibat-akibatnya.
Wanprestasi.

Pasal ini mengatur mengenal hal-hal dan keadian-kejadian yang
dianggap wanprestasi.
Akibat wanprestasi.

Diatur mengenai akibat-akibat yang timbul dalam ha terjadi
wanprestas.
Pengalihan.

Daam pasal ini diatur tentang syarat, hak dan kewajiban jika dilakukan
pengalihan oleh masing-masing pihak.
Pengaturan lebih lanjut.

Pasal ini antara lain mengatur tentang upaya pemulihan,
pengesampingan dan kerahasiaan.
Pemberitahuan.

Mengatur tentang keterangan-keterangan masing-masing  pihak
sehubungan dengan pemberitahuan.

Hukum yang berlaku dan pel aksanaannya.
Pasal ini mengatur hukum yang berlaku dan yurisdiksi atas perjanjian

sewa guna usaha.

Dalan perjanjian sewa guna usaha antara Garuda Indonesia dan

perusahaan leasing ditentukan bahwa pesawat udara yang menjadi objek

perjanjian harus diasuransikan dan atas asurans tersebut juga harus
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direasuransikan. Hal ini disyaratkan karena pesawat sebagai objek perjanjian

memiliki banyak resiko yang melekat padanya, antaralain:

1. berkurangnyanilai susut teknis suatu pesawat udara, karena penggunaan yang
terus menerus,

2. pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan
terjadinya kecelakaan yang disebabkan suatu hal yang tidak berkaitan
langsung dengan pesawat tersebut, misalnya cuaca buruk dan pembajakan;

3. pesawat udara selalu berpindah tempat yang menyulitkan eksekusi objek
jaminan;

4. terbatasnya pasar (market) untuk pesawat-pesawat bekas di negara

bersangkutan.™**

Selanjutnya, diperjanjikan pula dalam perjanjian leasing oleh lessee dan
lessor dengan mengingat resiko-resiko yang melekat pada pesawat sebagaimana
disebutkan di atas maka sebaga jaminan atas perjanjian leasing dilakukan
pembebanan atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi tersebut. Pembebanan
sebagal objek jaminan atas tagihan-tagihan itu dilakukan berdasarkan hukum
Indonesia mengingat Garuda Indonesia, perusahaan asurans serta objek jaminan
berada di Indonesia dan hal tersebut disepakati oleh para pihak.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk pembebanan tagihan-tagihan di
atas adalah jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik
yang cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasurans.
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999, dimungkinkan untuk piutang yang
baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia® Tagihan asurans
merupakan piutang yang baru akan ada karena tagihan-tagihan tersebut baru
muncul jika terjadi suatu kejadian, misalnya kecelakaan, yang menyebabkan
pemegang polis asuransi bisa menagih untuk mendapat pembayaran dari

perusahaan asuransi. Demikian pula halnya dengan tagihan reasuransi. Perusahaan

1K antaatmadia, op. cit., hal. 87-88.

15K etentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 merupakan pasal penting dipandang dari
segi komersial. Hal ini menunjukkan UU No. 42 Tahun 1999 menjamin fleksibilitas yang
berkenaan dengan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia (Widjgja dan Ahmad Y ani, op. cit.,
hal.145).

Universitas Indonesia

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



59

asuransi baru dapat menagihkan tagihan kepada perusahaan atau broker reasuransi
daam ha terjadi suatu kegadian yang membuat perusshaan asuransi harus
membayar klaim asuransi kepada pemegang polis.

Dalam pembebanan jaminan fidusia atas tagihan asuransi antara Garuda
Indonesia, sebaga pemberi fidusia, dan perusahaan leasing, selaku penerima
fidusia, yang menjadi kewgjiban yang dijamin adalah kewgjiban pembayaran
secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan
perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setigp dokumen
terkait yang telah atau akan jatuh tempo, termasuk tetapi tidak terbatas pada uang
sewa (rent), imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun
yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan
leasing.™® Hal ini adalah termasuk data mengenai perjanjian pokok sebagaimana
diatur Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999.

Kemudian objek jaminan fidusia adaah seluruh tagihan asurans dan
tagihan requisition milik pemberi fidusia. Tagihan asuransi yang diperjanjikan
adal ah setiap dan seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat
terkait dengan setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan asurans yang
menerbitkan asurans terkait dengan pesawat bersangkutan, yang saat ini atau
yang akan diperoleh oleh Garuda Indonesia selaku pemberi fidusia baik berupa
tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah
tagihan asuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada pemberi fidusia oleh
perusahaan asurans yang ada saat ini atau di masa yang akan datang berdasarkan
asuransi-asuransi yang sekarang ada atau yang akan datang yang terkait dengan
pesawat tersebut. Sedangkan tagihan requisition adalah setiap dan seluruh hak,
hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat dari Garuda Indonesia terkait
dengan dalam hal dilakukannya requisition terkait dengan pesawat yang ada saat
ini maupun di masa yang akan datang.**’ Dapat dilihat dari penjabaran paragraf

ini bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sesuai dengan ketentuan

18 ease Amendment Agreement, dated 19 April 2010, between MSN 30143 Leasing
(France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero), Schedule 2.

"pid.
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Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 yaitu piutang yang saat ini ada maupun yang baru
akan ada di masa akan datang.

Pembebanan jaminan fidusia atas tagihan reasuransi dilakukan oleh
perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas asuransi pesawat udara Garuda
Indonesia dan perusahaan leasing. Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud
bertindak sebagal pemberi fidusia sedangkan perusshaan leasing menjadi
penerima fidusia. Dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan
asuransi, yang menjadi kewgjiban yang dijamin adalah kewgjiban pembayaran
secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan
perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setiap dokumen
terkait yang telah jatuh tempo termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran
uang sewa, imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun
yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan
leasing.™® Objek jaminan fidusia dalam pembebanan tersebut adalah setiap dan
seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat terkait dengan
setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan reasuransi yang menerbitkan
reasurans terkait dengan pesawat yang diasuransikan, yang saat ini atau yang
akan diperoleh oleh perusahaan asuransi selaku pemberi fidusia, baik berupa
tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah
tagihan reasuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada perusahaan asuransi
selaku pemberi fidusia oleh perusahaan reasuransi yang ada saat ini atau di masa
yang akan datang berdasarkan reasuransi-reasurans yang ada saat ini atau akan
datang yang terkait dengan pesawat yang diasuransikan.'*®

Dalam masing-masing perjanjian jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan
tagihan reasuransi berkenaan dengan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia
disebutkan mengena (i) nilai hutang (nilai kewajiban yang dijamin), (ii) nilai
penjaminan dan (iii) nilai objek jaminan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam
UU No. 42 Tahun 1999.

"81pid., Schedule 3.

lpid.
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Pembebanan jaminan fidusia ini harus dibuat dalam akta notaris dan
berbahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 42
Tahun 1999. Pihak penerima fidusia dalam hal ini adalah perusahaan sewa guna
usaha asing, sehingga dalam prakteknya biasanya mereka memiliki konsultan
hukum di Indonesia yang akan menyiapkan terjemahan dalam bahasa Inggris atas
akta jaminan fidusia tersebut. Seringkali terjadi perusahaan leasing asing tersebut
memberikan surat kuasa khusus kepada konsultan hukum mereka di Indonesia
untuk menandatangani akta jaminan fidusia.

Selain ditandatanganinya akta jaminan fidusia, Garuda Indonesia juga
akan menandatangani kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon
penghapusan pendaftaran dan ekspor atau IDERA (irrevocable deregistration and
export request authorization). Kuasa ini adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town,
yang memungkinkan perusahaan leasing sebagal kreditur untuk dapat mengajukan
permohonan kepada Menetri Perhubungan untuk melakukan penghapusan
pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal Garuda Indonesia cidera janji.

Penandatanganan akta jaminan fidusia dan IDERA merupakan sebagian
dari persyaratan yang harus dipenuhi (conditions precedent) oleh Garuda
Indonesia sebelum perusahaan leasing melakukan pengiriman dan penyerahan
pesawat (delivery). Selanjutnya, konsultan hukum perusahaan leasing akan
membuat pendapat hukum (legal opinion) yang pada intinya menyebutkan bahwa
conditions precedent sudah dipenuhi dan karenanya dapat dilakukan pengiriman
pesawat.

Setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia maka harus
dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada
di tempat kedudukan pemberi fidusia, sebagaimana diatur Pasal 11 UU No. 42
Tahun 1999. Pendaftaran ini  dilakukan oleh penerima fidusia dengan
melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Namun pada prakteknya,
seringkali penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan
pendaftaran fidusia. Hal ini dibolehkan karena Pasal 13 ayat 1 UU No. 42 Tahun
1999 diatur pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau
wakilnya atau kuasanya. Hal-hal yang harus disebutkan dalam pernyataan
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pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 2 UU No. 42 Tahun
1999 telah diuraikan dalam sub-bab 2.3.2.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Fidusia (PP No. 86 Tahun 2000). Dalam Pasal 2 PP No. 86
Tahun 2000 diatur sebagai berikut:*?°
a.  Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dibuat secara tertulis dan digjukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan
pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan ini digunakan sebagai surat pengantar kepada Menteri
Hukum dan Hak Asas Manusia yang oleh dibuat pihak yang melakukan

121 Kuasa di

pendaftaran yaitu penerima fidusia atau kuasanya atau wakilnya.
sini berarti pihak yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat
kuasa dari penerima fidusia, misalnya notaris atau pegawa kantor notaris
yang mendapat kuasa dari penerima fidusia. Sedangkan wakil berarti pihak
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk
melakukan pendaftaran jaminan fidusia, misalnya Direks dari perusahaan
penerima fidusia

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan mengisi formulir
yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia.*??

Dalam pernyataan pendaftaran tersebut terdapat kolom
mengenal bukti hak atas objek jaminan fidusia, yang mana dalam prakteknya
harus dilampirkan pada pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Bukti hak
atas objek jaminan fidusia harus disiapkan oleh pemberi fidusia dan
ditandatangani oleh pihak pemberi fidusia. Adli bukti hak harus diserahkan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada prakteknya, Kantor Pendaftaran

Fidusia akan meminta bukti hak sebagaimana disebut di atas dicetak di atas

20 ndonesia (f), Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170, TLN No. 4005, ps. 2.

2 bid., ps. 2 ayat 2.

22 bid., ps. 2 ayat 5.
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kertas dengan kop surat pemberi fidusia atau dicap dengan cap pemberi
fidusia sebagai bukti keasliannya.

b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya
ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pgjak (PNBP).

Besarnya PNBP untuk pendaftaran jaminan fidusia adalah berbeda-beda
yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai penjaminan. Saat ini Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang PNBP sehubungan dengan pendaftaran
jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berlaku Pada
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

c. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan (i) salinan akta
notaris tentang pembebanan jaminan fidusia, (ii) surat kuasa atau surat
pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan

(iii) bukti pembayaran PNBP pendaftaran jaminan fidusia'?®

Apabila persyaratan pendaftaran jaminan fidusia sudah lengkap maka
Kantor Pendaftaran Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam
Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Dengan
dilakukannya pendaftaran ini maka jaminan fidusia telah lahir. Selanjutnya,
Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia
Penerbitan Sertifikat Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada
tanggal yang sama dengan tangga pencatatan permohonan pendaftaran jaminan
fidusia’® Namun demikian, pada prakteknya Sertifikat Fidusia baru dapat
diambil oleh penerima fidusia dari Kantor Fidusia 30 hari setelah tanggal
pencatatan sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat menghambat perusahaan

penerbangan dan perusahaan leasing karena perolehan Sertifikat Fidusia bisa

2| bid., ps. 2 ayat 4.

2% bid., ps. 4 ayat 2.
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menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelumnya (condition precedent) agar
pesawat dapat diserahkan dari perusshaan leasing kepada perusahaan

penerbangan.

25 Peran Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Sehubungan

dengan Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

Notaris adalah pgabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004).*® Kewenangan
lain yang dapat dilakukan oleh notaris adal ah:*%°
a mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktek dikena dengan
istilah legalisasi);

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus (dalam praktek dikenal dengan istilah waarmerken);

Cc. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan (copie collationel€);

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat aktarisalah lelang.

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, notaris juga diberi kewenangan

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,*?’ contohnya

adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU

No. 42 Tahun 1999.

125 | ndonesia (g), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN
No. 117 Tahun 1996, TLN No. 4432, ps. 1 angka 1.

12| bid., ps. 15 ayat 2.

271 bid., ps. 15 ayat 3.
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Daam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memiliki
peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa akta
pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.*® Isi akta notaris
untuk pembebanan jaminan fidusia juga telah ditentukan oleh UU No. 42 Tahun
1999. Namun demikian, is yang ditentukan tersebut merupakan syarat minimal
sehingga bentuk akta notaris pembebanan jaminan fidusia tetap harus mengikuti
bentuk sebagaimana ditentukan oleh UU No. 30 Tahun 2004.

Syarat minimal is akta jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 6
UU No. 42 Tahun 1999 adalah:*

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Dalam akta notaris pembebanan jaminan fidusia, ada hal yang berbeda
mengenai uraian penghadap. Pasal 38 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004
keterangan mengenai identitas penghadap meliputi: (i) nama lengkap, (ii)
tempat dan tangga lahir, (3) kewarganegaraan, (iii) pekerjaan atau jabatan
atau kedudukan, (iv) tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili, sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999
yang dimaksud dengan “identitas’ adalah meliputi juga agama. Pencantuman
agama dalam keterangan mengenai penghadap dalam akta jaminan fidusia
dirasa kurang relevan. Penyebutan agama dari pihak yang terlibat dalam
pembebanan jaminan fidusia membawa kesan tidak baik terhadap kelompok
penganut agama.*®* Namun demikian, notaris tetap harus mencantumkan
agama para pihak dalam akta jaminan fidusia karena hal tersebut disyaratkan
oleh undang-undang.

Sehubungan dengan identitas para pihak, notaris berperan penting
untuk melakukan verifikasi para pihak yang menghadapnya guna mengetahui
bahwa penghadap adalah memang berwenang. Guna memenuhi ketentuan
Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 maka Notaris harus meminta semua bukti

identitas diri, keterangan-keterangan sebagaimana diperlukan serta dokumen-

128 | ndonesia (c), op. cit., ps. 5.
2| bid., ps. 6.

0satrio (b), op. cit., hal. 205.
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dokumen terkait dalam hal para penghadap bertindak selaku wakil atau kuasa
dari pemberi atau penerima fidusia. Dokumen terkait dapat berupa surat kuasa
atau dokumen yang menunjukkan kewenangan para penghadap (misalnya
anggaran dasar yang menunjukkan bahwa penghadap berwenang mewakili
pemberi atau penerima fidusia) termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan
korporasi (corporate approvals) jika memang diperlukan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

Notaris harus menjabarkan secara jelas dan rinci mengena data
perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusa Keterangan mengenai
perjanjian pokok ini meliputi macam perjanjiannya dan hutang yang dijamin
dengan fidusa. Macam perjanjian yang dijamin misalnya perjanjian kredit
atau perjanjian sewa guna usaha. Keterangan mengenai hutang misalnya
mengenai kewagjiban pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana
mestinya berdasarkan perjanjian pokoknya.

c. Uraian mengenai bendayang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda onjek jaminan fidusia dibuat dengan
mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang bukti kepemilikannya. Apabila
perlu, notaris dapat meminta diperlihatkan bukti kepemilikan tersebut dan
kemudian melekatkan salinannya pada minuta akta. Hal ini guna menjamin
kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

d. Nila penjaminan; dan
e. Nila bendayang menjadi objek jaminan fidusia.

Penyebutan nilai hutang, nilai penjaminan dan nila objek jaminan
fidusia harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 vyaitu dengan
menyebutkan angka terlebih dahulu dan kemudian dijabarkan dengan

huruf 2!

Satu hal dalam akta jaminan fidusia yang berbeda dengan akta notaris pada
umumnya adalah pencantuman waktu diselesaikannya pembuatan akta.
Pencantuman waktu penyelesaian pembuatan akta dimaksudkan untuk
menentukan urutan fidusia dalam hal terjadi pembebanan jaminan fidusia atas

3l ndonesia (g), op. cit. ps. 42 ayat 3.
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objek yang sama maka waktu penyelesaian pembuatan akta dapat dilihat
walaupun fidusia lahir pada saat dilakukannya pendaftaran.

Selanjutnya, notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia. Notaris dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk
melakukan pendaftaran fidusia. Notaris sebailknya membantu para pihak dalam
membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusa dan memastikan bahwa
persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah dipenuhi.
Wewenang notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya juga berperan sehubungan dengan pendaftaran jaminan fidusa. Dalam
melaksanakan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan meminta empat
rangkap dari pernyataan pendaftaran jaminan fidusia beserta lampiran-
lampirannya. Jika dalam pernyataan pendaftaran tersebut terlampir daftar objek
jaminan fidusia maka harus dibuat fotokopi sesuai aslinya oleh notaris.

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun
2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat hukum kepada
pemberi dan penerima fidusia mengena hal-hal yang perlu diketahui, dipenuhi
dan ditaati berkenaan dengan pel aksanaan pembebanan jaminan fidusia.
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BAB |11
PENUTUP

Kesimpulan

Pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia berhubungan erat dengan
lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara karena kreditur
pasti akan meminta jaminan atas pengembalian uang yang digunakan untuk
pembiayaan tersebut. Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan yang telah mencabut UU No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan, memberikan dampak pada perihal lembaga jaminan atas
pesawat udara di Indonesia karena UU No. 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan
secara tegas mengenai lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan atas
pesawat udara. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 2009 merupakan
perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape
Town (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007), ke dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Konvensi Cape Town pada intinya mengatur
ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau
jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak,
di antaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Protokol Cape Town
mengatur mengenal penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal
terjadinya insolvens termasuk memberikan  alternatif-alternatifnya,
pendaftaran kepentingan internasional atas objek pesawat udara dan
yurisdiksi hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvens
Cape Town merupakan ketentuan hukum khusus (lex spesiais). Hal ini
berarti dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara
ketentuan dalam Konvens atau Protokol dengan peraturan perundang-

undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan dalam Konvens atau Protokol
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yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara
yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan
internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian
pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-
perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan
pengadaan pesawat udara, dan membebaskan para pihak di dalamnya untuk
memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek
yang terjadi saat ini hukum yang dipilih sebagai hukum yang mengatur
perjanjian-perjanjian tersebut bukan hukum Indonesia Hal ini disebabkan
belum adanya peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian
sewa guna usaha atas pesawat udara. Terhadap pesawat udara Indonesia bisa
dibebankan jaminan berdasarkan hukum negara manapun sepanjang
disepakati oleh para pihak. Hal ini mempermudah perusahaan penerbangan di
Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya karena untuk
mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya merupakan
lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan hukum
mana yang berlaku dalam perjanjian yang dibuat dengan perusahaan
penerbangan Indonesia.

Daam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan
penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, yang menggunakan cara sewa guna
usaha (leasing). Berdasarkan Konvensi Cape Town, perjanjian sewa guna
usaha tersebut dibuat dengan tunduk pada hukum yang dipilih oleh para
pihak. Dalam skema pembiayaan leasing, pertama-tama Garuda Indonesia
melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan produsen pesawat, yang
kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda Indonesia ke
induk perusahaan sewa (leasing), sehingga induk perusahaan sewa menjadi
pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipas (participation
agreement), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa, perusahaan
sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara bersama-
sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau lessor party) dan pihak
pemberi dana (finance party) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan

maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat
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(owner). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (head
lease agreement) dengan anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan
sewa. Selanjutnya dibuat perjanjian sewa intermediate (intermediate lease
agreement) antara anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa
dengan perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk
perusahaan sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa guna usaha (lease
agreement) antara perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Dalam perjanjian
sewa guna usaha itu disepakati bahwa sebagai jaminan atas pembayaran uang
sewa guna usaha dalam hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau
musnahnya pesawat maka pihak lessor mensyaratkan lessee untuk
menjaminkan tagihan asurans dan tagihan reasuransi atas pesawat
bersangkutan. Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan
asurans dan tagihan reasurans atas pesawat udara di Indonesia adalah
jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik yang
cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi. Berdasarkan
Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimungkinkan
untuk piutang yang baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia
Tagihan asurans dan tagihan reasuransi merupakan piutang yang baru akan
ada karena tagihan-tagihan tersebut baru muncul jika terjadi suatu kejadian
yang menyebabkan pemegang polis asurans atau reasuransi bisa menagih
untuk mendapat pembayaran dari perusahaan asurans atau perusahaan
reasuransi. Akta jaminan fidusia atas tagihan asurans dibuat oleh dan antara
Garuda Indonesia, selaku pemberi fidusia dan perusahaan leasing, selaku
penerima fidusia. Sedangkan akta jaminan fidusia atas tagihan reasuransi
dibuat oleh dan antara perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas
asuransi pesawat udara Garuda Indonesia dan perusahaan leasing. Akta-akta
jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dan berbahasa Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999, yang mana dalam
akta tersebut harus menyebutkan (i) nilai hutang (nila kewagjiban yang
dijamin), (ii) nilai penjaminan dan (iii) nila objek jaminan. Akta jaminan
fidusa harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat
kedudukan pemberi fidusia dan kemudian akan diterbitkan Sertifikat Fidusia
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yang memiliki tanggal yang sama dengan tangga penerimaan permohonan
pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka jaminan fidusia
telah lahir.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain kewenangan yang
disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2004, notaris juga diberi kewenangan
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya
adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam
UU No. 42 Tahun 1999. Dadam kaitannya dengan pembebanan jaminan
fidusia, notaris memiliki peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999
ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta
notaris. Notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia, karena dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk
mel akukan pendaftaran fidusia. Notaris berperan dalam membantu para pihak
dalam membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan memastikan
bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah
dipenuhi. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30
Tahun 2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat
hukum kepada pemberi dan penerima fidusia mengenai hal-hal yang perlu
diketahui, dipenuhi dan ditaati berkenaan dengan pelaksanaan pembebanan
jaminan fidusia.

Saran

Praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia pada umumnya
dilakukan dengan perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada hukum
negara lain. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia sebaiknya
segera membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian sewa
guna usaha pesawat udara yang sgjalan dengan ketentuan-ketentuan dalam
UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town.
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2. Jaminan fidusia atas tagihan asurans dan tagihan reasuransi sehubungan
dengan pengadaan armada pesawat udara dilakukan karena belum adanya hak
jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Untuk
mendukung dan untuk lebih memberi kepastian hukum kepada para pihak
yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan sehubungan dengan pengadaan
pesawat udara di Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya membuat
peraturan yang jelas dan khusus mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat
dibebankan atas pesawat udara. Peraturan tentang hak jaminan atas pesawat
udara harus dibuat sgjalan dengan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape
Town. Pelaksanaan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan
reasurans yang telah dilakukan dalam rangka pengadaan pesawat udara yang
dilakukan saat ini harus didukung oleh seluruh pihak untuk menjalankan
peraturan yang ada, seperti misalnya penyerahan Serifikat Fidusia oleh
Kantor Pendaftaran Fidusia kepada pemohon harusnya dapat dilakukan pada
tangga yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran
jaminan fidusia

3. Peran sentra notaris dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia, yakni
sehubungan dengan pembuatan akta jaminan fidusia, harus dijalankan dengan
sebaik-baiknya. Notaris harus jelas dan benar dalam menguraikan jenis objek
fidusia agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan para pihak. Selain
itu, notaris tidak boleh lupa memasukkan nilai-nilai yang harus disebutkan
dalam akta jaminan fidusia yaitu (i) nilai objek, (ii) nilai penjaminan dan (iii)
nilai hutang walaupun nilai hutang tidak diwajibkan olen UU No. 42 Tahun
1999 untuk disebutkan dalam akta. Namun demikian, guna memenuhi
persyaratan untuk pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia
maka nila hutang harus disebutkan dalam akta. Sehubungan dengan
pendaftaran fidusia, notaris juga harus senantiasa mengikuti perkembangan
yang ada dalam prakteknya. Dengan banyaknya kreditur asing maka banyak
pula surat kuasa pendaftaran yang dibuat kebanyakan adalah dalam bahasa
Inggris. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mau menerima surat kuasa
berbahasa Inggris, oleh karenanya notaris harus memiliki kemampuan

menterjemahkan dokumen hukum berbahasa Inggris ke dalam bahasa
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Indonesia agar mempermudah proses pendaftaran fidusia ini. Notaris harus
senantiasa mengikuti perkembangan hukum yang ada, termasuk hukum
mengenai jaminan fidusia dan jaminan kebendaan atas pesawat udara. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengikuti seminar-seminar dan juga membaca.
Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan saran kepada
pemerntah untuk dapat membentuk peraturan-peraturan khusus sehubungan

dengan sewa guna usaha pesawat udara dan penjaminan pesawat udara.
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LAMFIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA
NOMOR B TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ONINTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIFMENT (KONVENSI
TENTANG KEPENTINGAH | TERMASIOMAL
DALAM PERAL ATAN BERGERAK)
BESERTA FROTOCOL TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIP-
MENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT
EQUIPMENT |PROTDHOL PADA KONVENSI
TEMTAHG KEPENTINGAM INTERNASIOHAL
DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI
MASALAH MASALAH KHUSLUS FADAFPERALATAN
PESAWAT LUDARA)

A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 18 AYAT (1)
HURUF A DAN HURUF B, PASAL 40, PR3AL 53,
DAN PAZAL 54 AYAT (2] KCHNVEMNSI TENTANG
KEPEMTINGAM INTERMASIONAL DALAM
PERALATAMN EERGERAK,

i Fovmr Mo T [perayalian.gemyalaan opl-n
khwisers herasackan Pasal 39 [1Ha))
IreiCresaa many atEnan babwa kalegan-kategon
abirs bk -Rak focskormsns sl akay I-c:-penl:ngan
pen«yt ni memilki preordas perdasarkan
Nakum-Nuedrm negard am 3%as suals
erperlingan dalam seats coek pesawal udara
fang sama dengan hal fersebut dimana
DEMGGaEng tan suatu kepeningan nlsmasons
yang lerdaliar dan harus memilk: pnormas alas
SsUall kepenlingan nternasanal yang terdahar,
b o datarm maupun di uar proses-proses
kapaililan

a  Hak-hak gadal yang berkenaan dengan
pida negawis penisahaan pene:banga::
a|@s ugan-upah yang belum dibayackan
FEMND o) Sejak saal penundaan yang
dinyaiasan berdasarkan suaby xoatrak
s ndanEan at peewaan s ohye
ersawal wian,

5] Haak bk l]-:"ldﬂl Alay hak-hak ks di0
LUy KEwendngan Indonesuy bereintan
GeEngan pajak-pajak alau beman-oebarn
v belum dibayar lainnys yang imbl
dan dlaw oerkalan Cengan penggunaan
Qe DeSiit el B RS bt dnn U hul
sthae saal adanya suahl penungasn yang
dinytakan berdasarkan suaty koniras
whniuk pendanaan atau penyewaan dan
abjek pesraat udara tersebut. dan
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¥

o] Hak-hak padai atau hak-hak lain yang
berkengan dengan perbaikan dan suat
obyek pesawdl udara dalam kepemi.
lkannyd hingga Koperduasan [ash-jasa
yang dilaksanakan alas dan miki yang
dilambahkan ternadap abjek posawat
udara lersatud,

Form No 4 {pernyalaan-permyalaan opd-or
Uit ierdasarkan Pasal 35 (1) (b))
JOCNESHE ey Blakan bakwe lidak ada dalam
fonvenst lersebul yang akan berakibal
ierhasan haknya ataw wrhadap sosualu dan
sualu Cadan mana pun yang ada di dalam
Aaneans tersebal, AU swlll arganisasi anlar
baea 1 pemannlah mana pundmana indanesa
migrgadi 5alah s51U anggolanya, atdy penyedia
1Ea Swaktip din palayanan publk yarg lain i
Indcnesa, vntuk menangkap alay rMecahan
Sudlu objek pasawal udara bergasarkan
undang-undang negara Im lerhadap
penbayaran jumlah-jumlah yang dihl.nang
lerhadap pemennlah Indonesia, sualu badan
vang demikian, organigas: alau panyedis
Lvgienan yang secam langsung bavhubungan
MNGEN j¥5a aEu PEEyYanan yang diersan aken
“egara i yang oerhubungan dengan hal
lersebut alau ghyjek pesasal udara lainnya

Fowat A6 [Py alaan oplben bordasikan
Pagal J0)

Ingengsia monyalakan hahwa kalegori-
kategor gan nak non-konsensuzl a‘aw
kepenbngan betikul wa harus terdallar
berdasarkan konvensi sebagarmana nalnya
Supty kalegon dan objek pesawal udara
saglanh-olan hrk alau kepentingan tersebur
adalah sualy kepentingan infernagsional cdan
uniuk [u harus di tor

a Hak-hak gadi berkenaan dengan patn
pagawal perusahaan penarbangan atas
gagegap yang belum dibayarkan yang
tmbul 5BE alem wakly peaendaan yang
chenyalakan dlas Ludtu konirak ierhadap
parndanaan glau penyewaan sualu obyet
pirsawHl Uik,

b Hak-nak gada alay hak lmn darl suatu
wgwanangan Indonesia yang berkatan
aengan podk-pajak a1au beban-oeban
yang balum dibayarkan in yang imbul
dirn @tag berkaitan dingan pEmakan
dan sualu obyek pesawal vdars, dan
wang imbul sebelum saat adanya suatu
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penundaan vang dinyalakan sordasatkan
sl konirak leshadap pondanaan ake
penyewaan lerhadag cbyek pesawat
udisra lorsoout; dan

[ = Hak-hak. dan sesaom@ng yang menda pal

suale pennlah pengaddan yang mengijn-
kan adanya lampiran dari syaly obpek
pesawsl udira yang memenuhi sualy
kepulusan huxam socara penat atag
sebaguen

Formt e 17 {parnyataan berdasarkan Fasal
an

" Indonesia manyalakan bahwa pengadian

dengan yurisdiksi yang berwenang
berdasassan undang-undang nogara Ingoee-
5@ adalah pengaddian yang rabevan unbok
fujuan-tejuan yag terdas 31 datam Pasal 1 gan
Bakbr X1l dari Konvens: tersabul

Form No. 13 [pernpalaan mandalonal
perdagsarkan Pasal 54 (2]

Indonesia menyatakan bahwa spmua
perbaikan yang lersedia bag kredilar
berdasarkan Korveasi lersesul vang idak
dinyatakan berdasarkan Xelentyan yang
relevan dergan katemiuan yung ada dalam
Konvens: tersebul uotuk memotonkan
pongEuan ierhadag pengaclat dalan dapat
Clraksanakan tlanpa perl trdakan pengadilan
O LINpE mEmDeniEnug REpeca pangadilis

PERNYATAAN TERHADAP PASAL XXX AYAT (1)
BERKEMAAN DEMGAN PASAL VI, PASAL XXX
AYAT (1) BERKEMNAAN DENGAN PASAL XII,
PASAL XXX AYAT (1] HERKENAAN DENGAM
PASAL XIIl, PASAL XXX AYAT [2) BERKEMNAAN
DENGAN PASAL X, DAN PASAL XXX AYAT (3|
BERKENAAN DEMGAN PASAL XI PRCTOK DL
PADA KONVENS! TENTANG KEPENTINGAN
INTERNASIONAL DALAM PEFALATAN
BERGERAK MEMGENAI MASALAH-MASALAH
HHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA.

i

fisf

Forn: Ne 1% (perayataan opt-in berdasar
kon Pasal XXX (1) berkonaan dungon Pasal
wur

Irarasia menyatakan bahwa negara inakan
manarapkan Pasal il

Forst No.26 {pemyacar opl-in bardasarkan
Pasal xxx (1} borkenaan derngan Pasal X
Inciones:sa menyamkan balws gara ini akare
manaragkan Pagal X1

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

i) Form We.I7 (portrpataan opt-in berdasar

{ivl Form No.27

vl

har Pasal XXX 1) barkenaan dengan Pasol
Xt

Indonsia menyatakan babwa negarim zkan
manerapan Pasal X

[pernyataan  opi-in
berdasarkpn Pasal XXX (2] berkesaan
dengan Fasal ¥ asaikan untuk diforapkan
pady keseluruhan Fasal X)

Indimnasi menyaiakin bahwa e i akEn
menerapkan Pasa! X gan Protokal fersebul
secara Keseivrichor, aan bahwa umlah han
delzrm kslender yang akan digunakan unius
luuan-tujuan pada batas wakly pang
tertbenlang calam Pasal X (20 gzgn Proloks
Leergeut Lolak Boleh Wi dan
a 10 isepuluh) ban kalendes berkenaan
dengan percakan-perbakar yang
ceeniukan dislam Pasal 13 (1) (a1 (ki dzm

e Borvens tersesul jsecan berdun-

el peragaan erhadop obyek-coyek

Pl Uoara dan ki meneke pemiskan,

Lonindd alau penjapeen atas chyek-copsk

Pesdawal uZara, dan immobilisas: atas

b -Dlye pesireal pdarak aan

200hga puluhy han kalesanr boraanaan

dengan perdakan perbasan yang
diteerilukan dalam Fasal 13 d) dan de ] da

Korvensersebul (se2ar Berturut-turul,

ENERYEAN alaw manajernen dan oby ek

pesawal udara can perdapatan yang

SpersiEn i-.:m-r.a.n_.'a dan, penjuslan sena

Apdeag dan paralehan yang d dasat dan

chyek pesaeat udara;

Form No.23 (pernyataan opt-in berdasar
kan Pasal XXX (3) berkenaan desgan Pasal
Kl asalkan untuk apizkasi pada Alereatif
A dan keselurphan dag seenea lipe proses-
Broses kepaititan

Indnnesa manyatacan bah Inefanesig
meneraokan Pasal 21 Allernald & dan
kesebiruban Frodcholterse Fandap sEmug
Lipe prosos-proses kepailitas @an bakbwa

DEnade Menunggu urtiuk leaan-tyuan g
Fasal K| (3] ea: Alternal? iy haruslab G0
tEmiem puluhy nat kalender,

PRESIODEN REPUBLIK INDONESIA,
LLL S
O H SUSILO BAMOANG YUDHOYONO
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HONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTER-
HASIOMAL DALAM PERALATAN BERGERAK

NEGARAPIHAK PADA KONVENSI NI,

MENYADAR] adarya kebutuhan vuk memparsich dan
mengpunakan peralatan bergerak yang bamitai bngg
atau mamiliki nidai ekenami yong sangat berarh sara
uniuk memfasiitasi pendanaan alas perguasaan dan
penggunaan peratatan semacam ity secaa efisien,
MENGAKUI manlagt can assel-based fnancing dan
5@wa guna wsaha uniui bujuan i serla kenginan untuk
memiasililas: jens ransaksi lersebut dengan cara
menmbuat aluran yang jelas untuk mangatur kedua
lasiitas rangaksi dimaksweo,

MEMPERHATIKAM perhuma unluk memashhan bahwa
kepentingan elas peralatan semacam i digku dan
dilindungs secara unversal,

BERKEINGINAN urfuk sabesar-basemya marnberikan
man’aat ekoncmi sécara lmbal bakk bagi para pinak
yang barkepenbingan,

MENYARIN| banwa pengaturan semacam fu harus
MENCETMen 39 Prinsip-geEnsip i g rmendasan assod-
baged franéing dan sewa guna wsane seria
miningkalcan: kapeOasan Derkantrak =ara mtak
teruiama dalarr fransaks i,

MENYADAR] kebutuhan unluk membeat parangkas
hukurn bisg kepentngan internasional dalam peralatan
bergerak semacam itu dan unluk lupuan lersebo
menC:plakan suatwe Srsien pendaflaran intermasional
QuiLd ptIndungan poralatan bﬂ‘fﬂl:l?i‘l dimaksud

MEMPERHATIFAM jujuan-wjuan dan prinsip-prinsis
yang dinyatakan dalam kofvens: yang elan aca
barkailan cengan caralatan bergerak samacan ilu

MENYETUJU ketaniuan keteniuan bedkulim
BAB |
Ruang lingkup keberlakuan dan ketonfpan-

ketoniuan urmwm

Pasal 1
Dailnisi

Calam Honvensi e kecwal apaila dinyatakan an,

pengerhan o bawah ini gmaksudkan untus marmpunya:
arb sebagar be i
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“perieiyuan’ barani swady persetujuan jaminan,
suary persehguan gengikalan hak alsu suatu
PeErseljuan Sowa Guna usaka;

“pengalhan” berat suaty kontak pangalinan hak
beserta hak-hak yang berkaitan dengan atau
Tanp:. pengalihan kepentingan ntecnasional, baik
malalis penjaminan alau mealu cara lain, beralin
Eenada panarima pengalihan,

hak-aak yang berkaitan” berarti segala hak atas
Aembayain alay pelaksanaan lain géah seorang
demiuf berdasarkan suaty perselujuan yang
dijames gengan aldu yang berkaitan dengan
obyak leneniu;

“omulanya Bearg nsoteenss berani sas dimana
ACAra insolvens: d-langgap dimuldn sreEnurt
ketenluan hukurm insohlansi yang berlaky,
“pembel bersyaral” b arl pembel mesurut suatd
parseiujuan pengiatan rak

penjual parsyaral” berani penjual manund suaiu
persatujuan pengikalan hak;

Perenjian panjualan® berar kantrak penuadan

suaty obyek oleh penual kepada permbel yag
Luran porsetujuan sebagairing didefmistan
pada bwlir (2) di alas;
“perngadilan” barar suatu badan pesadilan alag
Badan adminisirali! alau bagan armerase yang
dibeniuk olen Kagara Peserta;
Twredibur” Berlil gk pihak penenma hak lagan
pada perselujudn gaminan, penjual bersyaral pada
persetupsan pendikalan hak alau pemoos sewa
pada perselujuan sewa guna usaha,
“deiiur” barar: pihak-pinak pemben nak @gen
padE perLalupran Jerinen, pembck bersyaral poda
SErSELUAN gengikalEn Nak peferims ses pd
parselupsan Sewa guna usahd Al Sesearansg
yang sopeniingannys terhardap sualy abyek
dipatani oleh hak non-konsensuil alau kepen-
SnEan non-Konsansual yang dapar cedaltarkan
panguius ME2IvaENsS DEran SELeQTINg yang
DEraEnang untuk mEenguiug re-organisas: ali.u
lirustas), termasuk orang yang benwarang
samentara dan tarmasus mangendabsan debibue
apadie hal semacam i'u diperbolenkan olen
krlgntuan nukumnsobeenst yang berlaku,
“asara insohvens” beran kepaatan, Buidas atau
kurnpulan acarg yedigial alau adrmimsteaidl,
lermasuk acard yang bersila sementara, dimana
hara kekayaan dan grpsan-grusar gobdur
dkendalikan #lag dawas oleh sualu pengadilan
unluk lujuan re-organisas) ataw hkuidas,

{m) “orang-orang yang berkege ~tingan® berarti

0]
[y

im]

]

I

P
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debitur;

seli@p  grang yang mambertkan  atsa
mengeluarkan surat jamingn alau jaminan
parminlaan ataw suaty swral kiedit berdohemen
slaga alau senluk lain darn sswransi kred
dengar lupwan memashkan pelsksanaan dar
satiap kewajiban tersdap kiegiur,

sebap orang lain yang memilk: hek pasn alzy
terhadap abyes lerteny,

“transaksonlamal terar suat i ksl dengan
bentuk yarg tercaniym dalam Fasal 2 ayat 2 nuruf
a sumpai dengan huruf  Simang ink kepentingar
pakak semua mhak ditangkan dalam ransak s
tersebul, sora obyek dimaksod jerleiak
[sebagaimana ganyatakan datam Prolokal) pada
Megara peseita yang 5= pada Lap) kontrak
désebuju dan dimana keperdngan yang dibasilkan
dariiransaks: dimaksed 1alan didatarsan dalam
suslu dattar nasenal pada Megaa Pr SO ydiny
bersangkulan vang lelah menmoual parnyalag
BEsUAI Fasst 50 ava
“hegeniingan internasanal Buran: sualy
kepeniingan yarg dipercleh glet kreditur sesua
dangen MPagal 7,

“Kanlor Fandallaran interrasiona Berar Sasitos
pendaflaran nternasianal wikng dibaniuk pntok
keperiuan Korvensoin atze Prolokcl
Toprselujuan sewa guna ussha' oerar suary
persatujuan donana saiu orng {pemben sewe
Quna usaka) marnbenkan suate hak enigk
MEnQUEsH atay mengendahkan suaty phyek
{dengan alau Tpa ops unlek rmembal epada
CrEng @n | penyissa qunawabal denganenmbalan
bayaran séwa atau pembayaran |z iy,
“kepenhngan rasional” tesact sualy MEpEnsngan
yangdiperaleh clan sescorang krediter pada suaty
D0y dan yang diliplakan clah sualy ransak.s
internal da'am ngkep suaty gernyataan
bercasarkan Pasal 50 ayar 1),

“hak non-konsensgal ata kppent ngan son-
Ronsensudl’ Derar sualu hae stau ke penlingzn
¥ang dibenkan cerdasarkan hukum dan suau
Megara Pesona yang lelah memiuat L ernyataan
berdasarkan Pasal 19 uetuk memastikan
pelaksanars suatu kewajinan, termasuk
kewapban kepada sualu Negaa, lemaga Nogara
atau ongarasas antac-pemenntah slan DRSS
Swasta;

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

L

{u}

‘pembertanuan suatu kepenimgan nossnal’
Lerarh pambantabaan fefab daatashas niag akan
defafivhan pacsa Facion Fondalsran nleaasona
bahwa sy kepartingan nzsiens telah ditiuat:
‘obyel” Lerarh suabn Shyes dengan katagan
e Pasal #

ik yieg lelah sda ek dehuis atay kepeningan
wang ielab @i b daloiun iergm 4Ly -.:.;u-'
M beperivigan pada A whal@ KUEl ebyak,
aalarm Sentu Bapun yong Sisul 3580 elin ada
sebelum tzeggai berlakn elesld Koavens o
Sebagamans diteniukan wslim Paszl o0 ayai2)
Maruf(a;,

Fendapdan” bram vang alau pendandan idak
dalam bantub wang yane diperoleh asmal
fangrya selurul atau sebagan anay
rENgErEakan lak olay senyilaan selureh
raupe sehagan dan ohyek e gk Eman a
penunlulan

FENGAEINED pros pek it Berarm Sugty pengaliban
g emaksudban dilakukar i masa yany akan
AFEND A% ey S Pensin yang lelah
ditelaghan, taik garslivwi lerssbu fergidi alew -
ik
kepentingan inte.

suEle herenlingan |

yal

wrospesul berarh
AVEITHEN UAtUR
c:bual arau dibenEan e ET T
Sehaga aualu kagenbng rras
vang a=an dalang
sang 1z2lah dis 1
pEMQuEiaan bonentgan Jebim larhad;
Dopekl Bk penisthe b e bl tegadi alan s
periislar prospekhls Barark sust penualas
yang Imaksuakan unok diakokan dorasa paihg
ieman dalarg aias lens Bl PRI Yang
leld distapkan bank porsbva taischel terjad
atau heak

v ohyek
LImass
Ul penshys
dapal melpul

Sralaket geran, Froton st yang beraailan dengan
wtddla 2 E oan s fok sl SECaang
bevkendan aengsa obves don han-hak jerar
oz IR

taraaliae”

borarn erdulios dalon Kanior
Fardadiaran Inensona, sesum dongan Bab
"hezpeRtngan lealla:” Barasti sualy LEpenlingan
miarnasicant, nak non-konsensgal R TN
EEpEnIngan non-gan hupl yany dapal
Cadaftaraan atan Kepeshngan nosional yate
dinyatiean mekikn suatu permbenlang an |l_"r|r.'.|.!'|-5
kepenbingan nasanal yang lelah cpaliar sesus
dergar Bal W

B



fdd)

(=)

(i)

(g

(ki)

i

"Hak non-konsensual atau Kepantingan ne.
konsensual yang dapat didaftarkan” bararn hak
non-kansensual atau kepenlingan nos-
konsensual yang dapat didaftarkan sesuai
ey ataan yang telah disgmpaikan berdasarkan
Pasal 40;

"Pencalat” berartl, sepanjang berkailan dengan
Frotokol adalah orang atau Badan yang
penumukannya ditetapkan oleh Protokal aiou
yang ditungs berdasarkan Pasal 17 ayat (2] hunl
b,

“peraluran’ berarl paraturan yang dibual atau
diselups obeh Otoritas Pengawas sesuai dengan
Protoked

“penjuakin” beranli pengakhan kepamilikan dars
suatu cbyek sesual gengan perjanjian penpuran,
“kewajiban henaminan® berart sualy kewagiban
yang dijgrnn aleh surat j@minan;

“persetujian jaminan” berani sualy persetujuan
dimana pembars hak tagih memoern atau gelupu
unlux farmben kepada panenma hak tagh sualy
kepentngan {larmasek kipeniingan kepamilikan
padaatay lerhadap suatu obyek uriuk mengarmin
pelaksanaan sualu kewanban yang ada maspun
¥ang akan ada kepada pamben hak tagih atau
kepada paak kelga,

"Sural pumnan® beran mnan yang dicplakan
mrelalui perseiujuan pergdmanan

“Oterilas Pengawasan” berarli, sepanjang
berkaitan dengan Protoked, Oleatas Pengawasan
SEDAGIMANG 0imakswd dalim Pasal 17 ayal (13
Tperselyjuan pengikatan Rak” berarh sualu
perselujuan panualan dar suatu obyek dengan
Eetenivan bahwa Eepemilikan liday borahn
Hampan dpEnuningd Syaral atau syarat-syaral
SEEAgATana ensanlym dalam perselyjuat,

(merkepantingan yang tdak, lewdaltar” berart suaiu

Ak

kepanbingan nor-sonsensuzl 3lay hak non-
Eonsensual |selain kepenlingan sesua Pasal 39)
yang belum didattarkan, bak tal s dagal atau
tidax dapal didafarkan menay! Komvensing dan
“tuhsan” oeqach sudle rekaman informas,
{lermasul informasg: yiang ikomunikasikan
melaiu tansmisi jarak jauh] dalam benivk
berdujud aliau bentk lain dan Sapa) gpioduks
kembah menaei benluk berwujud dan waklu ke
wakiu dan ditandas selayakmya oleh grang yang
berwenang memberkan pErSetujean unfuk
Imrakam

Wiardn Panunggeg-uadavigan ho 2681 Salasa. 24-04. 2007
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Pasal 2
Kopentingan lnternaslonal

Konvansi ini menyiapkan pembentukan dan
memberizkukan sualy kepanbingan internasional
lerhadap ppralatan bergerak dan hak-hak lerkait
dalam kategari lerdenty

Untuk tujwan Konvensi ing, sudly kepenimgan

in'errasenal dalam peralatan bevgarak adalah suaty

kepeningan menurul Pasal T dengan abyik yang
knay dapal didentifikasi secagai ooyek sepans
larcanium dalam ayal 3 dan dilglapkan dalam

Picigkol, yang -

13)  dibgnkan cleh pihak permberi hak tagih
berdasakan sualu persebupsan aminan;

(' ddekatan padaden Seseomng sebega perul
berrsyarat menurul persetujuan nengikatar
hak, atau

[z) dilekatkan pada dini seseorang sebjgm
DOMECT SEWE Menuru! porselujuan sews
Ouna usaha,

Sudlu kepenungan yang tergolang ketentuan huruf
1) lidak largaiong ketentuan kyraf (o) a1au bl
1z1

Kalegan yang dimaksud pada aysl sebalumnya

acalak

[a)  badan pesawat udara. messn pesawal udara
dan helikopter

b lokomobl garbong seda enit dan rangkzian
an

{Zy  harta Kekayaan yang diternpatkan dr ruang
angrasa

Hukum yang cerlake mengnlukan aga=ah sual:

hepeningan sesua ayal 2 largoiong nuruf @ hurof
batau hurd © dan ayal terselbut

Sualy kopontingan nlermasional etedog Sule
obyek mencakup jugd pendapatan dan obyek
lersebul

Pasal 3
Lingkup panerapan

Honvensi i berlaku lerhadap debitur yang
perkedudekan dr Megars Peserta pada saat
detelupsinga perjanjian yang mencglskan sl
memEankan dasar bag keperlingan inteeasional
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Bahwa secara fakiua kraditur bk be kedudukan
di Hegara Pesera tdak mempengaruhi senerapan
Hoewensi ini.

Pagal 4
Kedudukan Debitur

Unluk: lujuan Pasal 3 ayat (1} detv brrkeduduxan

di setiap Negara Pasiarta

(@)  berdasarkan hukum dimana ia didinkan alaw
dibentuk;

(B dimanaia mempunyai kanlor yang resam alau
tempat kedudukan manaul hukum,

(C)  dimana i3 mempunyai pusal adminstrasi;

(di  dimana womempunyal tempat ssaba

¥ang dimaksud lempat wsaha debiur peds el d
ayal 1 sebelumnya berarh lempat vsaha yang
utiema 3pabia debilur il mempueryai ebin Ao sate
tempat usaha, alaw apabi'a i tidak mrmpunya
lempal usana, tempat dumsiti yang umamdsehari-
han

Pasal 5
Penafsiran dan hukum yang berlaku

Citlam nanalsirkan Kammnsi in, penataran harug
ddakukan sesuailujuannya sehagarnana © uratkan
pda pembukain seseal dengan  silat
internasonaliya, dan sesual dangan perlunya
meningkatkan keseragaman serla dapat
cipehilengkan dalim pelaksaraannya

Parsoalan mengeas hal-nal yang dislur dalam
Konyans yang Lok secara iegas diseksakan akan
diselesakan 5 (@kn dengan prnsip-prns:p umam
yang mendasannya ataw dalam hal hdak zdanya
prnGiR-prinsip e sebut diselesasan sepkm dengan
Rk yang berlaku

Pedoman lerhadap hukinm yang berlaku AUk
pada kelenluan nukum nasongl yang ek
berdasarkan kelenluan bukem perdats nermassnal
dari negara yang bersangkulan

Cialarn hal suatu nagara tlerdin dan bebarapa saluan
wilayah yang mempunya hukumnya masing-
masing uniuk menmulutkan setuap masalah, gan
apahbila tidak ada pelunjee s2wan wilayan mana
¥yang relevan, maka hokuym Megara yarg
memuluskan hokum seluan wilayah maea yang
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mengalur keseiuruhan Dalam bal tidak agdanya
katentuan yang demikian, muka hukem salwn
wilayah yang paling nendakali Kenversi yang
ditevapkin

Fagal &
Hubungan antara Kenvens! dan Protakal

I Kenvers) il dan Prolokel harus dibaes dan
ditalsrkan sebagan sua'u kasalsmsn persngka

2. Dalam ha meroapst ketigaksaguaian ant@na Komens
inidan Protokol, maka Frelokolyang hanss benaky

BAB I
Fembeniukan Suatu Kepentingan Internazsiona

Pasal 7
PFersyaratan Fosmal

Fuaty kepenlingan ditatapksn sebagar suatu

kepenhngen intarnasonal monuro? Konvens ini

opabila persefujuan yang menciplakan atau yang
membenkan ke senlingan

{al dibual sesan teriulis;

(Bl berkatan dangan cbyek dimana pemben hak
13z, penual Dersyaral 2lau pembarn sewa quna
usalta mamiliie kekoasasn untok r"lt:-":_:l:'I'I:'I -
EELLIE

(L) mermpngsinkan suatu abyek Fang
dadenhlEasian sejalan dengan Protokal dan

(i dalam hal suaty persetujuan j@aminan,
mEmung Rinkan cewajiban beraninan sletapkan,
telapn bidak pedu menylakan susls umiak alau
Ml MARSIMUM yang deygamin

BAB I
Fembeniukan Suatu Kepentingan Internasional

Pasal 7
Persyaratan Formal

Suite kepenlingan ditetapkan schaga: sualy

kejenlmgan internasional manung Koavens o

apaiilay pereetujuan yang mensiplakan alag g

member=an kegenhngan

(@l dibuist secara tertulrs

(b] berkzitan dengan obyek dimana pemben hak
lagit, penjual bersyaral Mau pembiern sewa Jurti
usaha meirilikg Eekugsaan uniuk
mazngahfkannya;

=3}

T



(€} memungxinkan suatu cbyek yang dikdentifikasi {3l orang-orang yang berkapenlingan sebagai.
s#jalan dengan Protokok dan mang ditelapkan Fasal 1 hurud m, (1) dan {ii);
(d} dalam hal =uaty parselujuan jaminan, dan

memungkinkan kowajiban bariaminan dilatapkan, ) orang-prang yang borkepentingan sabagar- 3 Pengadilan dapal mengabulkan permohonan Pasal 11

Latapi lidak porlu menyatakan sualy jumlah arau
nital maksimum yang dijamin

BAB (I
Upays-upaya permulihan atas wanprostasi

Pasal B
Upaya-upaya pomulihan bagi
penerima hak lagih

Dalam hat eradinga wanprestasi sebagaimana

tercantum datarm Pasal 11, penerirma hak gih dagat

melaksanakan 5alu atau lebih vpaya pemulinan

barikut im sepangang pember kak Egih meayelujui

dan tnganlurg pada pernyalaan vang mungkin

dibual cieh Megara peserta menurut Pasal 54

MEncraghin saty ataw Bbih upaya-upaya pemulian

Sebagan benkus

(@ menguasal alaw mengendalikan obyek yang
dibebam kepenbagan eMemasional;

(Bl menual atau meldngsungkan sewa [una
wrsaha alas obyeh seracam iw,

(c)  rmemungut &law menasma permasukan alau
keuntungan yang bt dan pengelstaan alay
penggunian cbyek tarsabul

Penenma rak lagih dapal mengajukan permahonan
Sualu peretapan pengasdiin sehaga allernalil yang
memberkan kpwenangan atay penrntah aias
Irdlakan-tngakan secagaimana dsebutkan pada
gyal iersetut o atas

Sehap upaya hukum selagamana disebutkan
dalam huryf a, hurof o alay terof o dae ayat 1 atau
monurul Fasal 173 hares dlaksanakan mgnurul cara-
cara besnis gang lyas Sualy upaya pemulhan
harus depuiggap dilaksanakan eenyrut cara bisnis
Fang layax apatila deaksanaran sejalan dengan
ketentuan perselujuan jaminan kecual apabda
ketenluan semacam dy Ligak dapat dijalnxan
SeCara byak

Pererama hak lagih yang mengusulkan wniuk
manpsil alau melaksanahan sews gund usaha atps
sUiu Sbyek mienerul 3yal 1 hanes terebin dahul
membenianukBan secoard layak Serla leriuhs
mangeni usel penjualan slav pelaksanaan sewa
Quid usana Keoada
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mana dietapkan Pasal 1 huml m (i} yang
telah membenkan permbosahuan mengena:
nak.-hiak mereka kopada pananma hak tagih
dalam (angka wakiu yang layak sebelsm
penualan aku polaksanaan sows Guna usana

Getiap mlah yang dpungut atsu dilenma oleh
pererima nak tageh sebags hasil pelaksanasn
SENBp wpaya-upayes pemulthan sebagaimana
dibriaokan dalam ayat 1 ztau aynl F harus dilerapkan
s2bagai pangurangan atas jumlanh kewajiban
baramanan

Ciatam hal jumiah yansg dipiengul atau dilemn oieh
penarema hiak lagih seboga hasil pelaksanaan
Seliap upaya pemudinan sehagaimana ditetapkan
datam ayal 1 atru syal 2, melebitn jumiah yang
dijamum glgh surat jamiran dan pna pengeluaran
yang layak dan pelaksanean upayy pemukhan
semacam du. kecuali dipgrintahkan sebafiknya
aleh pengagian, pencroms bk tagih harus
mami 3gikan sadebifan punlan tersekarn deantarg
PeMEgang Kepanbngan sesus urslannga yang
telan dudaltar atau tolan menyampakan
pEmBpardanuan kepada peacrima hak tamih, dan
mamayiikan sakio yang terssa kepada pemben
stk tagih

FPasal 1
Fengembatian obyek dalam hal dipenuti
kawajiban panapesan

Paga sebap saal solelah o teadt wanprostast
saagIinana dmaknud dalam Fasal 11, parsruna
hak L3N A MU arang yansg b ke pEntingan
Sapal me my ety b kepermilikan (A% SL AL
keneelingan lain pada pembss hak tagin) setiap
ahyek yaog lermasuk dalam suran anenan akan
telap Baracs pada penennia fak il atae tarhadap
pomentinan kisss)ilkan borjarminan

ALXS permaohonan genenem; bk lagih F'engnmun
aapal memenntabkan Barwa kepemdican |altau
SrLIp RO eI En L SO0 pam e hak Hga) dan
chyek yang lemasuk dalam sural @minan akan
letap Lerada pado parserima fiak lagih dalam atau
lerhadnp pe nanuhan kews)iban benamian

i

sebagaimana dialus pada ayat tedahuly, hanya
apabila jurnlah kewsjiban berjaminan yang Jilunasi
dengan cara pengembalian harus setare dengan
ndai obyek sotelah memparimeangkan semua
perniayaran yang karus dilakukan aleh penarmsa
hak tagin lerhadap selmp orang yann memiliki
kepaniingan.

Faca satap saal selelab lenadingg wanp: »stasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 gan sebalum
Penjualan dan atyek yang diteban) atau pembustan
dari sualy pulusan pengadilan sebagaimana
dimaksud dalzm ayat 2, pembari hak fagh slau
sebap orang yang memdki kepentingan gapat
melepaskan sural jamenan dengan jan membayar
penuh dan jumlah yvang dgamom, sasual sews guna
usana yang dibarikan gleh penenma hak tagih
berdasarkan Pasal B ayat 1 hured b ostay
diperlahkan berdasarkan Pasal B ayal 2 Dimana,
selelan teraimya wanprestasi lu, pemiayaran dan
Jumilah yang dgasman secata penuh cleh arang-
orang yang berkepentingan selain detiur orang
larsaul mengganikan hak ponenma ‘ak tagih

Heperilikan alau seap kepenlingas kin agagun
dari pemben hak @gih yang HeJ0h kitat penjutan

sesuai dengan Fasal 8 ayal 1 huru! b ataw heralit
sesual dergan ayal 1 atau avat 2 pasal su adalah
bebas dari selap tuntutan phak ain denga
mengutamakan sural pminan milk penerima hak
tagih sesual kelantuan Pazal 29

Pazal 10
Upaya-upaya pemulihan penjual bersyarat a‘au
pemberi sewa guna usaha

Apabila lesjadi wanpresiasi berdasarkan persiyuan

pangikalan hak alau berdasarkan persetyuan sewa

guna usaha sebagaimana cimaksud dalam Pasat 11

maka penjual bersyaral atay parnber sewn Quna usEha,

danpuat

{3l Dengan memperhatikan adanya pernyataar yaIng
dilakukan oleh suatu Migara Pesena berdasa: can
Pasal 54 mengakhin perseiuuan dan menguasa
alau mengendalikan sehap chyek wimg Lerkai
dengan persatujuan alay

[{a3] mangajukanpe:munnnankupanapeng-.mlan-..nrq,u
mencapalkean penelapan yang memberikan
kewmnangan alau parintah uniuk mesakukan salan
s dart tindakan-tndakan tersabu.
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Arli Wanprastasi

1. Durlitur aan kredeur dapat setiap wakio malakukiin
perseliuan secara lerulls mengenai penstwa-
prrsliva yang mensmbalkan suaty WnREsla s
alau peristiwa-penslva yang mengakibatkan
muncyinga tak-nak dan upays-upaya pamuinan
sabagaimira diatur dalam Pazal & sampai dengan
Fasal 10 dan Pasal 13

2 Dalam hal desilur dan keaditur berselisib,
“wangrestas” eluk lujuan dalam Pasal 8 sampan
Fasal 10 dan Fasal 13 boran susly wanprasiasi
¥ang pada  pokaoknya  mapcabut alau
menghilangkan hak yang olen kredil diharapkan
BOSLEI DB pOrEEluuan

Pasal 12
Upaya-upaya pemulinen tambahan

Seligp upayd-uvpaya pemuliban lameoahan ¥
addizinkan oheh hukum yarg bertaku jermasuk upaya-
upaya pemulihan yang disetuju oleh para pikak, dapat
diliksanakan senuch hal tarseto! fidak MENYITIEIn
dan katznluan-kelentuan wajib dari San e sehegaimana
chialur dalam Pasal 15

Fasal 13
Putusan sela menunggue putusan fetap

1 Dengan mempa:hankan PormyElaan yang oiousl
bercdisarkan Pasal 35, Segara Feserta menjantin
Bafwa kedilur yang mernbawa cusup bokl adanga
winprestas:dan debiyr dapal, samid manunggu
dikeliatannya putusan yang berkekyalan hukur:
I7tap alas tunlutannya dan sejauh debiter sefuu
akan nzl i, mendapatkan pulysan selE dan
perqadilan dalam salah sat atau lebih bantus
penatapan binkyt apabila keediur mamintany:

fay  perlindengan werhadap obyek dan nilainga

(b} penguasan, pergendaiian atiy DENDAWASAn
aras ooyek,

Vi larangan mamindahkan chyek dan

i menyews guna usahakan, stay, kecual
fermasui dalam hurul o) sampai hurg? (o),
pengrinlaan cbyek dan penghasdan yang
dihasilkannya

£, Dalam hal pemiuatan pulusan berdasarkan ayat

di atus, pergadilan dapat rembebankan JEEEIES!

RS




kiU fenenty yang Sanggep per unluk meindungi

arang yang memiiki kepentinganhak dalam hal

raditur

@ doalam metaksanakan pulusan yang
membenkan suam penetapan, Gagal uniuk
maakeanakan kewajtbannya kepada dabibu
berdasarkan Komvensi in atau Protoked;

{B) gagal untuk mengukuhkan untulannya, ok
Selurghnya atau sebagian, dalam putusan
akhir tuntutannya lersakbul,

3 Sebelum membuat putusan bardasarkan ayat 1,
pengadilan capm mewajibkan sdanya pemberi-
tahuan akan permahonan ity unluk diterikan
kepada seliap arang yang berkepenlingan

4 Twak ada dalam Pasal ini yorg mempangaruh
keberlakuan Pazal 8 ayal 3 atau membatas:
kelarsedan bentyk penatapas sniernal selain yang
diitur ditam ayar 1

Paszal 14
FParsyaratan prosedural

Dengan lnduk pada Pasal 54 ayal 2, sebap upaya
pemulhan yang desedakan dadam Bab ini diéaksanakan
Sesud dengan prasadur yang diwanbkan cleh huk o
dar lempal dimana upaya pemulinan lessebul
dilakzanakan

Pagal 15
Derogasi

Dakam kaannyy antara satu Sama Win, dua atau ket
pihak-pihax yang drwuk dalam Bab e dazat sehap
waklu. meldlur persetujuan secara leLlis, derogas
{mengasampingkany dar alay marubah akibal dar
selap Ketenlgn-k eleniuan ersetul o glas dalam dak
i kecual Pags! B ayat 3 sampai ayat & Pasat 5 ayal
Jdanayard Pasal 17 ayal 2 san 14

BARI'"
Sistem Pendaflaran Internazional

Pasal 16
Kantor Pondaftaran Inlermnaslenal

1 Sualw Hanlcr Pendaltaran |nbernagional dineatuk
GLANE Xa e g an
tal  Kepeatingan slermasional, kepenbagan
mernagional prosgekt! dan hak non-
konsensyal serla kepentingan  wor
konsensual vang dapat didaflarkan;
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bl pengafihen dan pengalihan prospeklil alas
Repentrgan- ke pantingan nternasiona:

=) perciehan kepemingan imlemasional secara
subrogasi baik berdasarkan hukum atou
berdasarkan penganjian meaurdt kelgnbean
hukum yang berlaku;

e, Qembéﬂmuaﬂamslmpcnﬁnganmuinnrﬂdan

{8)  =ubardinas kepentingan-kepentingan yang
dimaksud dalam huru!-huru! sebelumnya

Kantor Pendatlaran Internasicnal yang berbeda
dapat membual kalegon-kalegart yang berbada atas
niyek dan hak-nak terkl

Unluk wpean-tujuan Bab ini dam Bab V. istilah
“pendatiaran” lermasuk, apabila mungkin untuk
diterppkan, sebap pedubahan, perpanjangan alau
penghapusan pendafiaran

Pasal 1T
Lenbaga Pengawas dan Pencatat

Suaty Lembaga Pengawas dibentuk sebagaimana
diatur Jalam Profokal;
Lembi ga Pengawas hargs ;

(@ membeniuk alau mensiapkan pendican
Kantar Pendaltaran Indernasional;

bl mecuali dilentukan lain dalam Pratakol,
rrngangsal dan memiberhenbkan Pencatal.

fe}  memastikan bahwa hak-hak apapun yang
dipanukan yntuk pengoperasian Lambaga
Pendalftara= internasional yang efskif dan
herkesinaniungan apabdla leqad penggantan
I'encansl akan dibenkan kepada alas danal
dialibkan ke Pencatat vang baru,

i@l setelahberkonsullas: dengan Megars Peserta
mempual alaw menyalurse dan memasikn
Suhiat peraturan-Laraluran sesum dengan
Frciokol yang berkatan dengan operasi darn
kanlod Perdalaran intarnasional,

121 menciplakan prosedur adrinistras: dimana
pergaduan ferhadap hegalan Kanlor
Pendaliaran Inlernasanal dapal disampadan
kepada Bidan pengawas,

Nl mengawas Pendatlal dan kegiatan Kantor
Pardaltaran Inernasonal;

gl alas parmntaan Pencatal, membernikan
petunjuk. kepada Pencatal als hal yang
dianggap bak oleh Lembaga Fengawas,

il menyiapkan dan secara berkala maninjas
Sirukiur Bayie yang akan dibebankan atas jasa
dan fasilias dari Kanlor Pendaliaan
Inbrereasianal,

g1

it melakukan segata cara untuk memaslikan
bahwa sualy siglem Pendaitaran dengan
dasar adanya pembentshuan secara
elekironi'. yang elisien untuk melaksanakon
kews)ban-kewa|iban sesuar Jengan Konvens
ian Prolokoldan

I melaporkan secard berkala kepada negara
Peseria tentang pemanuhan kewaplannya
pergasarian Korvens ini dan Protokal

Lembaga Pengawas dapal mengikatkon oo, pada
saliap perselujuan yang dipeflukan uniuk
mgnplankan fungsinya, lermasuk seliap persa-
wjuan sebagairmana dimakses Pasal 27 ayat 3

Lermbaga Pergavwas merr ilik nak kepomrs ks atas
dala base dan arsip-arsp canicr Pendataran
Inemasicaal;

Percatal memasikan kegiatan Kantar Pandafaran
Inigrnasienal barlangsung secara ehigien dan
melaksanaka.. lungz sebagaimana ddugaskan
berdasarkan Konvensi in, Protokol dan peraturan-
paralwan

BAB W

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran

1
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Pasal 18
Syarat-syarat Pendafiaran

Protokol dan peraturan-peraturan Barss menns

ASyral-syaral, l2rmasuk Kniend antak pengiden-

IfikE5En obyek

[an wntuk mambarlasukan suslo pengaflaran
[yamg harws mencakon keeniuan enting
Trangmist glekbrons sebeluibnyg alas
persatujuan dan Sehaep orano yang
perslujuannya diperiusan mengt Fasal 200

15 whluh medkukan pencanzn dan menerhilkian
Dukbi Leruis alas pencanan, dan, lundub
kepadanya

2] wniuk memastikan kerahasiaan nfamas cae
dokumean-dosumen Kanlor Pendaftaar
Inlprnasional selan dan nlormas dan
dokyrnen yang ber=ailan dengan censallaran

Fencatat bdak memikk) sewapoas uniuk
merianyakan apakah persatuwsn untuk malakakin
pendafaran berdasarkan Pasal 20 nyala-nvala lelah
deésenkan alm: sah
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Oelem hal sualy kepentingan didaftar sebaga:
kepentingan inlermasional progpektif manad
kepenlingan rdemasanal, ik perly lagi odakikan
peroaltaran lebil lanjul dengan ketenivan banwa
pndaltaran tersebut riemilki informas yang cukup
unluk pendaltran sualy kepealingan intemasicag

Pencatal hares manata pendaftaran untuk didatir
ke dalam deta base Hantor Zesdallaran
Inlarnas il divs membustres rmuedah dican melswn
urulan waklu penefmizon, dan gokemen lersohu?
harus dicalal se50a1ENgGal L waklu persnrm:

Pratoke! dapat menetapkan Sahwa sualu Negara
Pesera bsa erizngnjUk S Ak kb badan dalan
walayahega 5abagan salah zai alag e b sk
dimana indormas yang diduluhkar unlipk
pendartan harys dikinmkan alau dapal disinirmkan
=epada kanlor pendafiasan inlemasonsl Suai
Hewara Pesera yang membuat perunjukan
SEMaEZanm udagat mannc syaral-syaral, oila ada,
untuk dipeauhi sebelusn ndormasi semacam it
dikwenkan ke kanlor pendaltaran Internasasaal

Fasal 19
Heabtaban dan wakiu pendaliaran

Sustu pendanaran sah apatila gilakukan mengo
Pagal 20

Suatu sencaliaran, bils sab, bares eagkap
difaksanakan selelah dimasuskannys nformas
yang dibulskkan ke dalam data hase Kanlor

Pendaltaran Inlernasanal agar daps! disan

Guale pendalizran hares gapal dicao doma

keneniagan ayal 4 alas pada saal

@ Kartor Pendattaran internasional okt
mamiidhiean tanca kepada pendattaran
lersebul Lerupa sualu namar deal e, dan

by nlarmas: pendaltaran, lermasus somes file
desimipaan dislam tentok yany wdak mudan
fusak gan capal Ciakses pada fanior
Pendillaran infernassns

Apabi suaty kepenlngan perama kanyg ddshar
setagar sualy kepenhingan inlemasional prospeklil
menjadi suatu Kepantingan silomasoral kg
RepEnlingan nlamiasenal du harus disnggap lalah
aweflar ek tangpal pendallaran kepenlngan
MURIMAsnngl prospeklid dengan ketentuan bahwa
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Pendaftaran tersebul difakukan segera sebelum
kapantingan internasional muncul sebagaimans
diatyr dalam Pasal 7

Ayal lerdahuly berlaky dengan perubahyn-
perubahan sepedunya, \emadap pendaftaran ams
Pengalihan prospekiil dari sualy kepentingan
mEErmaEsanil

Suaty panciatlasan harus dapat dican pada data
base Kanlor Pendaftaran Internasional sesuai
dengan knleria yang diatur malalui Protokgl.

Pasal 20
Persetuuan atas pendaftaran

Sualu kepontagan lemasonal suat kepenlirgan
Friemasaaial prosgakil stay sualu pengalinan ataw
pengahhan prospestd alas spatu kepantingan
internasssal dapal defafarkan, dan uga terhadap
Perubahan alau perpanangannya sebelum masa
Eeberlakuannya habis, oleh $alah say pihak atas
cerselujuan dan gdak lain

Suberdinas: dan sualu Kepentingan inlernasional
ke kepentingan wiermasional @n dapal didafarkan
ceh alaw metalui persetujuan secara teruls dan
arang yang kepaniingannya telan di-suberdnasikan
pada setiap saar

Sualy pendafiaran dapal dibapus olah g melalu
PErsotuuan lemuss dan salu pihax yang mestapat
manizl dannys

Perolehan dan suatu kepenungan Islamasanal
berdasarkan hukum atau berdasarsan perjanjian
Submogas dapal dtaltarkan olen penonma bak
sUBrgas

Sudlu hak non-kensensual ataw epentingan nan-
monsensual dapat dadafkarckan okeh Pamegangnya

Sualy pemboritanuan atas sualu kepentingan
fasicnal dazal delaftarkan clen pemagangnys

Pasal 21
langka wakiu pendattaran

Pendstar:n atis suaty kepenlingan inlemasianal iotag
bertasn sampas dihapuskan atau sampa; hatusaya
jangka wakiu yang diletapkan dalam pendaftaran.

Pasal 22
Pencarian

1. Seuap arang dapat dengan cara sebagaimana
diictapkan melalyi Protokal dan peraiuran-
perman membual slau memchon sty pancan an
melalu sarana elikironis terhadap Kanlor
Pendaflaran Internasional menganal kepentingan
iau kepeningan internasonal prospakiit yang
didafarkan didalamermg,

2 Eelelan mendapatker permintaan akan hat
iersetul Pencatat, dengan cara sebagaimana dialur
dalam Protokal dan peraluran-paaiurannya, harus
mengeluarkan bukli teriuns pancarian metalui
sarang ehektronik bev:ailan cengan obyak
Al yang manyebulkan seluruh informasi yang
didatar didalamnya bersama dengan
renyebuian langgal dan wakly pendataran
indormads lersabul; alag

& yang menyabutkan bahwa tizak terdapal
informias: yang barkenasn dengan hal it di
Fanlor Pendaltaran Internasonal

P

Suaty Suxh tertulis pencanan ing disaiwarkan
Eerdasakan ayal terdahuly hans masgmddgssan
e eredit yang disebutkan di dalam infoamas:
sandalwaran lelah me.peraleh alaw berkeingman
Lotuk memperaleh kegentingan micrnasional atas
obyek tetap idak harus mengodikassan apa yang
elafiar adalah sudlu kepenungan mtemasional atau
sapenkngan inteinasianal prospexil,. meskipun
apa'a nal i dapai dipastikan melzlu infarmas:
peendafiaran yang relean

Pagal 23
Caftar pernyataan ... bersambung

PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
[KONVENS] TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIOMAL DALAM PERALATAN BERGERAK)
BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN
MOBILE EQUIFMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIR CRAET EQUIPMENT
(FROTOROL PADA HONVENS! TENTANG KEPEMTINGAN INTERNASICONAL DALAM
PERALATAN BERGERAK. MENGEMAI MASALAH-MASALAH KHUSUS
PADA PERALATAN PESAWAT UDARA}

‘Paraturan Presiden Republic Indonesia Nemar & Tahun 2007 tanggal 20 Pebruari 2007)

[Sambungan WPJ Homar ! 2661/Salasa, 24 April 2007)

Pasal 21
Daftar pernyataan dan hak non-konsensual
atau kepantingan non-konsensual
yang dinyatakan

Pencatat harus rameihgra sualu daltar perpalan
poenyataan penaskan dan pernyataan dae
penafnkan dan katqgorl-kategnn hak ron.
konsenseal atau kepeningan non-konsensJgal yang
disampakan kepagz Pencala! oleh Lembaga
Penyimpan setelah divyatakan cleh Megara Pesera
sesuai dengan Pazal 39 dan 40 dan tang jal dan
pernyalaan lersebsl alau penarikan Daflar oy
dicalbil dan dapal dilakukan pencanan bendasarkan
nama dan Megara yang melakukan gernyalazn dan
dibual dapal diakses cleh grang yang merminia
informasi sebagaimana diale dalam Proickc dan
EErEUT M -peraluran

Pasal 24
Hilai pembuktian dari bukli tertulis

Suaty dokumen dalun bentuk yang ciatur oleh
przgluran-poratuzan yang Smak sadkan setbagal
suatu Lukl lerubs yang dikeluarkan olen Kanior
Pendaftaran Infernas:cnal merupakan bukh yang
SEMPUrG

tal bahwa DUkt bemule oy elah dderbitkan dan
(&) dari lakla yang terdaflar di calamaya leimasuk

langgal dan wakie pesdaliaran

Pasal 25
Penghapusan dari pendaftaran

T Cemana mewipihan vang dgamin mesiale
kepenlingan jarminan yang didaftarkan atau
kewdjiban-kawajoan yang memnmbulkan hak
alau hepl.-nllr'r;pm non-Eonsensual g Eerdalian

Wara Penmdang-pndrngan Mo PEERMams, 25-04-2007

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

telah dihzpuskan, alay dimana pirsyaratan
pengalinen atas hak berdasarkan penanjan
pencadangan a'ss hak erdaltar falah dipenuk
seEmagang dan kepentingan samacam luw, lanea
menynda-nunda mendapatkan penghiapusim @an
pendaltaran selclsh mendapatsan lunlutan teiulbs
dari dehitur yang disampaikan pada atau ddenma
pada alamatnya scbagaimana ferlera dalam
pendaflaran

[Dimana suatu kapantingan nlerrasonal prospekdlif
Alau pendgatnan prospakil alas sualu kepe alingan
inlernasional lelah didaltiackan, kb odifur yang
dimaksud alaw penerima pengalinan yang
dimaksud, tanpa menunda-nunda, mendagatkan
penghapusan dan pencatatan seletah funilan
lertulis gan cebitur yang dimaksud ataw pemben
pengalihan yang dimaksud yang didoriman pada
atau dilanma pada alamdalny sebagaimana tersri
dalam pesdisltaran spholom kreditlr algu pensnns
pengalhan yang drmaksud ledah rmpmbenkan mia
alau meambparikan swvaly komalmen uniygk
membenkan mla

Chimana kewapban yang digarein aleh sl
kepanirgan nasinnal yang oisebutkan dalam
pemberitanuan lerdaliar dan sualy merpanlingan
rasional lelah dihapuskan pemegang dan
kepantingan semacam iy, Janps menundd-nunda
mendapathan penghapusan din peadaflaman
setelab lunlulan lerigbs dan debiur dikinmkan
padd ala dilgnma pada alamatngs sebagamana
lerlera da‘am pendadtar

Dirmana sueatu pendaltaran hdak seharusnya lelab
wbuat atau salah, seteocang yang unluk kewntungan-
ey piereda b an dilakukan, arsa menunda-nunca
merdapatkan pengrapusan aiau percbansn alas
peadaltaran du selelan tuntutan ledulis dan aebilus
dikinimikan pada ataw filerncna pada alamaloya
sebagamana lerlera dalam gendaltasan



Pasal 28
Akses lerhadap Fasilitas pendaiftaran
infernasional

Tidak SEOraAngpun ﬂllltluﬁ.gi wnluk MEngasses
pendattaran dan lasilitas pencarian darn Kanlor
Pandaftaran Internasional a1as alasan apapun secual
dalam hal ia tidak depat memenub: prosedur
sefrgaimana disyaralkan datam Bab ini.

BaB Vi
Hak:hak istimowa dan kekebalan
dari Badan Pengawas dan Pencatal

Pasal 27
Personailas hukum; kekebalan

1. Badan Pengawas mamidliki personabilas hukum
internasional dalam hal ia belum menmriik
prrsonalnas semacam ik

2  Badam Fengawas dan pejabal-péabatngs $an
pamaianya menikmati kekebalan dan hukurm dan
proses admancirabl sebagaimana diater dalam
Frotokol

3 (a0 Badan Pengawas akan  menkmal

pangeroualian dan pajak dan hak-nak. sshimewa
L macam ity sl;rh;lgajman.'l deatur dalpm
perjanjian dengan MNagara tuan rymah

ol Derme tuguean Eyat v, "Heoar uan mmah” ke an
Mg drnans Badan Pongieas beida

4 Asal-asel, dokuemen-gokumen dala pase sera
arsip-arsq dan Karior Pengalaran Intemasenal
Idak dapar dituntut dan kebal ernadap senyitaan
alaw proses bukum alay proses agmimnsiralil
lainnya

4 Dermt hopuan tuntutan lerhadap Pencatat
berdasarkan Fasal 26 ayal {1) atau Pasal 44, pnak,
penuntul cartgk untek mendapalkan inlormas can
dokumen-dokumen yang digerdukan bag: pirak
ponuniul uniuk mensguitkan lundannyg:s

B Badan pengaeas dapal mislepaskan hak stimawa
untuk dak dituntul dan kekeoalan sabagaimana
miberkan Salam ayat 4

BAB VI
Tanggung Jawab Pencatal

Pazal ZB
Tanggung Jawab dan Jaminen kouangan

1 Pencalat berangpgungaswab unluk membayar gant
fuge At keregan yang diderita oleh seseorang

Wi Feruretingundangan So 28823 Fams 26-04. 2007

SeCars langsu g akibat kesalahan atau ndak
dilakukannya suatlu bndakan oigh pencalat dan
pejabat- pejabatnya serta pagawainya alau akinal
mErusakan sulerm pendalaran imemasonal kecwa
dalzm hal kerusakan disebabkan oken kejadian yang
sifalmya tfak dapal dielakkan dan tidak dapat
dicegah, yang ti.ak dapat dihalangi dengan Uncakan
terbak yang digunakan gi bidang rancang bangun
dan operas Fendataran elakirond_ termasuk nal-
hal yang lerkail dangan (back wp) dan sslem
kgarnanan Serta janngan

Fencatat lidak bertanggung jewak alas nal-hal
vang chatur waiam ayal lerdahuly akibat
matidaka=uratan fakla oan informas pandallaran
yang ditesima aliu drinmkan glel Pencsatat
dalam bentuk sebagaimana Pancatal menerma
inflormas fersebul ataupun Pencatat alau
pejabat-pejabal serla pegawainya lidak
beranggung [@wab akibal tindakan atau keadaan
yang himbwl sebelum ditormanya infarmas
peadaltatan pada kanior Pendaltaran nterna-
tional.

Kampensas merud ayat 1 dapal dikusinge seaun
orang yang mendarta kerugan menyebabkan
alaupun el andil datam Kamegian 1@rsetul
Pencatal wajib mendapatkan asuransi ataupun
garans: kegangan yang mehndungs tanggung
sawabnya sobagamana diatur dalam Pasal
sejaun hat o ditentukan oleh Badan Pengawig
Hesud dengan Frolokal

BAEB W
Akibat dan kepenlingan infernasional
terhadap pihah hetiga

Pasal 29
Prioritar wrutan kepantingan

Fasaty kepenhagan yand erdafar memiliks prontas

fermadap semua sepanlingan in yang ddaliar

salElahngi dan juga lernacap kepaniingan yang

lidak ieradaltar

Friznlas dari wepantingan yang disebsl pahng awe

oAty beckisku

(@) maskipun apabila kepantingan yang tisabul
jaslivay il h 3LES dhperabel alau dulatarar
gengan pangelahuan yang aktuas atas
ke hrgin -k EpERlIngan yang e dan

i} meskipun dangan mamperhatikan mia
{kawapnan) yang dibenkan oleh pomegang
kenenungan yang disebul paling awal di atas
dengan adanya pangelanuan seper disebul
i lag

g2

3. Pembali suale chyek memperolan kependngan-

ny@ Bras oby % dalam hal

(a] lerganiung pada swaly kepanling an yang
swdah didaftarkan pada saat pergambil-
alihan dari kepentingan tersetyl: dan

i} bebas dan suale kepentingan yang tidak
didallaskan meskipun Secara pengelahuan
aklual d ketahui adanys kepentingan
SEMACAT U

4. Pembel bersearal atau penerima sews guna

usahg mempa aleh kepenlingannya atas alaw

terhadap objek tersebul

b lerganiung pada sualy kagentingan ¥ang
telat terdaftar sebelum pendailaran dai
kepanbingan Internasional yang dipegang
cleh penjual bersyaral atay pemien sewa
guna wiaha, gan

(b bebas dau suatu kepentingan yang belurn
ferdaflar pada sasl ity massipun secarz
peEngetatiuen axtual diketahu adanya
kepenlingan semacam iy

5  Pnortas dan urutan kepantingan-kepentingan

alau hak-hak berdasarkan pasal im dapat
beraneka ragn berdasarkan persotyjuan anlar
pemegang dar kepgnlingan-kepe 1lingan
lersebul. tetap: panenma pengalinan darn suasy
kepontingan yang besada dalam urufan bawah
tiduk terfika® dalam  perselujuan yang
menyéhankan kegentingan menjadi beraca dalam
wrutan oawah kecudh pada sasl pengathan.
kepentingan subordirasi tersebul l=lah
didd#Narkan be xanlan dengan persetupsin dy

Selap prontas yang diberdkan clen Fasal o alas
Sualy kepenbingan calam sualy obyak beraku
[wga kerhadap pendapatan

Bonrierisi i

1a) bdak e pangarutn hak-nak ses EOrENG
=i ads, seatu benda, kecuali lerhadap
obyek, ya g dimiliki sebelum dipasang pada
chyek apibia berdasarkan katenluan 1y, &um
ribng Letlak u hak-hak eesebul terus bergky
selelah peasangan; dan

i) hdak renshalangl penc siaan sualu hak atis
SuBlu Dediia, 50120 &0 abyek, yang telah
ferleDin danulu digassng atas obyoes yang
AR menyeut Kelentuin hukum yang etk
hak-hak lersebut diakw

Warta Perundang-oidangan &N 266 2Mamis, 26-0d4-7007
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FPasal 30
Akibat dari insolvens|

Dalam acara insolvensi terhadap debitur dar

sualy kepenlingan internasional adalah bailaky

dpabila schelum berjalannya acara insclons

Eepentingan lersebul telah didaftarkan sosual

dengan Kanvensi ini.

Fazal ini tidak menghatans keberlakuan suaty

kepontingan inkerrasicnal dalam acara insaivens:

dimana kepentingan lersebut perlgky menurut

ketentuan hukum yang berlaku

Fasal i tidak peraky

fa) lerhadap suhap kelestuan hukum yang
boelaky dalan: acara nsalvens berkenaan
dengan penghindaras ransaks atas dasar
keutamasn atay pengahhar secara
miglzaan hukum aleh kregilur, 3rEu

bl lerhadap seliap kelentuan prosedural ber.
kadan dendan pelaksanaan hak alas suale
kg mulikan yang berada di bawal keadal
AU PENGAWAEEN CENGUIUS INSolVans:

BAB IX
Pengalihan dari hak-hak terkait dan

kapentingan internasienal; hak-hak subrogasi

1

Pasal 11
Akibat dari pengalihan

Hecuall misatuje fan alizh parg gbak, &0 2t

pergakhan hak yang dilaku=an sagem Foasa 32

uGd mengalinkan rai-hal enkat sepada

pnerima sengalihan

18] Kepentingan mbernasons yang leckal, dan

(B sernes Kepentingan dan pronilas dan pam.
ben pengaliban berdas arkan Konvensi ing

Fomyensim Lidak menghalang) pergaichan
sebagiin alas hak-nak terkan pomoern
pengainan Dalam hal pangalian sebagsn
pemipen pergahnan doan perenma pengalinan
dapal mesyelujul mengens hak-hak mareks
sehunaumgan dengan kepeningan internas:ona
terkal vang dahbkan manooot ayat tordanlu
ramun ndak dagal mengkat detetur tanpa
perselujuannya

Dhrngan tunduk pada ayat 4, Sk yang baraka
menenlukdan pemsthelaan aan hak-nak uniuk
menumaakan Eewapian yang doivalikn detatur
“erhadap penanma pengalihan




4. Debilur dapat setiap saat melalui persefuan
secary lerulis melepaskan semua pembotaan dan
hak-nak uniuk menjumpakan kewajiban sebagai-
mana demaksud dalam ayat sehelumnya selain
pembelaan yang muncul akibal tndakan makmwan
hukum yang diakukan cieh penerima pergalihan

5. Dalam hal pengalihan ditakukan dengan &
penjamnan, hak-hak terkait yang dakhkan kembah
kEQMED prmbar pengalian, semubh hak-nak terko
terzobut masih fudup, ketka kewajiban yang diamen
melahs pangaihan telan dibebaskan,

Pasal 32
Perzyaratan formal pengalihan

V. Sualy pengakhan dari hak-hak terkait
mengakhkan kapeningan imermasional terkag
hanya apakula pengalinan it
(2] Dibuat secara terfuls;

(0] Menyebabkan hak-hak terkail dapo
didentilikasi perdasarkan pasanjan
muandasari timbulnya hak-hak tersebul; gan

{c)  dalarm hal pengalihan dilakukan dengan cars
penjaminan_ menyebabkan kewajiban yang
dyarmin oleh pengalihan ditentukan sesua
Proeakel Lnpa party menypebatkan jumnlah atay
N maksimurm dad jumkah yang dijarmn

2 Gudu pengalinan dan suste kepenhngan
intereasional yang dibenies alay dicenkan
melalus suatu pessetujuan jamnan tidaklah sah
kecual sebagaar atad 3émupa hak-nak lerkat
Juga turyt dialihkan

3 Konvensiw bdak berlaky lernadap pengahhan dan
hak-hak lerkait yang bdak memenuh syaral
penpalinaﬁ kEpunllngan |r\ltEI.'Ia'5||:||"|aH|::|'I:.;|ﬂ_

Pasal 33
Kowajiban debitur terhadap penarima
pengalihan

T Sejouh hak-hak ferkait dan kepentingan
mernagicnal lorkal lelah diglinkan sos5uai
dengan Fasal 3% dan 22, debiiwr yang terkan
dengan hak dan kepentingan tersohul terikal
olen pengalifat tersebul dan mempenyan
kewajiban unluk melakukan pembayaran alau
milakukan Kewajban lainnya terhadap
panenma pesgahhan, namuen hanya apabila
la] detntur lalah diberkan pemberilahuan

pemgahhan secara terulis alen algy
herdasarkan kewanangan yang dibarikan
oleh pamoen pengalhan.dan

Warta Farundang undangan Mo, 2662Hamis 26.04- 2007

(b} pembertahuan tersebul mengsdentifikas:
hak-hak terkail

2. Terlepas darc alasan lain yang mana pembayaras
alau pelaksanaan Xewajiban debitur yang
membebaskan debilur dari tanggung [awal,
pembayaran atau pelaksanaan dari kewajiban
efakid untuk tujuan ini apabila dilakukan sesuai
dengan ayal ierdahulu

3. Pasal mi tidak menghalangi proritas dari
pengalihan yang berurutan

Pasal 14
Usulan pemulinan berkaitan dengan pangallban
berdasarkan penjaminan

Calam hal tarjadi wanprestas) oleh pemberr
pengahhan bardasarkan pengalinan hak terkait dan
kepentingan miernasional tarkas diruat dangan cara
penaminan, Pasal 8.5 dan 1Y sampa 14 berlaky
dalam hubyngannya anlara pember pengalihan dan
penerima pengabhan {dan, berkaitan dengan hak
lerkail, bertazy sejauh ketentuan-ketentuan ile dagat
dibertakukan lerhadap benda lidak berwujud) seclah
pedoman

{3l terhadap kewajiban besaaminan dan sural jamenan
yang menmpakan juga pedoman bagi kewijiban
vang dyarmn malalu pengalihan hak lerkail dan
capenhingan migrnational lerkait dan surat
Aaminan yang optakan malaiue gengalinan
larsebul,

{b} terhadap hak peERenma sk unlux menagh atau
krpdilur 2an pihak pemben hak unlek managih
3la debslyr monad) pedoman Dage peneerema
wngaknan dan pemben pengabhan,

icy terktadap pemegang kepentingan inlernasmanal
menad 24goman bagl penanma pangalinan, dan

d) terrrdac obyek menjadi popdoman bagi hak-nok
teerk il d kepentingan mternasional lerkait yann
dialikan

Pasal 35
Fraritas pengalihan yang boeruruta-

1 Dalaes hal erdapa) pergadhan yang berurotan daen
fial ler<ar gan paling hidak Satiu oz pengalharn
rerhEbul lefmasuk kegentingan tlernasanal
‘erkinl dan telah dwlaltarkan, maka kelentuan
Mazal 29 dilerapkan seolah gedoman bag
kepentingan lerdaltar yang merupakan juga
peduman bag suziu pengalihan dan hal terkal
dan kepenlngan terdafar leskail serta sealah
pe doman lerhadap suaiu kepenlingan lerdaitar

=]

Aty tdak terdafiar yang menpakan juga pedoman
bapi pengalinan yarg terdafiar Mau ldak teesaltar
2 Pasa:mmmmmantanadanpeng.ﬁiha.:hammml
sedlah pedeman kepada sualy kepentingan
inlyrnasional merupakan juga pegoman piada hak
larkait dan koganlingan intemasional ferkait

Fagsal 34
Prloritas penerima pengalihan berkaltan
dangan hak {erkait

U Penprima pengalihan hak terkd dan kepantingan
Imernasional erkad yang pangalihannya lalsn
didatlarkan hanya memilian prignts berdasarkan
Pasal 15 ayat (1) alas penerima peogalinan ain
dar hak tersebut
(@) apatsa peranjian yang menim zulkan has

" tarkait menyebutkan bahwa hak tersebut
dgamin oleh atoy ierkail dengan obyek; dan
fol  sejauh hak tarkad berkadilan dengan abyok

2 Untuk kepenuan sub-paragraf (b} pody paragraf
sebelurmnya, hak terkait berkaitan dengan sl
abyek hanya sejauh hak tersebul malipali has
wituk mandapatkan pembayaran st pemenuhan
kewajiben yang bersaitan dengan
(& sualu jumilab yang ¢ibagar deoneka dan

digunakan uniuk paminelan soyek,

2] suatw jumilah yang dibayar & moka dan
dhigunakan unluk pembelan ohyek ln dimia
pemben pengabhan menm ik krp:nhnga.—
inbergsional lain apabil pemben pergainz
Mengaihikan kasenhngan lersebul keparda
peneima pengalban dan peagahban lerse b
lekan ddaharken,

(e} harga yang harys dibayackan atas obiyes,

(dy haga sewa yang harus dibayarks i ksrsailan
dengan obyek atau

(B8] Rewnjban-kewapban lain yang wmtai dan
Sudlu lransa=siyang gisebulvan dalam seliap
Sub-paragral gebalurmnya

3 Datam k2adaan lainprioras dan gengaliban yand
berundan dan suatu hak terkait akan diteniu<an
berdasakan hukum pang berlaky

Pasal 17
Aklbat dari insolvansinga pemberi prngalitian

Ketentuan Pasal 30 berlaka dalam acar malvens:
lerhadap pemben pengaihan seoki pecomar, lertadup
debitur merupekan peooman ethjadap pemcern
pangalinan

Warta Perundangunaangan No 2663Hamia, 25-04. 2007

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

Pazal 38
Subrogasi

1. Dongan tenduk pada pyat 2, Komvensi ini bdak
mempengarchi peroichan hak-hak tarkaic dan
kepeniingan internasional berkail PENG Muncul
BRibal subrogasi menunt hikgm ataupun manuns
perjanan subrogas berdasarkan kotentuan Rokum
yang caniaku

2 Priortas antara setiap kepantingan yang ada padu
Ayl sebalumnga dan kegenungan yang berurutan
dagzal berbeda menurst persetujuan yang dicual
BECAMA terlulis antars pomegang dani masog-
masing kepentingan-kapeingan larsabul, namn
PRl DERGELNIT dan sualu kopanbingan yang
berada dalam vratan bawah udak terxal oloh
persaiujuan unlug mensmpatkan kepéntingan
tersebul dalam urutan bawan kecuall pada sant
pengalihan sualy penemzaten pada ungtan bawah
beiah didattzrkan berkaitan gengan perssluan
lersebut

BAB X
Hak atau kepentingan Berdasarkan
pernyataan Megara Peseria

Pagal 59
Hak-hak yang diprioritaskan tanpa Peadaltaran

1 Buatw Megara Pesera dapal sotiap wakia, dalam
Rermyalaan vang ddmpan paga Perpmpan dian
Froloxal menyaiakan, secora umunm iGN
SECErg Knusus
1a) dpa yang dikategonkan sebaga hax aiad
kepenungan non-konsensual (selain suai
hake alaw kepantingan yang be Gisky menur
Fasal a0) yang menual hukum Migiar s
lerigbat memilik pronlas atas kEpentingEn
drdalam obypek oalam ndai yang sebandag
dengan yang dumisa aleh PEFEgANG
mopenbngan ntcrnasonal yang lescalior dan
rang nemilikl pronlas atas kepesbngsn
internasonal yang lerdaltar, baik di dalam
maEUpun i keir aeara nsalvenss, dgn

181 Konwans i idas FAMpEngaru fgk gan
Megara atau badan Megam, organisas: anla:
pRmEnnLan wiau par gped-a jasa lvganan urmn
swilhla unluk menangrap alaw menahsn
cbyek bergasarkan kukom gan Negara it
uniluk maznbiayan sudiu pmialh yang leshurzmg
lerhadap Dadan. croanisass akiu ponyeds s
TerERbut yang bevkaitan langsung dengan @sa
yang bariubungan dengan ebyek tersebut
MBI dengan chyak l2inng




2 Suaw pemyataan yang dibual berdasarkan ayat
sebalumnya apat menegaskan cakupan kalegar-
kategon yang dibuat setelah penyimpanan dani
pamyatasn larsebuf.

3. Suatu hak ataw kepentingan non-konsensual
memiliki prioritas atas suatu kapeatingan
internassonal hanya apabila kalagori hak atau
kepantingan non-konsenswal tercakup dalam
permnyalaan telah disimpan seseleom Pendafaran
kepentingan mternasicnal tersebut

4 Tanpa mengenyampingkan ayal sebelumnyga,
suaty Negara Peserta dapal, pada saal rathikas:,
penermmaan, pengesahan alau aksesi lerhaoap
Prodokol, menyiakan batwa nak atau kepentngan
sudtu kategon yang tercakup dalam suatu
permyataan yang cibuan berdisarkan hurud [a) dan
ayat 1 akan memilikl pricritas atas kepenlingan
nkgernasional yang lelsh lerdattar sebelum langgal
ranfikas, penerimaan, pengesahan Jlau aksesi
lergabal

Pasal 40
Hak ataw kepentlngan nen-kensensual
yang dapat didaftarkan

Suatu Negara Peserta dapat setiap wakbu dalam
suaty parnyalaan yang disimpan pada Penyimpan
Projoke! menyusun kategore-kalegon dar hak atauw
kagentinrgan non-konsensual yang dagal daaftacksn
Dereasas kan Konyens: i berkenaan dengan kalagaon
Aapapun 0o abyar sealah hak atau kepanting an il
adalah swaly kepanlingan rternasional dan akan
diperiak kan sedermkman Pernyataan semacam iy
dapal divban dan waklu ke wakiy

BAB Xi
Pembarlakuan Konvensi Kepada penjualan

Pasal 41
Penjuilan dan penjualan prospektll

Fonvens o berlaku terhadap penjualan ataug n
penualan prospekll Gias sualu obyek sebagaimana
digtur o davam Prolgko! Derihut perubahan-
perubakan yang diatur didalamnya

BABR XN
Yurksdiksi

Pasal 42
Fillhan Foarum

1. Dengan wunauk pada Pasal 41 dan 44, panga. 4lan
darn sualu Negara Peseria yang depilin oieh pam
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Btk dalam susAlU ransaked ng e ik
perkailan dengs™" VRP WALL, o0 o i kan
berdasarkan KeM™VENS] Il Bay g e bt
memiliki hupur'930 GEAGAN o e
dengan lransa K51 MAUPUA Gy T e
tarsebut berlaf®Y FECD B e i
ditentukan lain c?eh para pinak

Setiap persetyjf/an SEMATAM oo 0b dibua
recara lertulis ait disopakati ok
yang sesuan defN3a0 PEISYAN,. L jnemal dari
hiikum tempat fE27 yang digs),

FPagal 4]

Yurisdikgj Perdasarkan k

asal 11

Por jadian darn r“""‘l ﬂri'_;‘nserla?nnq dipilih alah
para pihak gan fETIAAIAN AN o B
pata suatu wHIa'r'uh “imana obyek berada
mernilikn gurisdipts! untuk mem, L pulugan
salz berdasarka ® PEE3 132y 0
dan "azal 13 aydt 4 berkaila ditnnan ohyak
Targebu

Yunsdiks gl membenka oo s caig
betasarkan PasAl 13 3F8LT S0 o o ilean
sela lunnya bed 258MRaN Fasal, 5 ayal 4 dapat
dlaaukan baik ufE'h

ial pengadilan y@nd dipin e b ara phak atau

0 pengadilan I:’arI Hegars pu!":r'm mta walayah
dimana depfld’ DEEDE, me

- ngingal puiusan
sela oy pETSASATRAN ko o yang

mendasann "'3- h:lnga da'fﬂ dilaksanakan
paae wdayal dan Megara By,

Sualy pangadilan ngrriliha :"u"‘;uh:: barmdazarkan
pal setgiurmmyd MESKDUR By 0o i
gan twuntulan sgPRGRMANA dip oo o
Pasal 13 ayar 1 300 1_{"”“" Baam pengadilan
dan Negara DedT 1 B0 B My e

Pasal 44

Yurisdiksi unluk d"P"mh”:“tp‘”i’-uh terhadap
ercata

Fengadilan g MR RITO0 o) Pancatal
el gurisde 30FONE DETSIE b
mengatubkan de 198 9NN NG e niiusan
terhasan |J|_-n{:.a|..,"“'

Daiam nal sesna 200 B30AUNL
tuntutan yang girda BErdasarks oo et
orang lersebut lett" NOAR 3Gy dana
diketemuican gn ™k UIMEN PRI o an dar
pemonniah pang SHU terhad Wik
kannya untek ot SPIRTRER § oo n dar

(=24}

pandafiaran, pengadian yang dimaksud dalam
sabelumnya memilik yuiisdiksd secara gkshesd
B0E parmechonan dan dibiter alau yang bemaksud
manjadi dapdur, unluk membudl sualu pulesan
ditujukan kepada Pencatat memernintahxan
Pancalat uniuk rielapaskan pendaftaran

3 Apabila sesecrang gagal untuk memalube Sugiu
putugan pengadiling yang mamiliki yusisdiks
berdasarkan Honvens: i atau dalam oal
kegantingan nawional, sualy pennlah garn
pengadilan yang memiEi yansdiks: yang cukup
mngyanalkan ofang lefsehul unluk mendapatkan
perubahan ataw pelepasan dan pendallaran
pengadilan sebagmmana dimaksud pada ayat 1
dapal memarnntahkan Peraatsl uaniuk mekikkan
langkah-langkan untuk meangefaktifk an panntan
ftersebul.

4. Kacual dilgntukan tun oleh ayal-ayat scbelumnys,
pangadilan manapun tidek dapal membust pannlan
atau pursan alau pErEiLian yang maregikan atau
mengunlungkan yang manrgikal Pencalat

Pasal 45
Yurisdiksi herkaitan dengan acara insolvensi

Eeteniuan-keleniuan dae SBab o tdak berlako bags
acara insolyansi

BAB Xl
Kaitan dengan konvensi-konvens: lain

Pasal 45
Kaitan dengan Konvensi Perserikalan Bangsa-
Bangsa mengenai Pengaithis Tagihan dalam
Pordagangan Internasloral

Konvens: ini leld ama dan Kgnvens Persenkalan
Bangsa-Bangsa mengani Fergaknan Tagihan gelar
Ferdagangan Inernasional, yann dibuka untuk
ditandalangani o Mew Yor v pads isngge’ 12 Desemos:
2001, sepanpang Derkdmlan dengan pengalinan dar
tagihan YanNg Merupakan nak atad kegenlingan yang
berkadan deﬂgarl. kooanh bk miornass ek pada
otvek pesawsl udara bend vak ch atas reliral
wiry T0ING S10CH) DG B5E1-3521 Uang angkasa

Fasal 46
Kaitan dengan Konvensi UNIDROIT tentang
Sewa Guna Usaha Internasional

Frolokol dapat menentukan nubungan anlkara konvensi
ikl dengaﬂ kanwens: UNIDRCGT :.:!1|-i|.l!';J Bewa Guna

Wraeta Ferundieg-eedivega: Mo 28620 anes, 26-04-2007

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

Wsaha Internasional, yang d:lal:du:u“g;mi di DOHawa
pada fanggal £6 Meay 1955

BAB XV
Hetentuan Penulup

Fasal 47
Penancatangan, ratilikasi, penerimaan,
porseiujule dlau aksosi

1 Konvensom dianda@angan de Cape Town gana
larggal 16 Nowemiber 2001 aoh negara-negara yang
berparlisipas o Koslerens Diplamalik uniok
Mengaoops Konveny tenlang Per:'atan Hemgeak
dan Protoko! Pesawal Liderayensg dinoakan ¢ Capa
Town sejak 25 Dkleaer sampa 145 Movemoers 2001
Setelah 15 Novembar 2001 Keavens mi lerbuka
Dag semus MNegara unlus dilandatangan o santon
Fusal Insulut inlernzasionay uniuk Uedikasz Hukum
Pertita [UNIDHOIT) o Koma sampar Konwvens s
mulz berlaky seca efesld menurut FPasal 4o,

2 Hpnvensim mengkal blamang geailiki, dilenma

Alau disankian oln negars vang mEnandatsaganm

Soehap regara yang vdak menandalangan komens

e dapdt bl S sete powakiu

4. Hauhkasi pongrmaan, pengesatin atau skses
Danzky padta saal dienpannya nsliamen fzrmal
dimaksud o Femysmpan

e

Pasal 48
Organi;asi Kesaluan Ekonemi Regicnal

]

vzl Chgamisas £esatuan Ssoncmy H 3
ity GideRan aleh neqara-negara yang oerauial
dan mamilik Eampatens daam masaial edeniu
digtwr  calam =onvens am dapal juga
menandalangan, menarama, mengesahkan &t
Rt Bl Selnm Konvensim Dalam bul aeseisol
Orgamisas Kesaluan Ekoner Regional maimle
nak dan kewapban sebags Bogars Pesena, segah
Grgamsas lerse et marui komeslsna lerhaag
ha=ral yang dalur dalam konyensiim Cizlarm ha
pra Pesedla wongansh o releean,
ik
Mega'a Pespia menmnoal
Tin Juga rmesepakan Megara

jwmlain M
Qrgars
dilnlung =ela;
anggoula argarns
Paserly

& Oraamgig Kesatuan Ekcncrs Regional, peo s ses
penandalangan pencrmagn, pengesaban atau
akseg drwapbkan mes B RV BRI L ]
FENYIMEIN MENERLZAN MIENGENal RawEnangan
#pa saja senuaungan dengan hal-hal yang dizle:

3
z
Ly
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dalam komensyang talah dilimpahikan cleh negara-
negara anggotanya kepada Oganisasl, Crgansas
Hesahan Ekonomi Regional wajb memberitahukan
kapada Panyimpan sellap perubahan terhadap
pendistribus:an keswonangan tersebut, termasuk
pelimpahan kawesnangan yang baru, yanpg
dipelaskan di dalam parmyataan di bawah ayat in
Sellap pedoman mengenai Megara peserta atau
Megara-negara Pesena ataw Negara yang menjadi
pihak atau Megara-negars yang menjadi pard pinak
di dalam konvensi ini berlaku sama kepada
Orgamisasi Kesaluan Exonami Regional jika
kanleksnya menaniukan damikian

Pasal 45
Tanggal Heberlakuan

Konvensi inl beraku pade han peramd pada bulan

selilah berakhrnya masa 3 bulan setelah langgal

penyimganan instrument ka3lga dan ralilikosi

péngfimaan, pangasahan alau aksesi, namun

hanya mengenal kategori alas obyek drmang

proiokot Beslaku

o] sejak Prolokol lersebul banaky;

o) tuncuk pada ketenfupf-skelenfuan dan
Frolokol terseow; dan

£} antara Megaia yang merupakan pihak dan
korverns im dan Protokol fersebut

Bagi negara-negara Wan Bonvens ini berlaku pada
hiaf pertama pada bulan selolsh terakhirinasa
bertaku liga bulan setelah langgal penyn panan
dan instrumen rfatifikasi, penerimaan,
penrgesihan alau a4sa5 mereks namur hanya
mengena kalegorn atas obyek dimana Prolokol
pedaku dan lunguk, dalam kailannya dengan
protokol tersepul, pada syarat-syarat dalam hury!
lak, ['#h dan i) dan ayat set.rlumnya

Pasal 50
Transaksiinternal

Megara Hesers, pada saat ratdikas, penonmaan
pengesanan alau aksess dan Protokol dapal
manyalakan bahwa konvensi i lidak dapat
dilgrpgran dalam sualu ansaksd yang merupakan
Iransaksi internal dalam kaitannya dengan regara
lemsebul yang barhubungan dengan selurun ataw
sanagian jams obyek

Tenpa mengenyampingkan ayal sobelumnya
kelenfuan pasal B ayal 4, pasal & ayal 1 pasal 16
Bab ¥ pasal 9. dan kelentuan lainnya dalam

k1

4]

korvensi inl dalam kaignnya dengan kap. nlingan
lerdaltar dilerapkan dalam Iransaksd inlesnal

Pude saal pambartahuan menganai kepentingan
narional inlah didaltarkan di Kanlor Pendattaran
Inlernasonad priontas dan pemegang kepentingan
dimnaksud bardasarkan Pasal 28 Lidak dipengaruhi
rleh Takla bahwa kepantingan 1ersebul lelah
menjadi kegentingan pinak lain melak pengahan
atin’ Subragagi menunl hukum yang bordaky

Pasal 51
Protokol yang akan dalang

Pewimpan dapat membuat kelompok kena, yany
DEkenasima dengan organsas non-pemerintah
ving dianggap layak eleh Penympan, unluk mermis
hetayasan peflyasan penerapan Konvansi i
melalu satu atay enih praloked. untuk menslak
kategon peratalan bergerak yang bernilai tingg
selain yang ditenfukan dalarm Pasal 2 ayal 3_yang
lap Bagwnnya dapat dedentfivas: secara khas. dan
wal-nak terkail yang berkaitan dengan obyek
larsebut

Pervarnpan wajib menyebaruaskan ks dani selap
rancangan pendanylean Protokol yang berkatan
dengan sualy kalegor dan obyek yang dipersiap-
wan oleh suatu kelompaok kerja kepada seluruh
Negara Peserta dan kanvens: ini, seluruh negara
angepeta Penyimpan, nagara-negara anggota Per-
serkatan Bangsa-Bangsa yang bukan merupakan
negark anggala Henyimpan dan orgamsas: antsr
pamanntan yang relevan, dan mengundang Negara
dan ofgargas ericntu untuk berpansipati dalm
Negqoesas antar gemenntan unluk penyelesaan
rancangan protokol dengan dasar rancangan
protceol pendanulzan dimaksud

Panyimpan jugs wapb menyebarluaskan teks
rangangan pandanuluan protokol yang dipersapsan
olgh kelompok kera kepada arganisas non
pemenah yang rekan yang diangnap layak oleh
Penyimpan Crganisas) non-gamenntah gimaksun
diminta untluk sogera memberikan komentar
terhadap leks sancangan cengahulean protokol
kapada Feryimpan ¢an nluk berpartispas
seoaga pengamal dalam cersapan rancangan
pratokol

Ketika hadan yang bersenang dan Penyimpan
miEnulcskan Bk rancangan profoksd iersenu?
lelah sigp wntuk diadops) Penpimpan melang-
sungkan sualu kalerénsi diplomalik untuk
mengadopsian rancangan proioked lersebut
Pada saa! proloxol tersebul telah diadops:
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bardasarkan pasal G, maka konvensi ini barlaku
bagi kategeni abyek yang dialur didalamnys
Pasal 45hs dan konvansi ini betasu uniuk protokol
lersebul hanya jika dengan tegas dialur datam
protokol tersebut

Paszal 52
Satuan Wilayah

Jika Negars Pesena merndic ssusn wilayan dergan
SIslEm hukum yang berbeda yang dapal dilerapsan
unluk bal yang berkaan dengan konvansi i,
MNegara Peserta dapal, pada saa: ratifikas:,
penerimaan, pegesahan atay akses menyalakan
bk koreen mn dipen uas SopaEca selunl sitEn
wilayah Mau hanya satu atau sebagian an dapat
mengubah peffwalaannya gengan menyamgikan
porayataan lannya selap waktu
Setiap pernyataan amaksud wapb menyatakan
SUCAra leges satuan wiayah yang meneragaan
konvens: e
Jike Megara Peserta balum membuat pernyataan
berdasarkan ayal 1. maka karvensin dicrapkan
kipacs sehiruh Sakan wilsyah dan negara lersebul
Pady sasl Negara Peserla mempetups konvens
il kepada satu atay kb satuan wilayah konvens
Elimembsiensan pernydtaan dibual unluk liap-liap
satuan wilayan, can gearnyataan yang cib.al las
saluan wilayah yanrg satu capal oerbeda dan
parnyalasn yang dibual alas satuan wlsyan lan
Jike kargni sifal peryataan berdasaskan ayat 1,
konvens) i dipertuas kepada salu Elau leluh
saluan wilayah dan suaiu Nepara peserla maka |
@) debulur dapal auinggap berada pada Megara
FPeserta nanya jika debitur dudinkan atau
dibentuk teedasarkan hukum yang berlzku g
suatu sabean wilayah dmang sonvansi im
herlake ataw jika denitur mamalike kanjor
rerdaflar alaw dormigi, pusal admisislras,
ternpral bisms §lau kedidman myata 9 saban
wilive sl dinina Kaonvensi im berlaku
1T pF ol omaksud gengan lokasi coyek dalam
suaiu Magara Pesena merguk pada lokasi
dan obyak dalam satuan wilayah dimana
I'\IJI'I\'be‘&I i berlagy dan
(b yang aimaksud déngan badan admimstranl
yany berwensng dalam Negara Pesarla
rsabul dianggap sebagal badan adrresiralil
Fang barsenand yang memilike junsdiks
dalam ialuan wilagah cimand konvensi inl
burlaky

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011

Pagsal 53
Pencniuan pengadilan

Negara Peserta pada wakbu ratifikasi, penerimaan,
pangesahan athue aksosi pace Frolokol, menyatakan
“pengadilan” alau “pergadilan-pengadilan” ying rekean
uruk lujuan Setogaimana pasal 1 Bab X dan konvens
[L4]]

Pasal 54

1 Megara Pesena, pada saal ratilikasi, penanmaan,
Fangesahan, atau aksesi profokol dapal
menyalakan bahwa sep anjang obyes yvang
dikuasa @ilelak didalam negara terselul, olau
dikendalikan dasi wilayah negara tersebut maka
pihak penenma hak uniuk menagey hdak bolen
manyevakaEn dbipes lersebul di dalam wilayah

2 Negara pesera pada saat rabfikasi penermaan,
pengesahan, alaw okses) Frolokol waph
menyatakan mangenn ada idaknys pemuliban
yang lersadia bag kreditor berdasaan kelenluan
manapan datam Konvens schingoa anluk
malaksanakan parmuliban giluar penoadilan ndak
memeilukan pengajuan perriohonan ke
pengadilan

Pasal 55
Permyataan mengenai pulusan sela
sehelem pulusan akhis

Hualy Nenara pESENA paads Aaat rahlkas, penarimagn,
pengesahan. alia aksoy protokol a2pat menyatakan
balwe pasal 13 ataw 43 slaupun keduanya, selurehnga
alaupwn sebagien telak berlaky Parnyataan tersetnd
MENEgasLan cerdzsarkan kends apa pasal varg
relivian dapal diberlakakan. aalaz had posal fersebut
dieriakukan senaguin, atau schaliznyd bentus pelusas
sela lain wang dgarlasuban

Pasal 56
Reservasi dan pernyalaan

Tiak ada reservasi yisng capal dibuzst iwrhacap
Fonvens o kecual parnyataan gacg dipe aiehkanr
herdasarkan Fasal 3940, 60, 52 53, 5455 &7
5B and G0 capal dibual secuas kelentuan-saler luan
in

2. Tag pernyvatzan alay pernyalzan ooulan 2tau
penarikan pefnyaldan yarg disuat ibawan
kelentuarn Konversink waph dibenitanukan secara
lenulis kepada Penyimpan
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Pagal 57
Fornyataan lanjutan

Sualu negara yang menjadi pihak dapat membeat
parayataan lanjulan, selals pemyelaan yang
diperbolehkan berdasakan Pasal 60, setiap wakiy
sefelah tanggal dimara konvensi ini berlaky bagi
tegara larseout. Jengan membentahukan kepada
Pemyimpan dengan lujuan sebagaimana dimakswed

Selap pernyalaan lanjulan perlaky pada hari
eerama pada bulan selelah berakhirnya riase
B2riaky enam bulan setelan tanggal diterimanya
pambentanuan cleh Pemampan. Dalam hal wakly
yary lokkh lama uniuk keberlakuan ditegasian
calam pemberiiahuan lersabut, Pemyataan lamjutan
Euerlaky setelah berakhimya waktu yang labin lima
tersebut seletah dikeluarkanaya landa terima atus
pembentahuan ihs dar Penyimpan

Tanpa menpenyampingkan ayat sebelumny.a,
Konvensi ini lefap beraky saparl layaknya Lidak
ada pernyalaan lanjulan yang telah dibual, datam

kaitan dengan seluruh hak-hak dan kepentingan
¥ang lrnbul sebelum tanggal eizklif dan pemyataan
famutan tersehul

Pasal 58
Penarikan pernyataan

Selap Negara yang menEt phak yang .elah
mEmbul pernyalasn berdasaikan senyensi ink
selain permyataan yang diperbakehkan perdasarkan
Pagal &0, dapat menank Pemyalaan setiap wakte
dengan membaritanuan kepada Fanyimpan.
Fanarikan iorsebut bertakyu pada han famama cada
bulan setalan tanggal ditenmanya semsentahuan
aleh Panyimpan
Tonna mengenyampingkan ayat sebelumnya
ROnvEns i leius berlaku seglah tidak ada
monaacs e alspin yang lelan dibal, dalam
i dn semug hak-hak  dan
ragnn-keseningan yang tmbul sabelum
lanigaal elekti dan panankan [ersepul

Fasal 5%
Hebaralan

Seuap negara yang menjads pihak dapat
mangaukan keberatan ks konvensi ini dengan
pemporianuan secara tertults ke Paayimpan
Setap keberatan berktky pada hari pertdma pada
bulan setednh hatis masa bedaky 12 bulan sejelgh
langpal dilenimanya pembBarnlahuan olek
Fonyimpan
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3 Tenpa mengenyampingkan ayal sebalumnya,

konvensi in terus barlaku seporti tdak adanya
keberatan yang lelah dibual, dalam kafannya
dengan hak-hak dan kepanlingare-kepemtingan yang
timii setedum langgal efektl kobaratan lersebut,

Pasal 60
Koteniuan Peralihan

Fuscuah dinyatakan sebaliknya olsh Negara Pesena

pada setiap wakliu, konvensi ini tidak barkaky bagi

Suaty s atau kepenlingan yang ada sebalumnya

¥ang telah mamilki pnoritas menurut hukom yang

Berlaky saelum tanggal Berlakunya konvensi in

Wk tuuan Pasal 1 ayat v dan panentuan pooritas

bordasarkamn koavens: i

(3} “langgal elektif koovensi Ini” borart datans
katannya kepada oebitcr pada waktu
konvensiin benake 31au pada wakly negara
hmana debitor berada menadi Megara
Peserta, mana yang kemudian, dan

(bh debdur yvang becada dalam suaty negara
demari i moemilikd pusal admimstrasi atsy,
ka3 hdak memiliki pusal adiminisiras pusasl
bisris atau memiki lebin dan sate tempat
s lgmpal isms ulama alau & ledak
merilia lempat lsnis lempal kedidman
Ayali

Suate Megara Pesarta dapal dalgm parmyataannya
Sesum ayal 1 menelaphan langgal, bdi lebin cepal
3 (hgat tanun satelan tanggal belakunya
myataan tersehut, jika konvens in dan protokol
manid berlaku, whtak Wjuan penentuan pronias,
termasub perhndungan terhadap lap poordas yang
tefah ada, wepada hak-hak dan kepentingan-
kepenbingan yang belah ada sebelumnya yang
ol berdasarkan persciujuan yasg ibuat pada
5331 deluls brrada dakam suaiu negara menunuk
pada sus-paragial b dan paragral yang terdanglu
MHMUN Aty untuk memgerluag dan dilegaskan
dalarm pernyalaan dimaksud

Pagal 51
Konfarensi uniuk maninjau, perubaban dan
hal-hal yang borkaitan

Peryimpan sapk mempersagkan lapon tahunan
alau areakiu lan pika dibuluhian cleh negara yang
manad pihak sebagaimana #uran internasional
yang ditzangkan di Jalam konwensi ini yang telan
ddnrsanakan dalam praktek Dalam mermpersiap

g-10

kan laposan tarsebur, Penyimpan memperumbang-
ken laporan dari Badan Pengawas manganai
berjalannya sistem pendaftaran internasional

2. Dengan permintagn ligak kurang drri 25 % (dun

puluh lima persan} negara yang menjadi pinak.
konfarensi untuk meninjau dar negera-negara yang
rmenjadi pihak wajib diselenggarakan din wakiu ke
wakltu oleh Fenvimpan, dengan berkaonsultas:
kapada Bedan Pengawas unluk memger-
tirmbangkan

(8] pelaxsanean nyate gan kanvensini dan afok-
tivilanya dalam memiasiilasi ossef bosed
finamcing dan sawa Quind wkaha atss obyek
yang diatur dengan katentuan korvansi ini,

i penatsiran hukum dibarisan kepada, dan
penerapan yang dibual dari ketentuan
KOMYENS! e San Deraiusn-parasuran,

(c) berjalannya sistern pendakaran inlernasicnal,
pEmenunan fugas Pancalat dan PENGINAEDN
yang dilakwkan oleh Badan Pangawas,
dengan memperlimbangkan laporan dari
Badan Pengawas, dgn

{d) ada aleu Lidaknya kebwluhan modifizasi
Llerhadag kanwdns: im alay pengat.ran yang
berkpitin dengan kantor pendaftaran
Intamaskanal.

3. Dengan wnduk paoa ayas 4, seliap perubahan

terhadag konvangsim hanes disol:qu,-J clabh myamal
2/3 [dua perliga) Mayontas Negasa-regam yang
manjadi pihak yang “Wul serte dalarm kenlerensi
mengacy pada ayat sebelumnya dan nanhnyga
berlakw terhadag negara yang telah merailkas:,
rrEngrima tan mengesalkar: parubaharn 1ersebu
kalika raldikas, penenmaan alBu cancesahan olen
liga riagara sesuai dengan pasel #9 perkmilan
dengan keterlakuannya

4 FPada saat perubahan yang cugjukan terfadag

konvensiini bertujuan uniuk Memoelakuran b
dan salu kalegori peralaten, perubahan jersebut
Juga wejlb diselujud olgh mirimal 203 [sua perigal
mayarias regara yang manjadl pihak uniuk tiap
protoced yang ikl di dalam kenfaransi mangacu
pade ayal 2
Panal B2
Panyimpan dan fungsinya

b Insirumen Ralifikis, penenmaan, pengesanan Uy
ahsesi digimpan i insitut Internasicadl ariug
Unifikasi Hukum Perdata (UNIDRTIT), vang
salanjutrya ditunjuk sebada Penyimpan
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2, Panylimpan wejib

[} mempentahukan selurun Negara Peserta
lly Setiap tando tangan bBary alau
penyImpanan darn sualy instrumaent
ralifikasl, panesimaan, pergesaban ataw
akieal. bDersama dengan langgal
daripadenya;

{iiy langgel berlakunya kanvensiinl,

{ik} seliag pernyalaan yang dibuat sasud
dengan konvensi ini, Dersama dengan
tanggal daripadanya;
penarikan alau perubahan dar: seban
pernyataas, bersama gengan 1anggel
danpedanyd, dan
pemtarilahuan dar setiap keberatan ar
hadap kanvensi ini barapma dengan
langgal daripadanya car langga
berlakunya

(v

)

b} meryampaikan salinaa resmi darni konvensi
nikepada selurun Megata Pesarla;

(¢} menyeciakan Badan Pengawas dan
Parcatal salinan sesmi dari tiap inglrumen
ralifikasi, penerimaan, pengesahan dan
aksasi, berikut langgal penyimpanan
danpadanya, ap-hap pernyalaan, atau
penanikan atau perubahan dari parnyataan
dEn lilp gemoeritanuan dan keberatan
kUl langgal pemoenitahuan daspadanya.
semngga informasi yang terkendung
dulalamnya lengkap dan muedah digapat
dan

(d

melaksanakan fungsi lain yang umumnys
diakukan a'eh penyimoan

OLEH KARENANYA para Menenima Kuasa Senul
yang bertandalangan o bawahini, yang telah seca
5ah ditenkan kewenangan. menandatangan:
Eomwgrsiini

DISELESAIKAM di Cage Town, hari ke enam belas
di bulan Mopemeoer, dua ribu saly, di dalam suatu
dekvrren ash dalam banasa inggrs, Arao, Cona,
Perancis. Ausik 4an Spanyol, seluruh ioks
marJpakan leks clenlis, yang kegtepbkannya
dibawah otardas Presden Kenferensi daiam wakiu
20 hari penyesuaian leks antara yang setu dengan
yang lin.
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COMVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
AWARE of the sed to acquire and use smohile equipment of lugh value or purticular econsmic
significance and to ficalitale the financuy af the acquistion amd use of such equipment in an

clficignt muaner,

RECOGNISING the advartages of isser-based linancing and leasing for this purpose and desinng 1o
[3¢lztate these 1vpes of trnsaction by estabhishang cleis sules o guvern them.

MINDE UL of the need 1o ensure that mierests i such couspment are recognised wed protected universally,
DESIBING i provide broad antd mutsal economis henelies R all mileresle parties.

BELIEVING that such sules st reflect the prineiples waderlyig aset-based financing and leasimg and
procte the ausomety of the parties necessary in these Irnsactions,

CUMSCIOUS of the need 1o establish a legal Frumewark e iniemational nterests in such equipmenl and
for hat purpose to create an mlernational registrton sy steas for their profection,

TARING INTO CONSIDERATION the objectives and praciplss eneneialed in exisling Convenlions
relating o such equepnent,

HAVE AGREED upon the fallowmg provisians

Chap

Sphere of application and weneal ProvIRInS

Article 1 — Definitions

L this Convention, excepr where the cames) oflerwice requires. the fallowsng lerms are employed with
the meanings st el below:

i CARgreCmenl’ mEAns 1 secuily JEeSmenl. & flie reservalion agrecment of a leasing
ARFCCINe

by

il

id)

1k

in

k]

il

{m}

Ing

"wssignmen?t’” meins a centract whech, whether by way uf seeurity or othenwise, confers
en the sssignee assocated ights with of without o imansfer of e celatcad international

mecicsl,

Vassuuated rshis” meawns all oights o payment o st pexformane by a debioe ander an
azrcement which are secured by ar assocaated with the objeor,

“eamnrencement of the bsalvency procecdings’ mecans e e 2 whic msulveney

procecdugs we devmed o commence urder the applicablie solveney |

i
“wonditional buyer™ nwans a buver wnder a it rservation agrecrent,
Swonehitional selher” means & seller under 2 e feservation agreement;

“eontract of sale™ mwans 2 cantract for e sale of an abyeel by aselles 191 fyer which is
nol e apreement as defined i da) above,

Ceonnt” enwanss o court of law o an admonstative o arbitzal tekenal esiablished by a
Conlracnng Sra;

wredntor” means n chasge wider 3 seeurity agreensent, a canditional seller under o ntle
reserviln agreemend or & lessor wider a leasing AErCeiseil,

debrur means a chargor under o seconty agreemenl, a comditenal buyver wider w ntle
reservation apeement, A lessee under a leasimg agreement o  persam w boss puenest iq an
uhpect v burdened by a repustrable non-consensual right or inleresr,

il eney mhnnzstrioe” neeans a person anthorised 10 sdmenster the = orga
Byuedizion, echafing ane authorized oo an mtenm basis, and mcledes 3 de
panscssn | permaned by the appheable nsolveey

Tisolvency proveedings” menns baskeapioy . lgmdanan ar oiher collecmse Juileenl wr
aceministzan s e preceaibings, ncl fusg 1praceedings, mowlich the nssels and affars
of the debior ane subject o comral o sepereisien by @ court for the purgoses ol

Teasganisalisen of |IL|I.IIiEﬂ|I-:I:I1_

Timterested prraons” means:

ko the dekor,

AN)any persen s, fon the purpose of dssenny pesfonance of any of the olthgatzons
o favanr of the crediton, s ar ssnes 3 suselyshop or demane wamates o
standly letter of credic or any ather formm of coedinl iesurnce:

frdany uther persan having nghts mor aver the sbject,

ammenal rmsachaa means iransacnon 0 ype hsted in Aricle 229020 10 (o) where

the centie al the manm sarerests of all parmies wswech iransac. won s siuned, and te relevan
abpect locared (as speci®isd in the Pratacol 1 i the szme Contracieny S12te at the lime of
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[uy

ipl

[}

irl

&1

L

u]

il

Twy

ix)

1¥]

il

faal

1bb)

the conelusion of the cuntract amd where the sisterest ercateed by the trinsaction has beon
registered an o nateonal registry i that Contracting Siate which has owde a declaration
wmber Artgle 5001 );

“imlernasional mterest” means an imercs Leld by aoeredator o which Amacle 2 applics:

“liernatonal Regisiry'™ means the internatienal registration Tacilities established Far the
purpuses of this Conventian or the Protacnl;

“leasing agreenent’” means an agreement by whick one person (he lesser) grants a right
0 possession of conrel of an ahpeet (with o vathowl an opton o perchase) o anotler
persan ithe lessee) ar eeturn For a rental or other pavaear,

“natienal interest” means an interest beld by a grediler in an object and created by an
internal ransacteon cavered by a declarahon under Aracte 5001,

Cran-consensual right of tsleres!” means 3 night o menest conferred wrader the lnw ol a
Constiching Stale which bas mads adeclaration wnde Anticle 3 to secure the performane :
ofan oblaganon, meluding an abligation oo Siaee, Stue enlity or an infergavemnental or
pravate prgansation:

“notice of @ nalional mberest” means nobice regstered or o be repistered in the
Imtermanonal Begstry that o natonal mterest kas been created;

“elneet” means an ebjecr ol @ catezory eowhich Aricle 2 applies,

“pre-emisting nght or imerest” mes ool o s esnof any kind ooar over an olyject
creaed of ansing befare the cfectine date of this Convention as defiped Iy
Arthwele B 2 ag:

Cproeseds”T means mancy or nonanones poece 15 of an ebject ansimg from the sl or
parhial luss or physical destenction of the abject of s lal or parta) confiscalio,
codenuialiun or reosilion;

UREPEETAT ASSIEUNCATT ncans & s nment al sontended o be minde i the futere,
sz the vecurtence of 2 siaied svenl w lether o el the oecugrenes of e e enf 15 cerlan:

“prospective ntemanional inderest” mears anonterest thal 1 omlend-d s be ereated or
praw aded fur i an ehyect 05 an anfernatonl auberest oy the future, uper e neourrende of
a slated event fwhich may include the detor s acquisition of an imercst m the abyeci),
whether ar not the eccurrenee ol the cuent < cenan,

Tprospective sale’ means aosnle whoohooomtended W be made e Tuliere. wpon the
woenrrence of o stated event whether or non the occurrence ol the event 14 ceram;

“Pratucal” means, inrespest of any category ol ohpest and nssoerted rights wow hich this
Conventin applies, the Prwtocal in respeo1ef ihat catggary of obpect and associated righis,

“registered” means registered o the Internarieral Registry pursiant lo Chapter V.

1=

(dd)

[ue)

1y

iz
[AHY]

L)

Y

kKl

iy

IR

LIk

“registered inteeest” means an intermational naterest, o registrable noa-conscusual right or
HICTESE Lr o o | anterest specified oa notee of 3 national senest regestered pursuant
lo Chapler W

“regastrable pon-consensu ol nght ar emlepest™ means a non-cansensual right or intcrest
registrable pursuant e a declaraion deposied under Armicle A0;

“Hegisirar” meass, e respest o she Protocel, 1he person ar body designatad by o
Protocal or appainied wader Aricle 17121000,

“regulatian, muang regulinnions auade o spproved By e Supesasory Authority pursuai
1t Pronocal,

“eale” means o leansfer of awnershup of an object purseant s aocontraet of sale;
“secured oblivanan” means an oblization seeured by 2 secunty inferest;

Usecnrdly agreement” madas w agreement by which a clargo grants ar aprecs 10 granl o
A chirges s anterest (ncluding an owsership ntersst) inoor over an vlbjeel to secire the
perioemance of any esistieg or leoge abligation ol the charpar or a hicd person,

CSECURINY siterest macins an iterest created by a secuniy agreemen,

“Hupervesary Authorsy” means, inosespect ol the Pretacel. e Supervisary Authony
refermed oom Aamele 1771

sbyect un lerms tha
oo sl I

Chirke peservanion agreemnent” menns an asteenzsnl [z the sale of
wwnershap does por pass cand Salliboen of the condition o
Al e,

“unrcpstered antenest” means o consensual mienest oo noneconsenzaal eht e wieres
{onlser than am anterest toowhich Arncle 3 oapphes) whicl kas ot been regsrered, whiether
ar ol s eemesteable wnde s Conventoon,

el

Twnhngoneans aorecend of adormatom Gncleding wformanan condmuniealed by
relewransmssion | w hich von sngilsle o ather lanm and s cagpable al heing seprodused in
tamgille Form e a subseguent accasion and which indscates by reansonable means g
prersan’s approval of the recond

Article 2 — The smerpatiowal inlerest

| Thas Corwention prosides Tae the consnmuton azsl el®eels of an mrermstr) HIETELl i cerlam

citewanizs ol ekl eguipment and asse

tedl raghy

s For the pegpeses of this Canverton, an imtermatona | interest i imabile ROUI PSR is a1 inlerest,
constitied under Artscle T3 wiiguely slertifiakle olyjec of 3 calewasy of such olyects hsted 0
paragiaph b and designated i the Pratoca)
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(a1 granted by the chargar undes @ scourity agreement,
{b)  vested in g person who is the condiianal sellor wnder o hele reservatian HEFECMCN; or
fer westod o a persun wha is the lessur under a leasing agrecment.
Ananceres! fzlling wiilbin sub-paragraph () oos nol also full within sub-paraygraph (b) or {c}.
i The categures referred ta in the preceding paragraphs are
12y awrlrmes. airceall eagines and lelcopters:
(hy radway pelling siock, and
leh  space assers
4 The applicable law deteemines whetber anomiere it which paragragh 1 appaes [alls withes sub-
paagraph (a), (k) az i) of that paragraph,

5 An international intengst i an obyect extends o proceeds of that ehysc)

Article 3 — Sphere al application

| Thrs Convention applies whes, at the lime of the conelusion ol The agrecsenl creating of
prawadinng for the iniernanional nteress, the debtoer s suated m g Camirac g State,

% The face that the exedolar 1= sireated nen-Caniracting Srane docs noe aiTect the apphicabulin

of s Canvention

Article 4 — Where deltar is situated
| For the purposes of Article 1511 1hie debtor 15 salwated oy Coizaching Seale:
tal - under the o ol shiuch it s incorporated o fonmed,
i} where it kas s registered ofliee or statutory seay,
(b where ot has irs centre of admimsisaton: ar
1 where 1 hos ns place of busingss

d Arelerence tnosub-paragraph 1y of the preceding paragraph o the debtor’s plaee of Business

shalloaf it s mare than sie place of business mean s pooncspal place of business ar, (it has ne place
ol business. s habatunl residence

Article § — [uterpretation and applicable law

1 In the merpretation of this Comvertion, regard is 10 be lad b ifs puiposes as st forth i e
preumble, twits interational charucter and to the need w promate undurenity and predictabalite i its
application

2 Luestions concernug maters governed by ttis Convenlion which arc not expreasly setrled in it
ure 1o be settled ik confarmuity with 13e geacsal principles on which it is based or, in the sheeaee ol suck:
pranciples. im caalormary watly the agglicable B

5 References 1o the apphisable lw ane e the domestic nes al the Jaw applicible by virtee af the

rules of prvate internatianal law of the ferum Ste

4. Where n St cmprises several teentorial unats, ach ofwhich las its swn rules of law in respect
ol the matter b e decided, and where Bere s e indication of the relewant tereitorsal uent, $he o ol il
Statg decides which s the terniasial ns wiese mules shall pevern Inihe absence of any such rulefhe s
of tus tereatoral unet warls which the cose s most closely conmected shall apply

Article & — Relationship between
the Convemtion and the Frotacnl

| This Conventson aed the Pretoce] shall e read and inmes sretedd logetbier ay aosepple ssicunent
1 I

2 Tuthe exrear al any meonsistency Setween this Convention and the fetac o, the Protoeal shall
preval .

Chapter 11

Constration of ain iernational interes)

Article 7 — Formal requirements

A interest s comstinned as an imlernatomal imderest wirder s Convestion where the agrevenent creatmg

ar providag for e sleres
Ll s an wnihing:

1t relates 1o an abpect of wlick 1 chstgor, vonditonal seller or leasion has proees e dispose;

(el emables dhe sbpect o be wernled comtormgy with the Fratocal, =

1l nhe case afa Seelny apreeanens, eazbles the secured obligaziens 1o be detersmnned. hue
without the e 1o slate & sum o maxsam SN seceel
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Chapter 111

Drefault remedies

Article 8 — Remedies of charpee

] In the event af defaull as provided in Anicle 11, the chargee muy, te the catent Ut the chargor
hius At zny time s apseed and subject to any declasanun tar may be made by a Cont acling State undes
Article 34, exercise any ane or more of the followiag iemedies

{ad take possession of controd of any obyest charged o
(b sell or grant a lease of any such olyout,

(1 callect o recerve any ancame or pralits ansimg oo the management of use ol 2y such
abpect

2 The chirges may alternatively apply for o court erder authorising o directing any of the acts
refermed to in the preceding paragraph.

1 Any remedy set out i sub-paragragh ag, (b1 or ¢ of parageaph 1 or by Arcle 13 shall be
excresed i 3 commercially reasonable manner. A remedy soall be deemed W ke excreised inoa
commercially reasorable manner where il o exceersed i canformity with a prasiswor of the secanty
agrecment except where such a proviswn s mandestly srrcasonatile

4 A charger propasing to sell or geant a lease o an abect wnder paragsagrh | shall gave reasonable
e notice e wrsting sf the propascd sale or lease

al  eneesesred persons specelicd om Armche Tiendat anl Loe)s ol

(b interested persans specified in Arhcle T who have given nobee of ther ryghis o the
chargee within a reasanable wme proor o the sale or lease

5 Ay suncollected or received by the chargee as 2 result of exererse of any of the remedics ser aut
wn paragraph | er 2 shall be apphed lowards disebiarge of the amosn of the secu.ed abiigatiens

& Wihere the swms collected or pecervedd by the chareee a3 a resnlt of the exercise ol remely 5el
et in patagraph | oor 2 esceed the amount secargd by ke securnty imterest and any reasonsable custs
meuregd i the everese ol any such remedy, then unless otherwise ardered Iy the conr the chargee shail
distribute the sierpies anwng holders of subsequenthy ranking mteresss whicl hase been rewstgred or ol
which the chasgee has been given notice, woorder of proonity, and pay any remaimg halznge 1o the
chargar

Article ¥ — Yystiug of object in satisfuction; redemption

. At any time after default as provaded in Article L the clarges and all the interested persens my
apree that uwaership ef (e any giber unerestof the chargar in) any object covered by the seourity interest
shall vest i the charnges inowr lowards sanisfecnen of the secured abligatiens

L The court may an the applicatio v of the charpee arder that ewrership o [or anv ather inercst of
the chargor il any ohject covered by the secority mierest shall vest o e chargee oor lownds
satislaction of the secwred obligsions

L] The court shall gramt an applcaten ender (he preceding parazapl ol i1 the amount of the
secured ablyzatians 1o e satsficd by soch vesting 15 commensurate wetl the value ol the ohject
bking aceount of any payment o be aade by e chargees ooany of e aierested persons

A At any wmg after delauh as provaded i Arhele 1 and before sale of the ch d ket or Hhe
making alan order uader pacagragh 2, use claargor or any inferested person say discharpe the securiy
interest by payang e Null the amaum secured, subject 1o any lease oramed by the chitrgee under
Article 301db) o erdered under Arhcle 8020 Where, afier such defull the payinn al the amoenl
secured i made an full Ty i anteresizd person other than the debror, st person s snlopaed ro e nphts
of the chargee.

5 Orwenership or any ather ilerest ol (he chargor passing on 3 sale wader Aricle 8 1h) ar passIng
uncler parageraph ©ar 2 ol thas Amicle s free lrom any other inerest over which the charpee's securiny
interest his priomty wedes the provisions of Arcle 29,

Article 10— Remedies of conditionsl seller or lessar

Ly v event ol defaelt wnder i tle resery ahon apreement or under 3 leases send s provided s
| ; P

Article 11 the comcimaial seller ar she lessor, as 1he case ma Ly

fab sulyect tooany declansion et may by made by a ¢ oilractny Slale wpder Arncle 54,
lermmate e agrermeeni il vk possessaion o conlrol o ety athect towhich the agreemens
relates; o

i apply for o coan ondes author i or darectag eithes of Hhese acrs

Article 11— Mueaning of de [l

1 Phe debwer e the credines may at any e agree mowaning a5 19 the events thal conshiate 2
defaull or otherwse give rise to the gl aed remedses specilied m Aricles 8o 10 and 13

d Where tee debton and the credou: e not se agreed, “delaunll” e e purpeses ol Arcles § 1w
0 15 means a detaull whicl sobstanally deprives the creditor of w hal i et led 2o sxpect unler
The agrecinent
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Article 12 — Additionol remedles

Any addstional remedics pormitied by the applicable law, mcluding any iemedies aprecd wpon by the
particd, may be exergased o the extent that ey arc not inceagsseis watl e manditary provisions of this
Chapter as se1 oul i Article 15,

Acrticle 13 — Roeliel pencing linal defermination

I Aurhject o any deelazation What it naay make ander Aricle 55, 2 Contracting State shall casure that
Aereditor swho adduces evidence of delach byt debtor neay, pehing fenal determsination of its ¢laim
and to lhe extent that the debtor has an any time so agreed, oblan fram a comnrt specdy reliel en the Tarm
ul such one er more of the following vsders as the ereditor TEUIE SIS

fa1  preservation of the object and s valye;

by possession, contral or custody of the abyect;

(g1 immobihsanun of the glyecr; and

fd) lense wr encept where covered by sub-pargrphs (a1 o (o), manzpement of the obpect and
the ancome therefrom

k] In iy
[ RAFIEN &1

kg anv order wimier e presedang parggeaph, e court may wapase such tenms as o
iury b pastect the interested persaas in the event thal the creditar

o

b enomplementing ary ardee grasiing sucls relet, s 1o perfuormn any af ins olligions to the
debiod under thes Coanvention or the Protecol e

1B Faiks o establish s clases, wholly or an pare, un e final dereomnaton of thar claim

] Betore making any order under praragraph §. the cown may reguiee notice of the reguest o be
grven fo any of the sterested persagns

4 Mok e s Aiele aflects e application ol Artele 8 5 por Lo the availabsilay of forms al
intersm reliel uther than those sel ol paragraph |
Article 14— Procedural requireascnes

Subyest ro Anicle S22 any remedy provided by this Chaprer shall he exercesed o confonmim winh e
procedure prescribed by the Biwe ol the glace where the reedy 1 10 5e ox =resed

Article 15 — Derogatian

In theie celatons with cach wiher, sy two or awne ul the parties refered won this Cligpler may at iy

tine, by agreement an waitang, derogate frunser vary the effeet ol any of the preceding provasions of this
Chapter excepe Articles 83110 [6), 93 and 141, 1320 o 14

Chapter 1V

The international registration system

Article 16 -~ The luternatiopal Beglstry
L An Internateonal Regusiry shall be estabhshed for regisizations el
Lal imtemational ercsls, prospective areeasonnl anerests and registrable noncansensual
nghes and inkeresls.
(k) assugaments and praspective assigrmnents ol alerna,anal interesis:

fedarquisions of mtermateeal wteeests by legal a0 contraciial subroganons wider the
apgrhicable law,

Lely  pahices of mtaonal irereses; ol

Ied subordimtens of iterests refeeed toon any of the preceding schqara

£ Different sntesnational regestres may be estabbshed for dife ren) calepines of objeer and
assurinled righs,

X Far the purpuses ol this Chaples ane Chapre, Vo the term Uregastealion” includes, where

Apgrroprate, an amepdmenl colenson of dischirge af & oregisiation

Article 17 — The Superviseey Authoriry and the Repistra

1. There shall he & Super isery Authorey s pres ided biv the Frotacal

1>

The Supervsary Authorny shal)
1l estalhsh o provade fon the estzblishiment o the Dternatonal Rewistry,

(bl waceptas niherse provided by the Protacol, apipeant and gisrrss the Reypstrar,
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(€1 cosure that any fights required for the cuntimeed effeciive wperation of the lateratiwonal
Regisry in the event ¢f & charge of Regisirar will vest moor be asdngmahble o the new
Hegisiear;

(di - after consultabun with the Cantracung Siales, make or approve and ensure the publization
of regulations pursuanl t the Pratecal dealing with the operation of the International
Hegisiny,

fel - establesl acdmemisiiative proceduses through which complaints concernnsg e operation of
the Intermational Registey can be s we the Supervisory Authority;

Ty sepervise the Registrar and the opesation of e Inlernalional Registry:

(gh o arhe reguest of the Regesirar, provede such wmedane 1o the Regisicar as the Superasory
Aattfianty thinks fi;

(hl setamd periedically review the struciuse of Tees 1o be chargzd For the serveces nnd Tacilines
of the haternalional Registry,

(it duall things necessary to ensure thal an ¢ Mewnt nastice-based electronie regustralon sysien
cxists womplement the abijectves of this Convenhun and the Protocal; amé

1 cepent persodecally o Camracting Stares concermng the discharge of s ablsEanons unde
this Convenion and the Protocal

i The Swpervisony Authorry may enfer o amy agrecment requisite (o e perclormnmes al 25

lencasons, uu'll.u.l'.n; any Agreenenl referred tnoin Amcle TN

& The Supersisory Authoey shall own all propreesiey Aghts nohe data basee and areluves of the
Internation il Regesiry

5 [he Regrsrar shall ensiere the efficient aperation of the latermational Reaistry and perlorm the
functions assigred 1 o by his Canvennon, the Froocnl and (. regulations

Chapter %

Uhher ematlers relinnge to registration

Article IR — Registrution regulreinents

| The Provwcal and cegulatons shall apecefy b rogrremends, mcluding the crivena fur the
wlentificanen of thy objecr

{ap  lor elfecting a reisirztion (which shall jeluds prasvision For prior elecironie ransmissiog
ul any cansent from any persan whose consent s requires under Article 200

(b} For muking searches and issuing scarch certificates, and, subject thesero,

(ed  Tar cnsunng the confidentality of i lormiion and documents of he Inteznatiomal R gistry
other than infermanen and decuments relaing to a eegistration

2 The Regesiror shall a1 be unider o dusy e coquire whelher 1 consent 1o e gistraned wnder

Article 200has in fact acen given or s oval

] Where an inherest negisteied as 2 prospetive inteenational inkerest becomes an international
imersl, i further registralion shall e seouared provided tat the regstratien imformstise s sulTicient for
aregastration of an miernalional inlerest

A " The Repistras shall arrage for registrations b by enteced into the Intgrantional Registry data base
and made searchable in chronelogical oder of recerpl, and the file shall recond the date and e of
receips.

5 The Fratocel may presvide thot o Contracting State My desigiate an enfihy o eetitivs o it
territory as the entry point or ety pomis Diroegh which te ndormatien reduaresdt far segistrarion shall
or may be ransmtied te the "neematioal Begisine A Conmracting Srale making suck a designation mas
specily the requereiieants, iCany, to be satisfed belene sech imformation 1 arvam e 1o e ntermationgl
Regisrry

Acticle 19 — Validity and time of registration

roshall b vadud only 0 made 1 confonmry wil Arricls 20,

ztaslrafy

1 A regsaratioonn, il valnd, shall ke ocomplens upon entry of the required mformation e the
Intermnmaonial Regastey dasn base 50 as 1o be searchable,

i A registranon shatl be seaschable for the purposes of the greceding maragragl an the me whes
tal e Intemational Ressary nas assgned 1000 asequentaally ardered e normber. sl

Iy ek Tegisiraliom ||s.|'..n:|'|;||:|;-||_ ':"‘-I"‘-I""rf e tile nomiser, o« slespend 1n cdhirahle foren andd 1y
be aveessed ag e lernational Registrs

4 I wsterese first spgastercd an a PrOspective mterratenal snleres becomes 0n saies

thint sitermatonal aieres) shall by treated a5 rewrstered from the e ol registeanian ol
wihitely before the

interess
prespechve denataal nterest prosoded that the registranen was sl cureeist mn

inreraremal anleresi ws corsiituknl s prowded |1:,.- Arche 7

i Fhe precedig paragraph applies with necessany mod i lications e reglstration af o prospective
agsLEnemenl of s mlernatonal ireres

4 Acregastiatson shall be searclaible in the Inteseatiang) Hepisory dn
prescritied by the Protcal

base aecordmg 1 the crteas
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Article 20 — Coosent to registration
l. An mternational interest, a praspective internatissnl interest or an ASSigmEnl ar pruspective
assignmeil of an intermicong interest may be regasered, and any el registration amended or extended
Pt s expiry, by cither pary wich the consent in writing of the ather

X The suhordinaion al an imiematienal inierest o anather inteenatisnal interest may be regisiercd
by or wath the consent in writing at any lime of the person whose sslerest has heen suboedinaed

1 Aregistsaton may e discharged by or will the consent oy w riting af the party in whose fivour
th was oy

4 The acywisitian oF an mtcenananal inerest by begal or conaciual subrogntion nsay be regrsteresd
by the subrogee.

5. A sogastrable p-conseissual nghl or miere s may be registered by the halder thereafl,

@ A notiee of & sanunal interest may be registered by the hobiler therenf

Artiele 21 — Durathon of registration

Feprssration of an mierzationil ileress remuns o fecnve mnl descharged or unttl expiry ol she peno!
speaficdd m the registraion

Artiele 22— Seniches

1 Anv person may, 0 the manner preserbid by che Protocol and regulan s, make or request i
search of the Latesrational Registry by electooe means concerning iferests ar praspective mlermationgl
interests regisiered therein

2 Upant receapt ol a eeguest therefar, the Megistrar in the manser prescrbed by the Prolcol and
regulations. shatll ssue  regisiry vearch certificare by clecirene means with respect e day ubjret

i) st all regstered mnfenmanon relating thesc o, together warls 2 stuement indicating the

bt il Tiee of regstrnon ol such irfapmaio., or
1 sranng that thees = mo mformaton e el ermal ol Hewtry relnting theretu

1 Acsearch cenilicate ssued undes the preceding parasraph shall indicate that the ceediog narmed
1 (e registration ifannaton has acquired of mlends jo acguire an internaneal ilerest an e olyject but
shall nut indicate whether whar is reyrstered is an wternational inesesi ar i Prosectve nteenativaal
meresl. even iF this is ascentamable fromn the relevant fegistrabian ndfosmation

Artich, 23 — List of declarations and
declared non-consensual rights or interests

The Reyistrar shall maai  list of dewlarations, withdrawals o declaration and of the catepasies oF noa-
cabnacsual reeht of inlerest conmunicated w e Registor by the Depositary as having Been dewlared by
Comteacting Srtates an conlermite with Aricles 3% and 40 and the date of eoch such declarmion o
withezawal of declaration. Such list shall b recorded and searckable in the name of the de lxreny Siale
anid shall be sacde available as previded m the Protccol as saplalions to any person Foquesnine ol

Article 24 — Evidentiney value of certificates

A documeit at the Torm preseribed by e regulnsons which purpoits 1 be o eenificale issued by
Internatienal Regisisy vs prioma facae proof.

{2y thae it s heen socsswed, amt

() efthe Bacts receed im o, aneludesy tee date aad lime of a registention

Artiele 25 — Discharpe of registration

1 Where the ubfyations secuced by repstered secunty ndlerest ar the ohliyations WA FISE 1 a
regiatered non-consensaal nght ar mterest hive been discharged. o where the cond:tions of transfer ol
Nele wnder a regastered ele reservation apreement have been fulfilled. the koldes nf sich interes shal |
withuut undsie delay. procure the discharge of the regiseration aftes weitlen demand try the debiar delivered
oo feceived al s address stated mothy Teg SRz,

L Where a paaspectove intemational mierest or ) prospecive isignment of an alernahonal miesest
has been regastered. the anending credivor o intending assiznee shall, withon aadoe del o aracure the
4.[|~s|:hargc of the regrslratinn after woillen demand l?‘_‘. 1hie --I'K!Im_.' deblag o wsstenar w ek s delivered
o arr receved a1 s address stined i the registration before the ntenading credser or assigtes lus
vithue ur neurred a commutment e alue

] Where the bl
mterest e heenaischarged, the Bolder of such mrerest shanl), withour madue w. provure the discharse
ol the registraten alier wrinen demand by the deliar deliversd tooor feceiy wd a 15 adadress stated in the
registratian

githoae secured by a patiosal uierest specified enoa regstered matiee o) 3 ol

4 Where d registrahon aught non 1o ave been made on s incorreen, the persen 10 bse S the
registration wis whde slall without wadse deliy, procue s dischiree or amrendine ler wrillen
dermutad by the debior delisered to or received an ies address sted n e regastzainn

Article 26 — Access o the
international registration facili

L

Mo person shall e denicd dceess o e registration aimd search faeilities of the laermahuna] Rep
ity ground other than its fslire 19 comply witls the procedures prescrned lew s Clapres
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Chapter VI

Privileges and immunities of
the Supervisory Authorily and the Registrar

Arti

e 27 — Lepnl personality: immunity

| The Supcevisory Authorite shall bave mteratanal legnl persomaliny where not al ready posscssing
such persanaliry.

X The Supervisory Auwthonty aml s afficers amd emplopess shill enjoy such imawty from Tegpal
et adnumistoilive precess a5 o specified 0 the Proecol.

3 {2} The Sepervisory Authonty shall ey cxemplion fram tses and siech eth o privileges s
ey b provicled by agresment watls the hust Satg

(hy Far the purpuses of tus parsgsiph. “hest State” nwcans e Siate i which the Suprrvisory
Authonity is siuated.

k) The assers, dovurments, dala bases apd arehives of e It rradeonmal Hcgmr!.- shall = mvialakle
ang inumun: from sereune of odher legal or admeisieatve process

5 FFor the purposes alany cluem aginst the Regustrr wnder sorteele 2800000 Articls 44, the claiman
shall b entatbeed v aeoess 1w such inforotation 2rd dacumerts as ane necessary e enable he claimant 1o

pursue 15 ¢lium

. The Supers ey Authonty may waive the invodabaliy and immssnity confersed by parpraph 4,

Liahilsty of the Resistrar

Article 28 — Liahility apd financiol asaurances

| The Repstrar shall be Gmble far compensalory darmages lar loss sulfered by a person directly
resisliang fram an ereor or amussion of the Begisirr and s officers a employees of fom a mal function
of the ntermational regisization system except w beee the mal funcrion is cazsed by anevent ofan inevitalbic
and srpesistible nature, w hich could not be prevented by useng 1he best prachices mcurrent use in the feld
of electronie regstry desygn and operatien, mehisding e related e hiack-up and sy<icms security and
nclwirking

k. The Hewsirar shall pot be liable under the preceding paragraph for Facteal maccaracy of
regisaion iefurnanon feceved by the Registrar or trnsmiied by the Kegistear i the forn in which i

received that infoernsation oue ler acts or sircunetoees for which the Registear ancd ats allicers s
emgluyoes e not respunsible snd arising peior o reeeipt of registration mformatioe 3 the Intermutioal
Regusiry,

1 Curgrensation under parigraph |y be reduecd o the exlenl tat the persan who sulfered the
damage cawsed of contnbuied o that damu e

4 The Begmstear sholl procure inserance or o financeal puarasres covening the liabiliny refereed
i this Adticle e cxient detemined by the Supervisory Asthoniny, in sccasdanee wirs the Frorecol.

Effects af an intemanonal interest as aganst third pariies

Article 29 — Priority of competing interests
! n

1. A megstered dnresesr bas proorily over any elher inneresr dalmeguently regisiered amd over an
unregistered mierest

2 The priociey al the Grst-mentoned nnerest ander e preceding panizraph agglics
2 ¥ I I8 = i

180 evenfthe lirs-mentioned inresest was accinred of registered with actual knew ledee ol the
ather antesesr, wnd

(i even as reginds walue given by the bolder of she estmenioned mlesest with sech
ks ledze

i The buyes of an obpect acgimes o nlerest m -
4a) subyped) toan intezest registered a1l tnse of s aequesiion of et mterest, and

(lt liee from an unregistoned wiees even 1 o has acrual keewledpe of sieh an aene s

o | e compedinaorl bayer or lesses JCCUEES NS nteTest in r|!_lhr aver Hal ahypeci

lad sulect f e mterest regestersd proor s e regatration of the wiermtionel miere st el s
s combitonal seller o lessar; and

fha Aree From an nterest aon s registered 20 that time even ol o bizs 2otual ko Jeclge of that
HU ]

5 The praorty of campe i aberests oo sights under thes Arhcle ey by vaned by agresenent
hetweear the hobfers of shose mterests, bt an assipnee o 2 subsrdicaled iterest s no1 ol by
agregment e sabordaate that amierest wnless an e tme ol The Fnatgimnent o suhardmnaiiun el hegn
registered relatimg 19 that auresment
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f Auy praority given by this Article lo wi islerest in an object cxicnds 1o proceeds.
7 Thas Convention
(ab  does oo uflect the sights of 2 persaa i an deme ether than an vbject, held pries w s
instaliation an an abjeet i under the applicable law those rights contivue o exist alier the
matallation; and
thi does pot prevenl the createon of rights in an seny, othes thar an object, which has previously
been installed an an ahject where undes the applicable law those rights are creaed.
Article 3 — Effects of insalvency
I I anseslvency proceedings agams! the debeor an internnnonal isierest is effective if prioe w the
commencemenl of the insolvency groceedings thal imiercst was registered in conformity with ihes

Convention

2 Nethiag i this Aricle amgaues the effectiveness of an imternarional inerest i 1he inselvercy
prrovecchags where that interest 12 effechive wnder the applicable Law

A Mothig wnthis Amiele alfecs

talamy reles of law agplicable i msolvency proceedings relating 10 1he aveidance of 3
Irinsachion as a preference or a iransfer in fraed of creditoes: or

1ty any rules of procedure relatinge to the enfarcement al fighes o propesty which s usder the
contral or supervisien of the msolvency adiunasiror

Chapter IX

Agsignments of associmted rights and inleraational inferess:
nghis ol subrogation

Article 31 — Effect nesig e

I Except as otherwise agreed by the pames. an assagrment ol assocaled rights made i conformin
with Aricle 32 alse rransfess o the assipnee:

tal the related tiermanonal areeesn and
thy  all the mnecrests anad priores uf the assigaue under B Convention

2 Mothing i thas Convention prevents 2 panial assymment of the assiEnor’s associaled nghis, In
the case af such o parial Loagnment the assignor and assigner mav agree as lo their respechive riphes

concerming the relaied interational inerest assymed wnder the preceding pasagraph Bt nol so as
adversely tw aflect the debrer withoul 015 consent.

b Subyject tw pacsgragph 4, the applicalile e shall deternsine the delenees amd rights of set-off
aviilahle 1o the debtor agaiast the assipnee.

4 The debiur may at any dme by agresment in writing waree all or amy ol he delences and righrs
al selalf refersed 1o us the peeceding paragraph other than defences ansimg lrem frauduient acts on 1he
purt of the assignee
5 In the case of an assgnment by way af seenaity, the assigied 2esciated nelus wevest m e
assigaud, 1 the exsent that they are sall subsising, wl.cn the abligalions secused by the assignment B
hewn digclarged
Article 3T — Formal requirements of assigonent

1 A assignnsent ol 2ssecated rps ransfers the relared intesstonal imeres etly ol g

Lal moswrhing:

Moy enables the wsociated rights 1 be ulentifed wnder the contmet Ton which ey anse: and

e n.the case of an assignment by way of sceunty, erables the obliganons seoured Iy the

asssgrimenl 1 be determined moaceordanee wih e Protacsl bun witiout the need ta sie
A SN T ARSI sumn '\Gl.'l.'ljr('d

2 An assapiment o we lerniaona’ neerest created aof provided Do e 2 SECRITY g
witled iinless spme ar all relaed asocialed rights alao are asagned

LIRS

i Thi= Conventon dues ol agply 1o an asapnment of assoemsed rglhts wluch s ant effective o
teansfer the related svernancnal interes)

Article 11— Delstar’s duty e assigaice

I P the extenn it associated rights and the relared inteenanional mrerest base been rassfemed o
aeenrdance with Articles 10 and 32 the delstor in relagion ro those rphies and rhat smierest s oo by the

assignement and has o durs soomke pavnses or prve other performance to the assign

Tt anly al’

(ab the debiar bas een groen notee of the asssgnment in wrrhizg ly ar with the authonty ol the
assignar and

1) the neniee sdeneafies the assoc uted riphis
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1 lsrespective uf any uther geownd on which payment ar perfurmance by the debtor discharges the
later fraim liahilily, payment of performanee shall be effective lor this pirpose i made in accurdance with
the preceding paragrph.

1 Mol on this Asticle shall alfect the praonity of coanpeting assignments,

Article 34 — Default remedivs in resnect of assignmend
by way ol security

Inthe event of default by the assignor under the Assignmenl ol associated sights and the relaey
tnteenatienal lerest mads by way of sccurnity, Arteles § % and 1 14 apply i ibe celntions between
e assigmor and the assignee fnd, i relation 10 assecrod rghts. apply in se Tar as those provisions
cnpable of applicaton tw intangible propeny) as of refemnees

1y b the sevuned obligation and the seeunly intesest were selrrences to the obhganon seewred
By the asssgnment of the associared nyghts and the relaied imeenateonal interest and the
secirily imderess crented by that assienment;

1B} 1 the chargee or creditor and chargor ar del lag were relerences e lhe assignee and
ARBIEIOT;

el ot the halder o the anternational mtcrest weep fferenees o the nssignee. and

(di 1o the obiect were references rmothe assmed assec i sd raghts and the related infemational
mlenes

Article 35 — Priarity ol competing AsspEnments

| Where there are competing pssignmenis of associated righis and it feast one ul 1he assipnmens
meludes the selated irimanomal nterest amd is reprteied. the provisigns of Aricle 2% apply as 1§ The
references 1o x registered spigrest were references A ARSI 1y the associared oights and the relaed
registesed anterest aod as i referenees 10 2 registered or segisteeed mlerest were references to a
regeslered of sutreistessd assignment

) Artrcle M apnhics o an assigrment ol associanad nihts s af the relerences tooan ilemataenal
ilerest were felerences 1o an wsignment of the assecuned sights and the selated imternational imierest
Article 36 — Assignee's privrity w'th respect to assoclared righes

enee il assocrated nghts and the relued internanonal sterest whose assignment his been
regasiered wnly Fas prwiey under Arbicle 3500 wver anotleq assipner of e assocaied Fights

1ar b the contraet under which e assared rights arise states thin they are secured by or
associated with the vhjeor: and

1) 1o e extent that the associated nghts are reluled 1o an whpect

2 For thie purpises of sub-paragraph {b) of the preceding parayraph, assacialed rghts are related 1

an ahject ¢nly w0 the extent that they cons,st of fighis W payment or perfornunce thal relaie -
(b dsunachvanced and unihised for the purchase of the obyect;
Thy  a sum advanced and wilised ler the purchase of anather oheeet in wlich the assigiter held
another international mtere 50 il e assogeer erans feered that alerest o e wssigniee and e
assignnenl hig been regasicred;

(w1 the price payable for the objeer,

(i the rentals payabile i respece af the abject; or

(el ether ablhignnions ansiyy fom 3 tassachon oefered woin any ol the preceding suh-
parapraphs
1 I all ather cases, the pravoriy of the competing assignments of the associzied nijhts shall e

determined by the applivable law.
Article 37 — Effecty of assignor's insalvency

The provisions ol Article 30 apply 1o solvency proceedings agansst e assignor a5 of refersnees 1o ke
deliar wene peferences 1o the assigior.

Article 30— Sulragation

1 Subpect to pasagraph 2. nothisg os thes Oonvention et the acouis soceted righis and
1] mrdp E f =

e relmied intereatienal wierca by leaal o cantracil subrogation under e applealble [

') Ihe priociey between any ierest within the Prrecenhing: parigraplyand o compen
Be vareesd I apreemenr s writig Between e belders af the rospuclive anleresds bl o
subordinated inferest s ol boizid by apreemen to subardinate i sterear anless at the
assagnnent i subordmatie hind been regustered relating e ik agreemen

lere sd muy

ul the
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Chapter X

Rights or imerests subject 10 declarmtions by Contracting States

Article 39 — Rights having pr v without reglstrution

1. A Comracting Stale may n3 any time, n a declinion deposited with the Depesitary of the
Protecol declare, penerally or specifical

2y Ihese categonies of non-consensual right of imteresy (other than a rght or islerest 10 whickh
Arnicle 40 applest which oides that Seate’s [w fave priony over an inteeest i an abect
equivaient ro that ol the helder of o regstered wermationsl interest and which shall have
Pty over 3 regaitered ternmonal steresl sohether inoor omtside inselvepey
procecdurgs; ancd

(by thar nothing i thes Conventign shall affeel the nghr of a $iate or S ennty,
wntergovermmenlal organisatuon ar other pris e prowiler ol public seevices loarrest o detun
an ohpect uader the aws of that Stie lor payment ol wnonsts owed oosuch ety
organisatun ar provider diect v relating o rthose services inrespect of Liat abyes) or anothes
whiecl

FJ Acceclaration made under the preceding pa
created afier the deposit of that declaration

2raph osay be eapressed o cover categories that age

5 A non-cunserseal fght of uerest kas ananiy over an nternatonal wierest 1 and otly af the
Frmser v ul o eategory covered by a declaraton deposied prion o the registration ol the snlemational
nteres

| Movwathstanding the preceding pasagraph, 2 Conirers il rmaty_ il ane tarmne of ralificarie.
aceepance. approvid of, o accesswon o the Prorseol, declare thina fehtorinterest ola calegary covered
by 2 declaranion made under sutl-paragraph daf of pargraph 1 shall have pronly over aim inteenaiona)l
interest segiaered proor s the dite of such ranficiton, acreplance. approsal o accession.

Article 40 — Registrable nan-consensual riphts or interests

Al ontracting Stie may ot any nme i adec larnnon deposited with che ['?‘1_-|;||.|1|1.1.r)' of the PFrotwcal Lkl (he
categunies of non-consensal rght o interest which, saall be regastrable under this Conventian as fepnls
amy entcgory ol abpect as of the oight of sferest were an imermational interest and shall be reguiiate:d
aceardiagly. Swch o declaration rmay be modified feom me e

Chapter X1

Applieation of the Convention to sales

Article d1 — Bale and proapective sale

This Convennion shall apply 1o the sale or rospective ale of an object as pravided for in e Pratogeal
with any mwadiNeations herein.

Chapter X1

Jursdiction

Article 41 — Choice of forem

I Bulbyed te Arhicles 43 and 44, the caurs of @ Contracting Siae chesen by the patties 1o 2
tranmsiaction have junsdichon i respect of any claum breaglin wader s Conventoe, whetber ar pon e
chosen forum has & contecion with the partses ar the iransacno. Such ursliction shall be sxclusive
unless atherwese apreed betw cen (e parties.

3 Any suclt ageement shall be o wting o stherwse coneladed i accondee with the fonmd

requarciments of the L ol the clwsen Fanam

Artiche 43 — durinaiction under Article 11

1 The courts ul a Canracting State chosen by the pasies 2nd the couns of he
e terriaey ol wloch the ohyect s sitnsted base wnsdicton L e
atad Arhicty 1340 en espect al that akje

2 Jusischetaon o grant veleCunder Ariele 137140} ar ather naterim rehef by wvirtae ol Arhcle 13140
may be exercmed eoher

Lal Mty the courts chosen by the paimes; o

thi by the cowres ala Contracting 512 on the berrmnre of which e deliron s siwded, being
relielw ek, e she e ol the ander erantang 0 s enfonceahle anly i the terntery of that

Cantiaching Siate

i A wourt Bas gurisietion undes the g ceding parssraphs even i the Tina! deterssslion of the
clatm refersed 1o Artcle 1300 wall ar may fake place i a court ol ansther Conracneg Stare o by
arhiigition,

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



Article 44 - Jurisdlcilon to wake orders
Aguinat the Hegisirar

1. The vouwrts of the place i which the Registoar hag its centie of dmunistisoen shall have exclusive
Junsdiction to award damages or make opders agamst the Registras.

: Where a person fails t respond 10 a demane’ made under Article 35 and that person las ceased
to exist ar cannot be dound for the purpose of enabling an order 1o he made against ot requiring i o
provuse discharge ol the registratian, the courts peferned 1o the preceduty parapraph shall have exclusive
Jurisdiction, o the application of the debtar or imending debtor, B2 make an onder direcred tithe Regisirar
reuining the Rewistrar 1o dischiorge 1he registn iin,

1. Where a person fuls 1o comply with an asder ol 3 coun havong unsdection undee s Coavention
of, 1n 1be case of & matsonal intesest, 2 order o cours ul competeit purisdichon fequaring that person to
procure the amendomwnt ur disclharge of o regisiraon, the courls refeesed b i paragragh | may direes the
Regastrar o take such steps as will give eflect i i order

4. Except as atherwise provided by the Preceding parageaphs, o court ntay mike orders of give
Judgments or rulings agamst ar purporiing fo b nee Hegisinr

Article 45 — Jurisdictlon n respect of [nsolvency procecdings

The previsins of this Chapler are nor apphcable o tnsslveney proceedings

Chaprer X111

Relationship with other Conventians

Arlicle 45 bis — Helatianship with the uind Nasions Copeention on the
Assigument of Receivables in fnternarivmal Trade

Thes Convention shall prevail over the Ceed Nateses omveanme an the Assignment of feceivablen in
Iwtcemationald Teade, opened far stgeauiuze an Mew York on 12 December 2081, as 0t relates o the
assipnment vl recervables whieh are associated righis relwted e ynleraational interests o asrerfi aljecrs,
racbwny rolling slock and space assets

Article 46 — Relationship with the LS50 oRarr © onvenricr
o fnseesalivnal Fiveacial Leasing

The Protocul sy etermune the relationstup between s Convennon ad the £ Cnieanien e
futernativaed Fanancid Legang, signed at Chitawa on 284 May 1955

Chapter X1V
Final provisions

Article 47 — Signuture, calificativn, neceptance, appraval or accession

1. This Convention shall ke opea fo synatere in Cape Town on 16 Movember 2000 by Stares
participating i the Diplamatic Confermnce 1o Adapt 2 Mobile Equipreent Comvention and an 4 iressd
Prtovel held a0 Cape Town fom 29 Ogtaber o 16 Movember 2060 Aller 16 November 200800 (he
Conweatton shall be opew to all Stanss for sinature a1 she Headguarters of e Inte-nasional Insehete fir

thie Ui fiezion of Provane Law d LN a0 Rome anlil it entess i farcs in accordance with Article 4%
1 . Thes Canvention shall be subyect 1w ranihicaton, acceptanve or approval by States which ke
signiel i

3 Any Slare which docs wa sign thes Convenlion may accede 1a 1 g aly lme

4 Batificatse, scceptance. apguesal of accession s e llveted by the deposit of & formal st mmest

to thaat effect with the Depositary

Article 48 — Hepional Economic Intepration Orgnisations

1 A Repeonil Ecomsome Intepninses Uhsansation whaeh is consired b sovereign Srares and fas
carnperence vver cerbnn maners peenied by us Convention may samlarly si oal Approve ur
aveede to this Comsention The Regnmal | onnasmae Inrcgration Orgamisataon shall i thin case have the
righes and shhigatans of Camtracting 1ane, tothe extent that thatl Organisanion has COMPETENCs vy
matters poverted by thee Convestion Whers the numnber of Conmmcting Siates 15 selevant [ALIE
Comventom_ the Regional Foonemes Iegation Chrzamizaian shall nol coen 1 Coniracting State
adulabival b s Memher Staies which are C g acting Slares

2 The Regioml Foomamie Bucgrmon Orgamisarson shall, af the me of s1uPL eplance,
approval ur accesaion. make o declarten o the Dej ositary specilving the manters woven W T
Coemvention i sgspect of which competence has heen feanslerred 1 sl Urrgarnsaban by s Mernbe
Stales The Regonal Foonoimic Integrateon Organiszton shall provegly notly e Depasitan, of 2oy
changes wothe disibution of conpelence including new lansfers of competcnee. specified in the

dechumatien under s paragraph

5 Parnes”

J Aay relerere o Cantrzenne Stite “arConnacting States” o Siate Famy o
st Cosvention applies cogually o s Hegwnal Beonamie It pratin Olrpa st o lere the conles] 5o
T Ires

Article -9 — Entry into ferce
| This Canvesuon ewters mile foree on $he s day of the manth Followay the expanog ol thiee

manihs after the daje of the deposnt ol the third ssstiurment af calion, accepiince, approval o
atcession but only as regards o calepory of shjects 1o which o Pratocal applies
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(o} ag from the e of entry intu force of that Protocol;
(hi  suhject 1o the terms of that Protecal; and
(€1 s between States Famics 1o this Comvention and that Prowcol.

23 Far other Siates this Conventian enters into force on the Nest day of the menth following the
exralion ol three months afer the date of the deposin ol heir instramean of ratficanon, acceplanes,
approval ar aceessien but only as nepards o calegory of objects 10 which a Protocol applics and subgeer,
it eelution o such Frotocol, to the requirements ol sub-paragmphs (210 (b] ard (g} ol the preceding
paragraph.

Article 50 — Internal trunsaciions

] A Contracting Stale may, al the lme of mtsfication, acceplapce, approval of, or accession o he
Frotecol, declare thas this Convention shall sor aggly 10 0o wansacion whicls 4 an miernal rassactog n
relation to that Siale with regard 1o all types of objects or some of them.

2. MNotwithstanding the preceding paragraph. the provisiens of Arhicles S(4), 911, 14, Chapter V.
Article 29, and any provitions of thes Convennion eelating 1o registered omierests shall apply o an interal
transichion

1 Where nunee ol a panonal mreeest Bas been registered an the lelernatiomal Kegstry. the pnoriy
wl thie obifer af that inderest under Armecle 29 <hiall ped e aflecned by e P ehal such mueres) Bas beoome
westenl o et her person By assigmment ar sebropaton under the applicable faw

Article 51 — Fuiure Protngals

I [he Depesitary may create working groups, i co-gperation with such relevant non-govesmnenal
wrgiusitaons as the Deposiary considers appropriale, toassess the feasiliy ol extending the applicanion
of this Conventton, through one or nwere Protocals, o ahjects af any calegory of hygh-value moiule
copnpienl, ather than a calegory referred 1o Acncle 203, cach member of wlich 15 wnguely
identifizble, and associted riyghrs eelaring e such ubgecrs

2 The Deposstary shall commumicate the textal any prelunimars deall Protocol relatng o acaregory
wfebjects prepared by sech aowarking growp o all Setes Fartes o s Conventron, all member Stares
whthe Deposionry. member Stares ol the Uniled Mahons wheeh are sut members ol the Deposiiary amd the
relevant imerguvernmental orgamcanons. aisd shall ssone sach Staes and ergianisatuns Lo parhopale n
imtergeeernmuental negoetiatvns L the completion al adrate Protacal on the basss ol such a prelninay
glranll Festloigaal

A The Deposiary shall alse conununzcate the text ol any preleminary drafl Prowcol grepared by
such 2 warkimg group b sach relevam non-governmenial o -gamsabons as the Deposimary conslers
approprate. Suck non-governmenizl erganisations shall be avvileu pramptly 1o submit camments o fhe
text af the prelimisiary deall Frotocol o the Dreposiiary and 10 pans ipate as observers in the preparation
ol a draf Frotocal

4, When the competent bedies of the Depesitary adudge such a deaft Frotacs] nipe Foradoption, the
Deposstary shall canvene 2 dhiplsmotic conference for ils adoptien

5 Onee such a Protecol has been udop:ed, subpect e paragraph 6, this Conventicn shal | aggely v ohe
calegury ufisb]cu15 coverad lhcmh}-

6 Article 45 feeof this Conveneion applies i such a Protecalenly ifspecifically provoded for o than
Trowsenl.

Arnic.e 521 — Territerial uniis

| s Contraching Siate hns terrianal urits sl different svsiens of ls anc applicalile i
relatann lo the matlers dealt with i this Corvenbion. o may, af e s of mtificalion. acceplonce,
approval or accessawn, declane than thes Cosventaes i o exieod tooall o wrniormad aonts o onby oo or
more af them and may meadify ils declarnoon by submigting ancther declacation an any 1ime

2 Any such declarabon shall stale expresshy the lermanal unats 1o which tus Conveano applies,

1 IFaContnching Seane has notmade any declaraton weder pasagoagh | thes Comventan skall apply
ta all terertarial unis of thal Sl

4. Where o Connacting Brae exicmds b Convention lsoone or more of (s lerptorna
declarntions permited ender this Convemticn may be made oy respecs o 1erritunal nne
declartions mede morespect ol ane temilon in e be diTerent from those nsade i respect of anotler
tervitarial uist.

il suct

3 Iy vertee of sdeclarstaon ander paesizeaph 1 thes Convention exterds toone or mone eesiosid

amars of a Coilfac e Slae

{a)  the detdor s considered b ke sieared anon Comraciing State only o ias meonpurated o
Tormmued anefer a law oy boree opa terriarial ore taowhich this Conventien ag il o il s has
s regestorad olfice or statelany seat, centze ol admimstrtion, place ol Businsss o habirgal
reslensce wra seernonal i wowheeh s Convention applies.

sefers i the localon al the

(b ey reterenae e the locatien ol the oboeco o a Conracting Sne
vhpgct i errgoral wmie oo whick s Cor vennaon apgilaes, and

b comstrueed
(LR FI)

el any reforcace b the mlmimsteatve aontforihes i that Conracting Srate <lalt
as relesnng ot be aditmastiateve autbasraiies hinceng ponsdie ion
s Corwenmion npplies
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Article 53 = Determination of courts

A Contrscting State may, at the wme of ranafications, aceoplange, opproval of, or acecsson o the Protocol,
dechare the relevant “coun™ or “cours” for the purposes of Article 1 and Chapier X1 of this Canvenion.

Article 54 — Declarailons regurding remedies

I A Conlracning Siate may, at the e of mulisalon, accepiance, approval of, of accossion le the
Pratocal, declare thal while the eharged vhpect i siaked wi hin, or contralled front i erritnry the
chargre shall nat grant a lease of the object in that terrory

1 A Cuntracting State shall_at the sime of raefication, aceplance, approval of, or pecession bo the
Pretocel, declare whether or ot 2py remedy avatlable 1o the ereditor wnder any provision of 1his
Convention whach o nel there expresscd to requere applacalion fe the cowT may be exereed anly welly
lewve of the coun,

Artiche 55 — Declarations regarde g celicl
pencing final determination

A LCantracreng Stare may, a1 she nose of ranlication, acceptance, appeas al of, o aceession 1o the Prslocs!,
declare thar i wall out apply the provisions of Amicle L3 or Artrels 35, or both, wholly or i pan. The
declarntton shall speeily under which candibions the relevant Amicle will be apphed. i case o will be
apphed partly, or atherwese whech sther fonms of mierom relief v ol be aggplicd

Article 56 — Revervations and decluratinns

| Mu rescrvahions may be made w ihis Con ot bt declamations melhonsed by Aricles 39, 410,
30052053054, 550 5T, SR and 60 may ke mads in accordam ¢ witl rhese provisms

1 Ay declarshen or subsequent declaanon or any withdrwal of 2 declaraton made uader ths
Comventaon <lall be natified tnownteng o the Degomatary

Article 57 -< Subsequent cCeclarations

1 A Seare Party emay make a subseguent decannon, other than adeclarmson aehsrsed wsder
Arhcle el 2t s afier the date on whick thes Convention has estered mtoe foree o, e rusl i1y ing
e Depostary @t gitec)

k] Any such subscquem declmtion shall take effect un the Gt day ol the manih following the
expurthuin of sinmonths after e date of receipt of the aoufication by the Depositary. Where 2 loager
period for Mat declamaceon o lake effect i speeilfied nothe notificanon. it shall ke eflect upon the
experabon wf such longer perad plter secerpl of the sonticahion by the Deposiinory

i Mewithstanding the previews parsgragbs, thes Convention shall continue e apply, as of au sucl:
subsequent declarations hasl been made, i respect of all rights and inercsts arising pricr b e effective
i oof any such subsequent dev .

Artivle 58 — Withdrawal af declarations

I Any Stale Pary having made a declaraton under this Convention, athes than a deglartien
authorsed wndler Arficle 0, may withdew 12l any e by nollying the Depasitary. Such withdrowal
is tu Lk edlect on the fiest day of the panth follawing the espiration of sis mentls afies the date of
recerpt ol the potdication by the Degositary

1 - Motwithstamding the previous parzgraph, thes Conveation shall continue woapply, as 11 no such
withalrawal el declacation bad been made, m respeetof all righis and ilereses ansing pror i the elfective
date of any such withdrawal.

Article 39 — Denunciations
1 Ay State Party may denounce this Convertion by nanfecatoon mowntmg 0 the Depasivary

Tooi ul

i Ay such depure anon shall 1ake el on e Gest day ol the month follewing rhe cxpm
twelve manths afier the date an which notficanen o5 recewved by the Depasaiary.

i Movwshstandsng the previous pasagraghe, thes Comventae <hall contioue 19 aggply, a0 oo such

deruneianon had been nuade, sorespect of all nghis and inresests ansing preon o te effecive date of any
such denunciaion

Article il — Transitinmal provisions

1 Uinless aierasse declared sy o Conteactige Siate ¢ any nme. tne Conventien does pot apply
i prl:-l-':isrlng reght or imerest whick revaos the poerary 10 enpeyed under the appplacalle L belare the
cllective date of thes Convention

] Forthe puapeses ol Arhcle vy and o determising posoty @ ades thes Copsentaon

when s
=d

Iy Ceflectioe dae of e Ceevention™ meaes i relabon s deboer the D
oree a1 the e when the Ste i wiich the deblor s

Campventiy Criers i
Becames l'u.'|1rr.|"||'|g State, whichever s the lates, and

thy the debion s sermated ina Stale where 1 has s cenne ol admemstraon o, i1 s has mo centre
el adminisiranan. i place of fisiness or, 100 bas more than one place of hesiness s
principal place of busimess or, o 0 has ne place of hasiness, s Batcual resideace.
X A Cuntracting Slate naas in s deckuaton under paragagh 1 specidy o date not easler than three
vears afler the date onowhich the declarat w hecomes e lective, when this Convention and the IF atoea
will become agplicabile, ler the purpase of delemmning pricriey. ancludiig the protection ol any exsting
Privgity, b pre-¢ wasliog rghts a0 imleresty arisang ander a0 agreerment made 303 e wlien the debsor was
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siluated ina State refeered o i sub-pamgraph (B) ol the preceding parageaph but unly 1o the extent and
s the manner specilied in i3 declaration

Article 6] — Review Conferences, umenclments wngl related matters

I Th Deposiiary shall prepare seports yeaslhy or af suc’ other tme 25 the cincunisianees nuy require
leer the Stiles Parties as to the manner iy whicl the tematierol sogimen established in this Convention
has operated in peactice. In prepanng such reparts, the Do pasiay shall ke itle ageount (he reports of
the Supervisary Authenty corcerning the functionosg ol the inlemnational registeation sysien

k) At the roguest of nod less than iwenty-five per cent of the Statgs Parties, Reveew Conlerences ol
States Fartues shall be convened from time to time by the Deposatary i consultanion with e Sipervisory
Autlonty, to consuder

b the prociical operation of this Convention and 5 eflechiveness i facilisaling the asset-based
limancig nad leasing of the abjeces covere 1 by i3 lorms;

(hy the pical inserpresniaon piven o, aisd e applicatuon made of the 1lerms of s Caauentien
et the rcgul:lhl:ln':_

fed the funchioning of the inieroasonal regisiraton systom, the periormone, of the Registrar and
1 oversight by the Supenvisore Authorty . tab ine oue account the reponts o the Supervasiory
Aurhoring: and

wdr whether any mwadilications to Bns Canvention of e arcangemeits relatng o the
Internatienal Regisiry are desiralile

b Subrect 1o paragraph 4. any ansendoent 1o s Ceaverhon shall be approved by a least i reo-
thirds majasity of States Paries parhicipating in the Conference refeered toin the preceding parsgermph and
shall then eater ineo fuzee i sespect of Siates which have mnfied. accepred or approved suech unendmen
when ratfied, accepred. o agproved by three Siates an accordance with the provisions of Amele 49
relatimg 1o s eniry into force

4 Where the propuscd amsendment to 30s £ anveaion 15 inerded 1 apply o more than sne calepnn
sbequipnent. sech ameadincnt shall alsa be approved by ar least o swo-thaeds magonry ol Stales Faptics
to each Pratacol thal ase paicipatang sn the Conference releered 10 pacagraph 2

Article 61 — Depositary amd its Tunctions
1 Insrwments of railicatisn, acceptance. approval of accessien shall be depusated wul the
Imermatienal Insntute for the Unification of Fovate Law (0 a0e00T), which is herebs desipnated the
Neposinnry

2 Ihe Depasitary shall

121 indorm all Comreacting States of

(11 wach mews segratere or de pegit of an insorunent oF e feanien, sceeptanee, approvid or
accession, kyether with the dare thereof:

() the date of entry i force of tas Convention,

(il cach declaranon macde i acceriines with this Convention, ogether with the date
theeeod,

frvl the withdeawal oram sfment of 2ny declaration. opether wath the date thereof, apl

vl b nodification of 2y deaurciation af s Coarvertion tegesher with e date feres?
anad the dade onw hich o takes elfeer

1y tmsmt cethled trae copies of tis Convention to all Contrachng Siies,

(e} pewade the Supervsory Authorey and the Registrar watl a copy of each mstrument of
ratificitiun, avceptance, approval or accession. fegether with the dawe of deposic thereal,
ol each declaranon as withdrawal or amendoment of 2 declarataon and of =ach norific i
ol dennpcstpon, fopether with the dare af notification thereal, s tha the nformaton
ot thezean s oeasily il fully avidable: and

Gly perlermosuch other functions cesomary for degossiancs

IMWITSESS WHEREOF the undersigned Plesuporennarees, having been duly aushonsed, e
slgn-:d s Comnsentaon

LA0ONE a2 Cape T, this siteenti day of Novermber, teotbamsand and o, 2 s sipgde arnguo]
in the English. Arabic, Chusese. Freneh, Kossian el Spamsh languapes, all ws ke
such authenticiy o tike elfect apon venficanon by the Lot Secretanat al the Conference under e
autharity of the Presicdent of the Confer oo withan ninety days hevealas to the conforminy of the resrs
with one anehes

Iy anthienne,
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PROTOCOL

TOTHE CONVENTION
TERNATIONAL INTERESTS [N MO L EQUIPMENT (30
MATTERS SFECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCH,

CONSIDERING o necessary o implement the @ smvemmn e Seternatonal Daereis w0 Abide
Egrrrprens Cherenafler referred 1005 Lo Convention™ | as i1 felines o areraf wipanipnnl, e the
light @f e purposcs set out in 1he preamble 1o the Uanventien,

MM of the need o adap the Conventaon 1o met the pamicalbas regpnrements of wiecrart nanee aml
to cslend the sphere ol opplicanes ol the Coavention e melude contracts of sale of arciafl
couspEnen,

MIMEFUL of the principbes and elycctives of 1he © cemenien, oo feoeragenaned © ned Avam, signed i

Chicago on 7 December 1944,

FEANT AGRELRD gt the tulloswing proyiswons felutmg o aremi equipencn

Chapter |

Sphere of application and general provisions

Aricle | — Delined rerms

| Inthas Brotocal excepr where the context otherwise reguies teoms gsed inon bave the T
sl on i the Uonvention

i 4
E Inthis Protocal the falfosong emits are emplaysd wiih e mcanngs st ot Bl

fal mrerlt means arcant as adelined for the purposes of the Chicags Convention which ane
either avrfranes with aircrafi engines mstalled theresi or helicopters,

b Cinrcraft engines” means wrerafl engites cother than s wsed maltary, custoims o
phicy services ) posered by Jeb propulson o turkbune or pistan technalogy and

e the case of get propulson arerll engenes . hues 2 least 1750 1 of thrast o s
veplarvalent, wml

icl

[K+1]

i

(el

1)

ki

fialmthe case of twrbine-powered or peston-powered aircrafl engines. have ot lenst 550
rated cake-ofl shall horsepower of its cquivalene,

tegether wilh all modules aed ather mstzlled, incorporated v anached necessones, pans and
cguepnent andd all data, mavuale and reconds selatng there,

Carreralt obgecrs” means e fames ol engines and helicopers,

wrgraty register” means el mantoned by a Sale o aocommon mark resistering
authanly for the purposes o the Chicago Convention,

Carfeames” means airrames tether than those used i mliseycusloms or pelice seevices
that, when appropniale arcrall engines wre installed thereon, are fepe certilied by the
COmMPCIens Oviantaan il.IJ”'J:hIl:l. i :r;j.l'l_'\.pl'lri

for ot least cight (B pesons melidhng crew, or
tog oo imexcess pf 2750 kilegrams,

trgetber watl: all wmstafed, mcorporated e atiched acoessories rarts anc eoupment (other
Phar inreraft engies ), il all data, manuals and reesnds relanmg theremn

autbwrresand parie” means the pany releened soom Arche X005

TChieagy Curvention” means e © ot s ineergrnd £ sl Aveten, signed
Uhneago an T Decembier 19404 s amended, and 115 Auneses,

“eommen otk restering aulaniy” s fhe aushorily maakasnng @ oreRiser in
accordance with Article 77 af the Chicago Comvention as implemented by the Resalutisn
adopted on 14 December 1987 b the Councal of the lotermatonal Creal A
et on natsmal ity and sepsteateon of drcra operaked by mieroatsasl opes

agenies

{00

-zt of the et mes de hon or remaeal of e e o of The mieeraft
Fronys s arertfl regester i accordance with the Clicago Comention

LIRERITED CONLGICE et 5 omract entered il by g person s cuaranior,

EntorT meass i pes s swhio, Lor e purpose nfassinng perlsimease ol abligaiion:
e Grvour ab o esgdinog secured by asecuniy agreement or under an aprCInen, pves of
1ssues & surelyship or demasd guacantee or a stasiby better of credit ar any alher form of
credin Msuzanes.

Chehcspters” mmms beaswes-ansr machines (otber than s wsed n mnlilary, custins
o pobiee services | suppored o ghe ciietly by the renctiors of the au on ere af e
poseer-driven rotors an substasialle verhical axes wnd w b pvpe cerilied Iyt
AUmPIent avanan sdhonty e rransprd

Gt bedst Nive 031 persons scluding crew, or
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Linh possds oo exeess of 430 kilograms,

logether with all installed, incorporact or attached accessones, parts ard equipnsnt
fencluching retors), and all data, manuals ot recosds relatiyg thergla,

tmy Cinsslvency-related cvem™ means

fre ke commencement of the insolyveney proceedings, oz
{nl thedeclared infenion o suspend or octual suspeiswn of pavements by the debtor where

the ereditor™s nght loonstitule insalvency proceedings agamst e debtor or leeser Jise
remedies wnder the Convention s prevented or suspended by Inw or S1ale action,

til - Uprinury msolvency junsdiciion” means the Conrzenng Staee i which the centre of the
debir’s mam interests s siuated, which for s perpose shall be deemnad wbe the plage
ol e debaior™s statutory seat e, ol e s none, the place where dee delan s icarporared
of fuined, unless proved atherwise.

dub o Crewistey autherty T means the natonal sutbany or the comenon mark regstenng sutheniy.
anslantng an reedt regster oo Conteectisg St and respossible Fer the regisleation
and de-epgsteation of an areratt in accardanee wath e Chicage Comenoon, and
Lpe R sl regsstey” memms o respect el an arcral, the State onthe patnal register of which
an wireradt s entered e the State of Tocahon ef the common mark regesiening aulhany
maEniEneng the mircraft regasied
vrtiche I — Application of Consentien us regands aircraft abjects

1 Phe Carreennson duallapply e eebimwm worerset od ects as pros ided by the reeins of thas Protocid

2 Thy Comventon and this Protoced shall e koo e the O onventoa on International negests m

Mukuly Fageipment s applhed oo sreean alyecrs

Article T — Applicntion of Conventom e sales

T followany provcsssans af the Conventom apply as 1§ referenoes @ e 1@eeement crealing of pnm whing
fod i inerrie sl Rerest weens feferenees o a contict of sale aned as 1) relerences 10 a0 iMenmEtuzl
Ilerest, o grospecieee mterramonal inerest, the debior and the creotorowerg relerences woa sale, a

prospective sile, the seller amd the buver respechinels

= 5l 4,

Artiche Thi L Han.

Artiche 140

Adticle 001 as regards regastration of
Aniche bian Icglil-rl.!"' A prospeciive salel ol
Arhle

contract ol sale o prspclive salgh,

In addiion, the yengral provisions of Aricle 1. Article 3, Chagess 1V o %11, Amcle 2% (other thon
Article 2903 which is replaced by Artiele X1V pancd (21}, Chapter 5 Chapler X1 otler than Arnele 43),
Chapler X1 and Chapter X1V fother than Aicle 607 shall apply to contmacts of sale and prospecive

galps

Article IV - Sphere of application

1 Without peejudice 1o Anicle 300 of the Convention, the Convention shall also apply i relatos
tex 2 helcopter, or 1o anarframe perauing o an areoaft, registered moan areeaft register of a Contocting
State which i the Siate ol segesiny, and + here such registration s made parsuan) fooan agreament s
regestrnzon of the asrcral® s desmed o Bave been elfected acthe ime of the ageecinen)

2 For the garpueses o e delinton of “miermal ransacion’ m Al 1 al the Carvention

fay  anarfraeme s located anthe Stake of regestry of the @irceafl of whoch s

17 an sehech o1 as mstalled or

ol and

1R aercrafl engne s beciled othe St of regestee of the am
i e non msealled o asrcrall, where s plvsically Lo

fob o a hehicopaer s lacated s Saoe of regisiny,
al Hee s ol the conclusson of the agreenent creating or prosaching lsr the mierest
3 The paries may, by ageement mownhing, exclude the aophicanan of Arcle X1 and, m ther

relanons with each other, deropate frann o v the e Mect of any ol the provisions of s Protecal exeep
Armele 11 2pdd)

Article Vo~ Farmalitics, effeets and registration ol cantraces of sale
| Fae U purpwrsas ol s Protocol, o contract ol sale s one whach
GO0 1S 11 AT

Tolrpert sl whach the seller has poser e dispse, amgd

th relines woan anen
et emables the drcrlt oluect o e whenbitfied oo conlormes with thes Frotocal

2 Accomiet ol sale ransfers the imeres of te selle o e sorcrall obpect o the bover seconding

W ls lerms

k] Regstrtnn of i comract of sale rensaes effectve mdefimiteh,. Registrainn of o
renans elfeetve unbess discharged o il expiy of the perod, of any, speeificd o the regrsiralion
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Article Y1 — Representalive cupacitivs

A peTSON May enter into an agreement of a sale, and rewster an internatonal snterest in, or a sale of, an
mrcrdl abect, i an agency, trust of other representative capacily. In such case, that persan is entatled 1o
wssert nghes and inlerests wnder the Conventuon

Artigle VI1 — Description of aireralt objocis

A descnpiion of an arerafl obyect tha comams oy manuliores s senal number, the name of the
manufacturer and s medel desagmanon is necessary ood sullicem to dentedy the obgect for the purposes
ol Anicle Yoy ol the Convennion amd Arnicle Vi 1 Eg ol this Prorocal

Article Y — € lowee ol lass
I This Arhcle apples ol where 3 Contactng Siate bas made a0 declazaton pursuant o

Artacle XK1

2 'he paarties o oan ngeeement, or o contractof sile, or s e laed goenenteg contrel on subordinaion
agreciment sy agree an he ewwhichos e povern ther contractual oghes asd ailiganons, wlsally orm

part

3 Unless atherwise agreed, the reference i he preceding saraeraph o abie law chosen by the parhes
i5 1 the doimesie rules ol ks of the desserites State o, whers thar State comprises several teentorml

urnts, o the demesig low of the designoted wintonal unn

etault remedies, priorties and wsseeemonts

wrtiche TN — Mlodifieation of definl resmedios grrovision s

1 b ddesian to the remedies specilied m Chagter 1T of the Uanventien, the crediesr may, o the
extent that the debior his at am sme so agreed and o the cocunslanges specilied m that Chageer

G procure the de-regsieation of the sircralt, andd

i prascure the expart and phesical traslee of the areead b olbyeet From the termmory i s loch o
15 saluaiid

2 [ crodimes shall notesercise the remedies specafiod o e precedeng paengraph without the proee
wennend i wnnng of the bulder of any eeprstered nterost tankange o pooty 1 thal of e crediton

3 Armicle 83 of the Convention shall not spply o arcradl ohpects. Any remedy gaven by The
Comvention i relation 1o oan arcrall object shall be exercesed inoa commercially reasonable manser A

el s exarcined m

reenecy shall be deemed 10 be exercised in o commercinlly reasonable manner wl:
conformery with a peovision of the agrevment except where such a provision 1= manidzstly unreasonable

4 A chargee grving ten or mae workang davs’ pogr wiiten notice of o proposed sale or lease (o
nlerested persons shall be deemed o sansfy the requiscosznt o provadimg “reasonable pror nogee”
speciled m Armcle 8140 of the Convention. The foregoong shall nor prevest o champer and achargor or
o guarsnton rom zereemny o a longer period of prer netce

] The rewistry autkority 1na Contacing State shall, sutgect to any apphicable saferny laws amd
regubations, hoeour a degques) for de-regisieat and exguont of

G the negqueest s praperly subimicted by e autbuonsed ganty under o recorded rrevecable de-
rerstration and export redquest suthorsaton. sl

(b1 the authorsed party certdes to the registre authoniy, o requared by that anthonty, thal all
egstered mterests mnking o poonee 1o that of the credior i whiose favewr the
autlusrisaton has boen vaned vy Seen discharped o0 that the bolders of such imerests have
comsented w the de-regisiranon and expon

f A chi e propoung o procees the de-registoanon and uport of an seeral® under paragraph |
otherwise than pursuan? 10 a coun ordes shall grve ressonabhe pror etce sowntng ol dwe proposed de-
rewistralion and expon o

Can terested persons speciied moAriicle Toming and ta) of the Consenmon and

ik T
i on il

B)maerested persons specilied i Aricle Ton g of the Comvention wis b
el e vghins it chargee watlae aesanabls me pron o the de e

Article & = Yladification of provisions
reganling relic. pemnling Gl deteravination

tronader At le XXX

1 Thes Arnicle applies sy e e o Conteaenng =1t B mde el
sl 1o he extent slated mosech declimanae

2 For the gurpeses of Arngle 1300 of the Comventon, “speeds i e conte <t ol ablmming reliet
mesns sebn such e of working days Crom the date of Gling of the apphcaton for el s s
specilied i declamon e by the Centiacting State mowhich the applicaton s made

i Artiche T Ty of dhe Coanvention .||'||:-|;._'\ aatl the |'|.||._|u-|-|:,: b
sulb-parapniph (d)

roadied mediarely alie

Clet eyt the asehitor and the creditor specifically aeree, sale and apphcanon of proceeds
thereln

ansl Artacle 230 7 applics ol the mseaes aller e wesds Armicle 13000 af the words ~and ey
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4 Cwvnership or any ather interest of the debter passing on 3 sale under the preceding paragraph is
froe from any other imterest over which the eredior™s imternat.onal imlerest hos prionity ursder 1 g
provistans of Article 29 of the Convention

5 The crediar and the debler er any other mierested persan may agree 10 wiiting o exclude the
appicatson of Armicle 132 of the Convention

a WiHh regasd to the remedies is Amicle 1501

lal they shall be made avanlable by the regestry authonty and other adoumstralve authones,
as agphcable, o a Coniracting Stare no later than Tve working davs after the credicor
nerifies such authoetes i the relied speciied o Artche [0 weanted o s case
il el prasted by o farengn coun, recaemised by a sourt ol That Contraching S1ale, amd that
the credstor s enticled 10 procare thivse remedies o aceosdance will the Canvention, and

1y e applicable authories shall expodinousy cocnpeeate with and assist the credisor s the
exercise of such remedies m conlormury wab the apphcable aviatoen safory s g
regulitines

7 Pasagraphe 2 and & shall not affect any apphwabls aviation safery laws o repulatians

Arncle X1 — Hemedics on insalvency

| Ths Article aggrs onby wheee 2 Contracine S iat; s the prasass msobvency jursdicoion lizs
minade & devlsrmnigen Parsant oo Arnele NN 03

Alferrave |

2 Lipwan the negurrence of an sedvensy-relined cvent, the msalvency adosmstrston or e defsor,
as appheable, shall subgect 4o paragraph 7. s possession af e arernli obgect s creditor me e
thisre thae eurhier of

iz the end of the wanting period, amd

b the date on which the ereduer would be cnti'ed te pessession af the anerl) obyjet if thas
Adtiche ded not apply

5 For the gurposes nf this Aricle, the “wamng perod shall be the perwsd specalied m g declaranon
il the Cantrcting Sty which s the pronaec mseloonoy pesscichion

4 Hetorenoes on s Arnele e the “msolvencs admemsistoe” shall be o thin person an s elficial,
el s peesoal . capadily

5 Unless and wntid the credior s given 1 Npparuny b Gke pessession aader parzgraph 2

ab the meslvency adimimstrator ar the debion, as appheable, shall preserve she aarerall ohyect
ancl maens n and s value sy accordance with the agreemcnl . il

(B) the eredier shall be envitled w apply for any ather forms of interim relef available wader
the applicoble low

& Sub-paragraph (=) of the preceding paragraph shall net preclude the se of the aircraft olject
under arrangements designed 10 preserve the aireraft alyect and mamtain it and it valee

? The insolvency adwenedrator o e debitor, as spphicable, may et pessession of e arerall
olbyjeet where, by the time specilien i pagraph 2, i hes cured all defaulis other tian a defilt constned
by e eperning of snsolvercy procecdinns and has agesed 1o perlonm il futere obligsians under e
agreememt A seeond wintig period shall ot app's i respeet of o defaslt imothe porformance of suck
lwture olligancns

k3 With peard e reanedss o A racle 131

Gap ey shald by made avanlable by e repestey aathoney 2ind the sdmmstratve agibosimnes
a Comractmg Stae, as apphicable, no ke than e working dave aller the date o w
the credivor monfies such authonmes that o s entitled o procure These remadies 19
acpordance wath the Convennon: and

thi the apphcable authormes shall expedimons?y co-operate with and assst e crediton im e
exercise of such remedes 0 confarmity with the applicable aviaton safely Tnns and
regulabiens

" Mivesereime of remedies permitted by she Consenton on s Procecal may e presented or dela cd
afier the bt speefied in paragrapl 2

1t Mat ubiliganons of the debtar endor the agreemen s e mediied without the comwen ol e
ereclior
1] Muthumg n e precedn maple shall e comstraed woatlect the aubannre, o any. of the

insslvency admimstzator weder e apphicable law to emumate the

I Mer righes or anterests, eucepn G nomaconsensual rights o mterests al’ a cone

dechirmtaon pursuant e Aracle 39000 shall e eIy i arsolveney pracesd s aven e lened

snleresls

13 Phe Conventian as medified by Article 1 ol thes Proecol shall apply o the cveeme al o
reinedizs under this Anicle

fitered e M

a7 Upin the ocowrrence of s msalv eacv-telatged o e, the rsolvency adinsmsteaton o Ly
as appheable, wpen e reqoest of e credimes, izl e nahic
i declaranen of 3 Contachmg St purswant o Arhcle |

e cradieen swatlan the o spe
M3 b whesher o wall

dal e all defawlis other than 3 detaull constiuied by e epemin of nsolvency procecdings
amd agres 1w perlorm all folore ahlipanians, under the agreeiment and relared rancction
ducumens, or
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(hi geve the creditor the appanuiny o ke possession of Lthe aercraft object, in occardance with
the apphicable lnw

3 The apphcable lnw refeered o un subvpasagraph fhy of the preceding paragraph may permit the
court o require the taking of any addiional siep ar the provision of any wbdinonal gearantee

4 The ereditor shall provide evidence of its claims and proof hat ns itersatonal mierest has heen
registered
b I ths insolvency admimistrater o the debtor, as appleable. does ned grve nolice in conformsty

with paragraph I, o when the insolvency adimmstralor or the debtor bas declired thae o sl give che
credior the apportunity b take possessian o the asreraft abjeet bul Gals to do so, the court may permt
the croditur o take possession of the arcenfl shyec) upon swch tenms as the coert meay order and miy
reduere the taking ol any addstonal step or the prossion e ans sddional guarames

fi The aircraft object shall not e sold pending @ decicwn by o courd regardeng the chm and (e
mtermational ineerest
Article X1 — Insolveney assistance

| Tl Armgle apphes only where 0 Contracting State has made o declarion paesyan o
Arucle XXX

g Tl courms o o Contrctome St on wdue boan srerinl ] abgect s sieated shall, i accerdanee wath
the Law af the Contrzcong S1ate, coopertte To the oagmum estenl pessihle witl foreagn couns and
ferreagn amsolvency admimsitors e canmy ieg out the sy ssons of Ariele X1

Arncle XTI — Decrepistration and export request authorisation

| T Arncle applies only where o Commchng State has made & declarstion purswaont 1
Artagle XXX

velation and export reguest authaosaion

2 Where the debtor bas essued anosrrevacoble de-re
substanually in e forn annesed 1o s Pretocol and has sabmiced such authorisaton foe secordalon
o e regisiey nuthann, thal nuthosisanon shall by s recorded

-

reet L whose favoour the atbaeresaton e been ssoed e authinnsed |'¢|r'.1"_| of 1%
certthied desigsies shall be the sobe person enbitled s esercise the rensedies speefied i Arscle 15113 and
e dosooonly o accordance with the authorsiion ang apphicaile aveimon salery Lows and reulalians
Such anthorsanon min nog by eevoked by the debtor wathout the consent i wonme of e author sed
party The repestny anthaniy shall remove an authansatioen foom he registry an the negqeest of he
instharsed pany

d The regsin suhonty and ether admimstiatve authorities e Contraching States sha!l
expeditoesly co-operate with and wasist the authonsed party in the exercise of the remedics specificd m
Armcle [X

Article XIV — Modification of priority provisians

| A buyer of an wircraft abyect under a registered sale sequares s interest in that obect froe from
an imerest subsequently renstered and fram an unregisiered interest, even of the buyer Bas actual
knowledge of the unregistened mteres)

2 Acbaver ol an ancrall ayeet acquines ts nterest m ehad abyet subpect toan mterest registered
the Bime ol sls acquisi e

b Crwmershap of or another ngit or meress moan aircraft engme shall not be allected by s
|n~.|:||,1_|!|1:|||. i o remost] Frenm an arceaft

1. Arucle 2907 ol the Casventoon applhics tean e, olher than an obyeet, msalivd enen i
awrcritflengine or belicopler

Article XY — Madificition al assignment pravisins

Article 341y of the Convention apples as 1 the following were added smmedste e afier
sub-paragrapl (b}

Cad fe e debor has comsented inoweming, whether or pet the consent 12 gooce moadvance af

e wssremmbent ar sdentiles the jasaemgee ©
3 &

Aricle XY - Delnar provisions

| Inabe absesice o w defanll wathon the mewmme of Acnche T of the Convention, the delmer shi
b el 1o e quiret possession amd use o the obpect e accordance wath the ALTEEIMEnt 15 gainst

tai s creditor and the holder of anv mlezest Trom which the deboor 1zhes e
Arnicle 204 of the Comeention orm the capacity of buyer, Article X110 ol e Promeal,
e ss and 1o the extent thar e debior Lo otherwase il and

sl Ly

ik the hildes ol iy inlerest (o shich s detstar 5 ngeht or mileresy s subyecl [UrLane 1o
Acrhiche M) af e Canvenmaor s, i e cagseeats ol buver, Artele 515 2 pat this Protocn]
Pt amls oo the extent, of anv, il such holder las el

L, Bluthintg o e Convention ar thes Provecol aftects the ladabie o ciediton fenme breach ol e

apreament ander the apphicable Law mowe G2 that acecement relutes 1o as nhpect

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011




Chapter 111

Registry provisions relating o
intermational inerests in aircraft objects

Artich XY — The Supervisory Awthority amd the Registrar

1 The Sepervisary Authornty shall be thz mtermatmomd enity desymatesd by g Resoluton sdepied
b the Phplomate; Conlerenie to Adopl g Maobile Pagepment Convenhion and an Aarcrll Protscol

2 Where the mtermatiomal entiy eefereed tm the preceding paragrapl is aoq absle and willeng o act
as Supervisery Authonry a Conlerence of Sigators and Ceattractigg Staes shall e convenced o designane
anaiher Supervisone Authorcy

3 The Supervisery Authany and ats ofTicers and emplovees shall enpoy such immuniy from legal
ancl admimstrative process as e provaded under the rules apphicatde e theem ws an oermaional enoey o
allerwnse

4 The Supervisory Authonty may establish o commission of experts, {rem among persons
agmnated by Sigratory and Contracting States and kaving e necessary quahifications el experience,
ard erust e the 1ask of assesting the Superoson Aathoney i the discharge of s useooens

k] The firse Hegrstrar shall operate the Infermaninal Bewistry Bor o period of Biee vears from the dade
ol gntrv ntn Doree of thes Protocol Thereafier the Hepsinr shall be apponted or reappaseted ot regueber
Tiveyearly mbery aks b e Supervasory Awtharnty

Artcle XV First repulntiims
The first regulaons shall be made by the Supeovson Aafenty soas woonake efTect upon the entry into
fovrce af this Frosocal
Article XIN — Doesymatvd entey paints
| Subpect o parsgraph 2o Coniracning St el s e designdlie an entiy on caliies o
terrilary as the ey poinl or emiey poists ctheough sohich dwee shall or may e cransimimed 1w the

Internatienal Begesiry miarmanon reguieed fos registrnnon ather tan registranen ol a nomce of @ aanoeal
mlerest or A raght oo anterest under Achicle 3o enher cose armsamg aincler Thar Les oof annihee Senie

2 A srgnanon made under the preceding paragraph s peomer, bt ool coanpel. wse al @

abgmagnateed eniey poenl or gnire poants for informatisen ff.'l.|l.llr='l.1 lor rEEsirnins i respect of aifcran
LaYInes

Article XX Additionnl modifications (e Repisiry provisions

1 Far the purposes of Aricle 1906 of the Conventson, the search crileria for an aircrali obpect shall
b the name af 115 manefocterer, s manwlfclerer’s sernl number and its moadel desimation, suppleme nied
i NECEEANY 0 SnSUre Uniengss ach :,||5:-pl|:|r|un|ar:|.' nlarmehian shill he -ipucll'lcq] i the ru'lgulil.lu.l.'h

¥ Fur tlee purposes ol Armele 2502 3ol the Cosventoon and o the circamstances tene deseribed, the
holder of o regeslered prospectve atemaional inlerest o o regislensd prospaective assagment of an
inlermalionn | enteres) o e person i whoss Bvour o prospechive sale has been registeesd shall ke such
sleps s arg withae s povser o oy the desghiprie of Hhe aslradnan no Leler ghan vy -.-.|-r5.,1n!_'_ iy
Al thee regeip ol the desane desenbed inosech gargrapl:

3 The fees refeered toom Amcle 1702 of the Convennon shall be detenmined so as w necover the
reasgnahle costs ol esiabhshing, operavng and regulatme the Inteenatonal Hewistre and he reasonable
costs of the Supervisery Authonty associated with L perfarmance of the furctens, exeroise of e
parwers, ind dhscharge of the dutwes contemplated by Arache 13 of the Cenvention

4 The cemralised funchians of the Tetermsional Regesey shall be operaied and adomnmsiened by the
Regisiear aaa owenty-four hour bases The carous enry poants shall be operned a0 least dasing saorkine

huwwirs im e resprClive errHiares

cuatantee reletrsd e Snche 280 ol e Canvenlion

3 e amount of the asurance or Do
slvall, o pespeen of eaclvesen, s B Teses thine e s vithue of e aercraf abpect as determmed by

the Supervisory Athony

[} Botiumg e the Cunvenguon stall pre chade the IE|;|_;|-\.tr:'.| Trim PRI IMSEFITEE O 3 francizl
vuaranlen com e events Tor wloch the Begedmar o not hable ander Amele 25 ol the Canvention

Chapier 1Y

Jurisdiction

wrtiche ST — Maalafication of jurisdictoion pros s

Fuan the purpaoses ol Artche 35 a0 the Corenton and subgect o Arocle 47 of the Conyention, @ coun of
i Condrching Slade also his peresdic o whare e obgecs s a helcppler or amelmme pomaming 1o an
wirerafl, for which thil Stale s the Siate of regesin

Article XX — Wasvers ol savereign innmunify

I Subpeet to paragraph 1z swaver of sovereign immunty om junsdicten of the courts specilisd
i Arnebe 42 ar Ariele 43 of the Consention or relating o suforcement of eighis and mierests sefanng o
an el object under the Conventon shall be binding and, 17 the other candations o sieh ussdiction
or anforcement have heen sanslied, shall be effective to conler Junsdlcu.}n and FCTIT srfurecsienl, o
L cose nuay be
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5 A wauver under the precoding paragraph must be in weiting and contain o deseripion of the
arcrafl obpece

Chapter Vv

Feloonship with ather conventions

Article XX — Helationship with th » Camvenson air
the firtermasional Recoguition af Rights in Aieceaf

The Conventoun shall, Tor o Contracting Siate thal e & pany te e § oot cor the aiersedamal
Heceitent af Righie e Aererat, signed a1 Geneva on 19 June 1948, supessede that Convennen as o
relates 1o prcrafi, as defined an s Protocol, and o arreraf ohjzuls However, with respect 10 nghts o
Intercsts ted convered or affecied by the present Canventun, the Geneva Convention chall ml e
superscdod

Article XXV — Helntionship with the Conweagion for
the Uificasion af Certain Rules Relfoting fo the Preen, Senaes Ancimen) af Airernfi

[ e Comvention shall, fora Contraciimg Se thit esoa o s he O oaveas for the 1 i o
aaf Uerssen jendon Heleting o the Pevegmnmnny dstaclmens o Teec e, signed al Rome an 29 May 1955
supersidde thinl Canention as 0 relates 1o mirceall, as deleed i oob s Prosocal

2 A Comiractiny State Farty o e abowve Convenhon aay declare, an the ime of o licaton,
neceprance, jpprovil ol, or accession o this Protacal, that i1 wall nol apply this Anicle

wrticle XXV o Helationship with the Dsiiee s ¢ mmvaition o
Tternationid Firpoeie! Leesing

Pl Comventisnt chall superseds the D iama e ! samaention oo Saeen o 8 omessnd Loeseng, agngd

Chtws e T8 S TUES sl relates e mecrall obgeces

Chaptrr V1

Final prowisions

Article XAV — Sgnatare, eatification, acceptanee, approval or peeessian

| Thes Frotecal shall be open for signature n Cape Town on e Movermber 20010 by Hiatcs
partieipanng e the Diplamitae Confercnee o Adopt o Mobile Equipmest Converlion i ain Aircrast

Frotocal held a1 Cape Town from 29 October 1o 16 November 2001 After 16 November 2001, this
Frotpcol shall be open o all Stats for signature at the Headquarters of the Internationsl Institute far the
Unification of Private Law [Usionoit) in Rome wnbl 0 esters inte force in accordance with
Arncle XX

2 Ths Predocel shall be subject o mification, acceptance or appraval by Slates which have
siped in
] Ay Srae wmeh does el sign s Pretosel may accede 0000 a1 any wime
4 Ratilicataon, acey pance, approval or aceession 15 edlected by the depost ol o formal insstrnnens
o thad effect witl the Depositnry
5 ACBlle may e beceane o Pariy tothes Proocal andess of s oor becomes also o |'iI-I|:| to the
Coaventon

Article ¥ XYVIT — Regional Eevnomie Integrution Orpaisations
| A Reguomal Eoongmic Inegration Urgsumsinhon which s constinted by soverenen Stnes and bas

compelence over certanm mniers poverned byt Prodocal may similarly sien, scceps, aoprove of accwds
1o this Protocoel The Regonal Fzonorme Integranon COreasnisataon <hall i hal cose hase the nuhts and
obligations of o Contoacting Stare. 1o the extent thar tha Clrgasisation has compelence ever mllers
wovernad by this Frowco! s here the numter of Lomtrachmg Siates s felevant i thes Predocol. the
von skall ot Count as o Contracting Sae o addieen s
Tl

Regonal Ecowmme Tcgniion g
Memirer S1ates whnch ame Contracnng

approval e aecession, mike 3 declarasion wothe Depestare specifveng e matlers povemed by this
Provecu’ s respect of whicls consps teace “us been transtersed wothat Chrpamisanion by s Memsder Slates
The Regional Eoonomic Iniegration Organeatan shall prompily aonfy e Drepositary of any chinpes o
the distributson of competence. mcluding e e Lers ol competence, spealed in the decliracems weler
thes paragrph

e) The Beyonal Ecomome lntegration Orgarsntion shall, an the nme of SIEALLTG, ACTeplanGe,

i Any mederence o U nlng el Sees” o “Riaes Party' o States Panics

i thes Protesend applics cgualle aa Bepanal Ecomamnn b

Hon ';jr'__'nll'll‘uL“I'I'l '-\I'-l.'!?\.' |h?\.' COHITENT &
feLrures
Article XXVII — Entey inta faree

thn ol (hree
. approval or

| Thes Progoce ] emiers oe toree an the 1irst dis of the montl: follersany the ex
motths aller the date ol tee deposit of the eighth mstrumen of anfieton, Zoceplar
aceestion, belween the Sates which have d-:|1||\.|tl- | such nstrument s

2 For other States ths Protecol ertes e force an the Oest dix of the month followang the
expration of theee mamhs after the dite ol the depesi) of its mstrament of razifeation AvcepLance,
appenval or pocession
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Anrticle XXIX — Territorial units

I s Contracting State hns termiterinl units i which Jifferent systems of law are applicable in
relation ta the matiers dealt with in this Protocol, it may. at the time ol ratification, aceeptance, npproval
or accession, declare thal this Protocol 15 10 extend o all s ternienal wiits of only e one ar more of then
and ey modi e ms declarat o by submiting anather dectantion al iy lime

2 Amy vuech declaration shall state expressly the termmonal wats wowhich tis Prstacal applies

i If o Comeacting St has not made say declarahon umler paragraph | thes Protocol shalk apply
Tl gerrilonal uas ol thal Siate

4 Where 3 Contractng State extends this Profseol oo or mure of 115 tereitosial unats, declaralions
permatied under this Pratocal may be magde inores pect of cacly such el unie, and the dee larpitsons
made 0 respect of one ol unit nay be difforen) from those made s orespect ol pnother ferritorial
L

5 IF by virtue o @ declaranen under paragraph | this Protecol extends 10 one of more termtonal
urits of o Conerae g S

i ihe debtor soconsidered 19 be sieated oz Uomracnieg Stane enly of s FRCLH Rt
frranedf under a faw m Sorce inoaterrmorial o oowhach The Conventon and thes Protoeal
apphy or b has s regastered olfece o stimatory seal, centre ol adimimisiranen, nlace ol
huserness o habntunl sesidence ora oo’ s which e Convenin and this Preatocol
apply

i anw reterence to e Bocanon ol Hhe abyect ea Lomtracting Stale relers o hacahon ol the
et e a terrdonal pnt i which the Convention and this Protoced apply. ool

(o) any seferenve 1o the pdminmsicatn, © authoranes i thal Conttracting Sate shall be construed
s referring e e admemisirat ve :]ul|I.1:-||!||:'Lill'\-.'||1g_1|_|r|s|_1|.|_'|1|.'|r| an i lerrikori | w10 whach
the Convennon and this Profecol appdy and anv reference 10 the natonal rester ar o the
registry authoney n that Contractine Ste shall be construed os fefiernng i the airceal
regrster n farce of W the regaste ssthony aving puesdiction i the eenonal s ar ueis
e which the Convertion and tas Srotscol apply

Seticle XA — Declirstions relating ta certain i izians

1 A Contracting Ste may. atthe e ol rah oanon, scecptance, approval of, or sccession i s
Frotond, declare thit o will apphy any ane or mare o, Arcles VI %I and %11 of ths Fratognl

1 A Conlracting Sane may, at the nme of ricatuon, acceprance, approval of, o accession 1o this
P'rstocel, declare that 1 will apply Armele X ol s Protecal wholly or in pant I st so declares wath
respeect o Article X2 shall speoif the nime-period sequercd thereby

i A Conteacting Stie sy, al the lme of fanficanon, goceplance, approval of, of aceesson o s
Proweeol, declare thae o wall apply the catirety ol Alcrmative A or the entirety ol Alternative H of

Artecle X1 and, if so, shall speeify the wpes ol insolvency proceeding, if any, 1o which it will apply
Alemative A and 1he types of isolvency proceeding, if any, 1o which 1t will appiy Alermotve B
A Contraceing Siate making 1declaralion pursuant 1o this paragraph shall speeify e nme-period required
by Arncle X1

4 The courts of Contractiyg States shall apply Armele X1 i confonmin with e declrmion mude
by the Contracing State whach i the promary meslvency jurisdiction

5 A Cuntracting St may, an the nong of rafdication, ncceprines_approval ol or acoession to ths
Protocel, dechue that st will mol agply the provisions of Arcle X3, wholly o n pant The dechimnon
shall specifv under which comditions the relevant Arhcle will be applied. wcase i wall be applied gy,
or olherwise whach orler foans of mienm celel sl be apphied

Article XXXT — Deelaratons under the Cansention
Declamtons made under the Convention, includimg e sace ender Aricles 3940, 50,53 53 55 37
St and 4 of the Convenron, shiall be deemed to have nlso Been made under this Protocal anless staied
atherwise
Avtwle XXM — Besersamons sl declaritians

| Mo reservalions may e e 1o s Protoca] Bt declaaiins sethanses b Articles KNIV,
MM, KNK, NENL XK and XXXV e be made in accordance with these provisions

2 A declaniion or subseguent declaranon or any withdesal of o declaranon rrvcde pndes i

Pracocel shall b aobiled v wrting mothe [eposatary

Artiche XXX — Spbisequent declarations

| A e Farte mie make a subse peent declanen. other At wade e accondinge
with Artrche XN uner Artiche 600ar - Comventom . at any ome atter the date o el e Protoeal
B enbered e terce foa ot b nonivag e Depreeatiory 1 that off

s Arn sch spbsequent dechnation chall rake effect o e et day o the menl follaw g the
XL al st atter the date of rwopl ol e satficanon by the Deposttary Where 2 levitgie
perid For thit declieaton o ake offact s specfied i the noilicaner, o shall sk eflect pon e

expriton af sech nnger penod after roee al the notificaron by the Depossan

, Movwathsranding the previous pasgaphs, ths Progcel shall cortinue o apply, ws 0l o such
subseguent declarmons bid been made. ooespect of all nglis aod mterests a SR e 1o e effectve
itz ol any sech subsequent decloration
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Article XXXIY — Withd rawal of declarstions

| A State Pany having inauds @ declaration under this Protocol, olher than o declimtion made in
necordance with Aricle XXX ender Article 60 of the Convention, may withdraw it at any lime hy
nablying the Depesnary. Such withdrawal is to 1ake effect an the first day of the manth fallewing the
expurinion of sey manths afier the date of receipt ol the rotincalien by the Dhepasitary

2 Morwithstznding the previous parageaph, this Protocol skall continue o apply, as 1 no such
withdrawal of declaraton had heen made, o iespect of a0l nghts and imeress prasig priog o e elfective
dite o any such withdiawal

Article XXXV — Denunciations
| Ay State Pary nay denounce thes Protocal by satificaien mosnling w the Depesitiny

N Auy such deruncintion shall ke clfect an the first day of the month folfowing e cypeation of
twelve months after the date of recerpt of the notification by the Depusitary

b Motwathstanfing he previows paragraphs this Praocol shall contamie apply ., as ol o sich

dumincanon had bioen i, e pect of all oghts amd imterests ansine poor o e efliecire date of ae
such denunciation

wrticle XXXV — Review Conferences, amcadments anad related matters

1 The Depositany, wm conseltiion with the Supervisary Authoriny, shall prepane repors vearly, or
il such othe: urme as the crcumestances inay require, ler the States Parties 25 0 the mannes i which she
tteraehonal regine coabbahed o the Convemnon as amended by this Protocul bas pperated 0 geactice
In prepanng such seports, the Depasitary shall take o zecount the repors of the Supervisen Authern
concermng the functisming of the migrmational regestration s yslem

2 AL thie reguest of ne less thian lwenly-five per cen of the Slates Paries, Review Cenlerences of
the Stires Parees shall be convened from une i ome by the Oeposiar. in consultaton with the
Supervesory Authosiiy o conssler

tap the preciacal operaton of the Comvendion as aniesided by this Protocal and es ellectiseness
i facifiatng the assel-pased fmmeng and leasing ol the nhjects covered By s lgrme,

b b pudscoal weerpreaion geven e and the applicaton made of the ferms of s Pratocnl
and the regulatme.,

(2 the Tunehommg sf fhe internaticnal el st svstemn, the perfonmance ol the Kegisirar il
sts oversight by the Suepervisen Authonte, aking into accoont the repans of the Supervisore
Aartheraty, pnd

tdy whelheer any mw=hilications s hes Fromseol or the TN rg-li|1|.|-||_g o e Internaticngt
Hepisiry are desirphle

3 Aoy amendment o dsis Protoeol shill be approved by an least o two-thirds majorsy of 5jales
Parties particigating in the Conlerence referred 1o in the preceding paragraph and shall then enter inge
fureg i respect of States which hive miilied, accepted or approved such amendment when it has been
ratfied, accepred or approved by gight S1aies m aceordance with the provisions ol Ariicle XXV relaning
o s enlry ante force

Article XXXV — Depositnry and its fangtions

1 Insruments ol rmtficanon, acceptince. approsal o accession shall he deposinad with the
International [nsimate for the Unification el Prvate Las fUsoron s, which s bereby designated the
D pasitnry

xl The Deposiany shall

G ntorm all Comraciimg Seates of

G vachnew spmalure of deposat ol an nstrument of ranficanon, acpephance, approsal or
aceessiean, fogether with the dans thereast”

g the date of entry et focee af s Proocol

At ade i accondimee wih this Pratucel together s the date thereal,

oy each e

fivd e wathdsal or amendiment of any declaron topether with the dine therent’ and

Pey dbe b anon of ony deaunciehon ol this Paoocael toggether warh the dane tserenl amd

e date o which 1 akes efleer,
M) 1wt certified rue copigs ol thes Protocel ro all {'Z|.|:||:ru|;t|:1!_l Slones

lel provide thy Superoseny Authonty and the Registrar with 3 copy ol cach matrment of
ranficaton, acceptance, approval or agcession, weether wik e date of deprasat thgrend,
of each declananon ar withdriwal or amesdment of 5 declarazion and ! el somfics e
s, together wooh the date of nonlenton tharesl, s tfal she mdormatien

nl
ot theresr s easaly o Tully avalable s

Wy perorm such sther functsmss custmary fog depsitines

M WITHESS WHEREOF the undersaged Plenepotenuares, laveng een dily autbasn sed, bave
signed thes Protecol

DICME et Capse Town, i sostegnth day of November, two thowsaid zpd ane. 2 sinple onginal
n the English. Araboe. Chinese, French, Russan and Spanesh bampiages, all texs beang cqually suthenne,
such authenncay 1o ke elfect upor venfication by the Jom Secreranar of the Condereor uncer the
authanity of the Presideat ol the Conlerence watlban noweey davs hereot as o the conformny of e Il
wiath one anather )
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Annex

1 OF [RREVOCABLE DE-REGISTRATION
AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION

Anmnex releeredd toon drtacle I

"lisgrt [hue|

To [Insert Mamse of Regisiny Authoniy]

Re frrevocable De-Rewstranon and Expan Beguest Authorisanion

The undersigned 15 the regpstered [operater] [owner|* of the [insert the wirframe heheopler
manufzcturer nume and model aumber] bearng manuactueers serial nunsher [insen manufactures s serial
number| and registrionon [number] fmark ] [insen regpstraton numbee mark | (together with all insiatled,
icorporated or wtched accessones, pars amd coupment. e et

This snstrument 15 an srmevocable de-regnimation and expon requeest authonsaioe sshed by 1he
umdersigned e favour of [insert onme of creditoe] the aathonsed pamy™ under (he authoriey ol
Adticle XU e the Frorocod to the Convention s nleranosal Bterests i boble Egaigasent umn Matiers
spectiic w0 Acrcralt laqupment In acesrdance wiih that Artcle, Hhe unelersigned hareby regqueess

[EH

recomiti thal e auhansed pany o the gersen o certifics as s designer s the sole
person entithed o

ik procure the deregisirition of the aocradd fromm the [insert nume of meeraft register|
mnained by the Jmsert name of regstes sutboniy] For the purpases of Chaplze 111
wlthe § v e Seriewend oo Avnisdaon, 5.-||__-|-||_'|J al I,"|||._-:R|:._ on
T Dhecember 1944, and

(B praseurs thy export amd plessical tnster of e sireralt from Jiesert name of counte |,
el

G contirnand et the authensed party o e persan b eertifies as 10 desteeee may fake the

action specilied mogliwse (0 above on wnilen Cemund without the consent of the
eed and hat, upon such demamd. the auttasnies o Dinsen mime of country | shptl
ciruprerale with the authensed party with vies wthe spedy completion of such action

Thie rights i Favoar of e authensed pam establebed by e nstrumesnt mas not be evohed [
he undersigned wathout the wnnen consen of The authorsed g,

Plense acknowiedpe vour agreement 10 this request and its e by APpropriale notation m e
space provided below and lodgmg Lhis instrament in [insent nome of registey authany |

fmzert rame of aperator awner

Agpreed 10 and ladged dhus By Limsen mine of signaten
[msert date| D5 finsen sl of sigratory |

Jinsen relevant pelatienal detals]
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